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ABSTRAK

Nama ;. Sigit Maryowanto
Program Studi . Pascasarjana (82} Hukum Fkonomi
Judul : Urgensi Oworitas Jasa Keuangan (OJK) Menjelang Aklir Batas

Wakto 3] Desember 2010

Gagasan mengenai pembentukan OIK adalah merupakan salab satu isue yang
paling banyak mengundang polemik terkait dengan upaya restrekturisasi industri
keuangan pasca krisis multi dimensi yang melande Indonesia pada tahun 1997,
Restrukturisasi telah mendorong upava untuk mencari bentuk baru bagi pengaturan dan
pengawasan perbankan mengingat lebth dan 90 % industri keuangan di Indonesia
dikuasai oleh perbankan dan perbankan merupakan industri yang paling terpukul cleh
krisis tshon 1997. Proses pencarian bentuk baru bagl pengaturan dan pengawasan
perbankan menghasilkan 2 pemikiran yang bertolak belakang. Pada satu sisi berkembang
pemikiran untuk melalakan revitalisasi wewenang Bank Indonesia dalam melaksanakan
tugas-tugasnye, termasnk tugas pengaturan dan pengawasan bank. Pada sisi yang Iain
berkembang pemikiran untuk mengalihkan tugas Bank Indonesia di bidang pengeturan
dan pengawasan bank kepada OJK scbagal suaiu oforitas baru vang sekalipus akan
menjadi olontas bagl seiuruh industri keuangan, Untuk memahami apakah OJX telah
mempunyal dasar hukamn serta entuk memabamni urgenst pembentukan OJK bagi
pengaturan dan pengawasan industri kevangan di Indonesia. maka Tesis inf berupaya
meneliti akar permasalaban krisis tahun 1997, ketentuan mengerai pengaturan dan
pengawasan  inclustri keuangan, proses timbulnya gagasan pembentukan OJK,
keberadaan lembaga seiemis OJK pada beberapa negara serta perkembungan (erakhir
terkait dengan pengaturan dan pengawasan terbadap industri keuvangan. Penelitian
dilakukan secara kualitatif normatif dan pendekatan dilakukan dengan menggunakan
Teori Hukam Progresif Sayjipto Rabardjo dan Teori Kepentingan Roscoe Pound.

Kata Kanei .
OJK, Teori Hukum Progresif, Teorl Kepentingan,
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ABSTRALCT

Name o Sigit Maryuwanto
Study Program » Post Graduaie {82} - Economic Law
Titie . Urgency of Financied Service Anthority (OJK) o face end limit of

31 December 2010

The idea to establish Financial Service Authority (OJK} is one of most debatable issues
related with effort fo restructurize financial indusiry of post mulfi dimension crisis
attaeking Indonesic in year 1997, It hod boosted te seek out nesw model for reguiation
and banking supervision in view of more than 90 % of financial industries in Indonesia
had been dominated by banks. and they are most damaging from such crisis. The proses
of seeking out rnew model for regulation and banking supervision had resulted in two
contradicted thoughts, in one side to revitalize Bank Indoresia (Rl) in order 1o realize the
duties including in terms of reguiotion and banking supervision. In other side, to ransfer
Bank Indonesia’s duties for regulcaion and banking supervision specially (o QK ay new
authority ard simultaneowsly, to be suthority for afl financial industries. Then to
understand both do QJK has law basic and has wrgency to esioblish OJK for regulation
and banking supesvision, this Tesis had striven for researching problem roots of year
crisis 1987, regulation and supervision of financial industry, process of emerging ideas
QJK, existence development relaied with regulation and supervision of finarcial industry.
This tesis Is conducted both quantiiatively and normatively, and ils approach using Teori

Hukum Progresif by Sagjipto Rahardje ard Teori Kepentisgan by Roscoe Found,

Kevwords :
OJK, Teori Bukum Progresif, Teori Kepentingan
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BABI
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Salah salu butir kesepakatan yang ditandatangani oleh Pomerintab Indonesia
denpan International Monetary Fund (IMF} pada tanggal 15 Januari 1998 adalah
keharusan mengubah status dan {ungsi Bank Indonesia menjadi Bank Sentral yang
independen. Presiden Soehario melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun
1998 tanggal 22 April 1998, memerintahkan Menteri Keuangan selaku Ketua Dewan
Moneter untuk menviapkan draft Rancangan Undang-Undang (RULY) Bank Indonesia.
Sebagal tindak lanjut, Menteri Keuangan bersama Gubernor Bank Indonesia kemudion
membentuk tim penyusun RUU yang terdin dari unsur Departemen Keuangan, unsur
Bank Indonesia dan kalangan akademisi.! Dengan pesgunduran diri Presiden Soeharto
pada tanggal 21 Mei 1998 kebiiakan tersebut dilanjutkan oleh Presiden B.J. Habibie.
Setelab mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat {DPR), maka pada tanggal 17
Mei 1999 Presiden B.J. Habibie secara resmi mengesahkan Undang-Undang Bank
Indonesia,? menggantikan Undang~-Undang Bank Sentral”

Terjadi perdebatan yang serins dan alet antara Pemerintah dengan DPR dalam
pruses permhahasan RUU Bank Indonesia, karena disamping masalah independensi
terdapat juga usulan pencabutan fingsi pengaturan dan pengawasan bank dar Bank
Indonesia. Usulan pencabutan fungsi pengaturan dan pengawasan hank tercantur
dalam RUU Bank Indonesia, sebagai berikut ;

(1) Tuogas mengatur dan mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan
perbankan vang independen dan dibentuk oleh Undang-undang.

(2) Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada aval {1) akan
dilaksanakan selambat-lambatnya pertengahan tahun 20004

1 Didik 3. Rachbini, er.ol., Bank Indonesia Meruin Independensi Bunk Semral {Jakana : P¥ Mardi
Mulye, 2000), hlm. 163.164. s

2 fndonesia, Undang-Undang Bank Indonesta, UU No. 23 Tahun 1999, LN MNo. 66 Tabun 19599,
TEN No. 3843.

3 Yndonesia, Undang-Undang Bark Sentral, UU Wo. 13 Tahun 1968, LN Na. 63 Tahun 1968
TLN No, 2865.

4 RUU Teniang Bank Indonesia, Pasal 24, diajukan oleh Presiden B.J. Habibie kepada DPR
melaiul sural nomor R IZPUXH/ 1998 wanggat 31 Desember 1998, Fungsi Pengaturan dan Pengavwasan
bank skar dialibkan kepada lembaga pengawesan perbankan dependen yang skaa dibeatuk selamibat-
lambainya pada pertengahan tabun 2000

¥
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Perdebatan mengemuka pada saat pembabasan mengenai kapabilitas, pengalaman,
kredibilitas dan integritas lembaga baru vang akan menjalankan fungsi pengaturan dan
pengawasan bank. Sebagian pihak berpendapat sumber daya dan pengalaman dalam
pemeriksaan bank telah terakumulasi dan dapat dikatakan telah menjadi aset Bank
Indonesia. Sehingga pencabutan fungsi pengaturan dan pengawasan bank dari Rank
Indonesia dikhawatirkan akan menimbulkan kesulitan besar dan diperlukan wakie yang
cukup lama untuk membentuk lembaga baru dengan inlegritas dan kapabilitas setara
Bank Indonesia.

Sebagai Janpkah kompromi akhirnya hanya fungsi pengawasan bank yang
dicabut dari Bank Indonesia sedangkan fungsi pengaturan bank tetap dilaksanakan oleh
Bank Indonesia.é Salah satu pertimbangan pencabutan fungsi pengawasan bank adalah
cakupan dan rentang tugas Bank [indonesia sudab sedemikisn besar dan luas, schingge
tugas pengawasan bank dianggap aken menambah beban Bank Indonesia?

Apabila ditinjau dari sejgrabnya, maka ide pemisshan fungsi pengawasan bank
dari Bank Indonesia dipicu oleh usul Helmut Schiesinger, mantan Gubernur
Bundesbank yang pada waktu penyisunan RUU Bank Indonesia bertindak sebagail
konsultan. Pola yang dipergunakan dalam RUU Bank ladonesia adalah pola bank
sentral Jerman yang tidak mengawast bank. Di Jerman pengawasan perbankan
dilakukan oleh svatu badan khusus yaity Bundesoufiscubtsany fur da leedierwesen 8
Hasil pembahasan ide Helmut Schlesinger dalam “semangat”™ kompromi antara
Pemerintah dengan DPR selanjutnya tercantum dalam ketentuan sebagai berikut :

(1) Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sekior jasa
keuangan yang independen, dan dibentuk oleh Uindang-undang.

{2) Pembeniukan jumbaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan
dilaksanakan sclambat-lambatnya 31 Desember 2002.°

5 Didik 1. Rachbini, et o, loc.cit.

€ i dalam Risaleh Repat DPR tangeat 16 Maret 1999 terkait dengan pembahasan RUL Tentang
Bank Indonesia, mesalah Pengaturan dan Pengawasan Bank tercatat dalam Daflar Inventarisasi Masalzh
{DIM) nomor 73, dan disepakati untuk dibnhas dalam forum lobby,

7 Didik J. Rachbini, e7.2Z., ep.cit., him, 165.

8 Zulkamain Sitompul, Problematika Perbankan. Cet 1 {Bendung ; BueisTerrave & Librery,
26053, him. 145,

Y Indonesia, Undang-Undang Bank Indoresiz, vp.cit, Pasal 34,

Liniversitas Indonesia
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Dengan denukian berdasarkan Undang-Undang Bank Indonesia akan dipisahkan antara
fungsi pengaturan dan fungsi pengawasan bank. Lembaga yang skan menggantikan
Bank Indonesia dalam mengawasi bank selanjwinya juga akan bertugas mengawasi
lembaga keuangan lainnya antara lain asuransi, vayasan dana pensiun, sckuritas, modal
ventura dan perusahaan pemblayaan, serta badan-badan fain yang menyelenggarakan
pengelolaan dana masyarakat. !9 Perluasan bentuk dari lemibaga pengawasan perbankan
menjadi lembaga pengawasan sektor jasa keuangan jugs merupakan hasil kompromi.
Apabila merupuk pada RUU Tentang Bank Indonesia yang diajukan oleh Presiden B.J.
Habibie pada tanggal 31 Desemnber 1998, maka pada awalnya lembaga pengawasan
vang akan dibentuk adalab sebatas untuk melaksanakan fungsi pengsturan dan
pengawasan perbankan.

Hasil vang dicapai dalam pembahasan tersebut dapat ditbaratkan sebagai hasil
pembghasan “pabak pertama”, karens akan segera disusul dengan pembahasan-
pembabasan padas “babak berikutnya”, Lembaga pengawasan sektor jass keuangan
dalam Undang-Undacg Bank Indonesia hasil pembahasan “babak pertama” selanjuinya
dikena! dengan sebulan Lembaga Pengawas Jasa Kevapgan {(LPJK).IT LPJK akan
meniadi sebuah Jembaga yang bertugas melakukan pengawasan, tetapi tidak dilengkapt

fungsi pengaturan dengan peran mulai dari pemberian izin sampai pengenaan sanksi, 12

Secara kenscp, pemisahan antaea fungsi pengaturan dan fungsi pengawasan bank
di dalam Undang-Undang Bank Indonesia adalah tidak tepst dan lemah. Alasannya
adalah lingkup pengawasan bank meliputi Ringsi (13 pengaturan, (2) pemberian dan
pencabutan izin kelembapaan / usaha (3) pengawasan (audit), dan {4} pengenaan
sanksi.}? sehinges keempat fungsi tersebut semestinya berada delam saty atap.
Pemisahan fungsi pengawasan dengan pengaturan tentunya akan menimbulkan masalah

Loordinagi, 14

1 \ndonesia, Undong- Uindang Bank Indoresia, op.cit., penielasan Pasal 34 ayat {1}

1 Menteri Keuangan metalui Sural Keputusan Nomor [81/EMK 8172000 tanggal 29 Mei 2000
membentuk Tim Penyusun RUU Tentang Lembaga Poogawasan Sekior Jass Kerangan, D dalans proses
rapat, Tim Penyusun RUU menggunakan istilah “LPJK” sehagal sebulan unhk Lombaga Pengawasan
Sekior Jnsa Keuangan yang akan dibentuk,

12 “jangan Jadikan OIK Sumber Korupsi Bars™ <htip./www sinstharapan.co.id/berita/0207
X200 Lhel, 22 Jult 2002,

13 Indonesia, Undang-Undang Bank Indoresia, op.cii., Pasal 24.
14 7ulkamain Sitemput. foc.cir.

Universitys Indonesia
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Pemisahan antara fungsi pengawasan dengan pengatutan bank di dalam Undang-
Undang Bank Indonesia terbukti menyimpan potensi permasalahan di kemudian hart,
Semangat dan tekad yang besar untuk mewujudkan Bank Sentral yang independen dan
menjadikan Undang-Undang Bank Indonesia sebagai produk hukum yang awet ternyata
tidak berumur panjang. Pada mass pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid
Undang-Undang Bank Indonesia vang baru berusia setahun esam buwarn, pada tanggal
17 November 2000 digiring lngi masuk gedung parlemen Senayan untuk dilakukan
amandemen.!> Konflik kepentingan antara Pemerintzh dengan Bank Indonesia dalam
proses amandemen kembali muarak. Salah satu hal yang menjadi dasar pemikiran

amandemen adalah agar supaya fungsi pengaturan dan pengawasan bank berada dalam

satu atap.

Dalam proses amandemen Undang-Undang Bank jndonesia, Permerintah
mengajukan usul untuk mencabut fungsi pengaturan bank dari Bank Indonesia. Hal
tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Lembaga Keuangan waktu itu, Darmin
Nasution, sehapal berikui ;

* . oleh karena it maka dengan latar belakang sepert itu Pemerintah menpusulkan
Pasal 34 ayat (1} ini diamandemen dengan sehingga menjadi tugas mengatur den

mengawasi bank akan dilakukan oleh lerabaga penpawasan sektor jasa keuangan yang
independen dan dibentuk dengan UL, 16

Dengan demikian usulan tessebut kembalt pada permkiran semula sehagaimans konsep
RUU Bank Indonesia vaite mencabut fungst pengaturan dan fungsi pengawasan dari
Bank Indoncsia. Apabila dirunul dari amanat Undang-Undang Bank indonesia, lembaga
yang akan dibentuk adalah ditugaskarn untuk mengawasi lembaga keuangan (LPJK).
Namun muncu} pemikiran kalan mengawasi tanpa mengatur, maka ibarat menggembala
tanpa cambuk. Berawal dari pemikiran tersebut maka berkembang pembahasan untuk
sekaligus mencabut tungsi pengatoran bank dari Bank Indonesia. 17

Pembahasan uswl Pemerintah uotuk mencabut fungsi pengaturan  bank,

melengkapi fungsi pengawasan bank vang juga akan dicabut dari Bank Indonesia

IS5 “Hadigh Akbir Tahun Buat BIL” <hapw wwwlks
konomi /760467 hun>, 27 Desember 2003.

1§ Risalah Rapay Panitia Keria RUU Amandemen Atss Ul Nomor 23 Tehun 19959 Teontang
Bank indonesia. tanggal 2 Maret 2002,

Y “Owritas  Sasa Kevangan (OJK), Kebutuhan Mendesak, Tapi Mandek Biaw 27

assomikompascetal/B31227
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mengalami tarik vlur vang sengit. Hal tersebut antara lain dipengarchi eleh kondisi
bhahwa batas wakiu 31 Desember 2002 untuk membentuk lembaga pengawasan seklor
jasa kewvangan berdasarkan Undang-Undang Bank Indonesia tidak skan terpenuhi
Selin daripads itu banyak kalangan menilai proses amandemen sebenarnya lebih
dimaksudkan Presiden Abdurrahman Wahid scbhagai upaya untuk menggusur Gubernue
Bank Indonesia wakiu itu Syahril Sabirin.!® Akan tetapi seiring dengan perubahan
politik, sebelom menyelesaikan proses amandenien terhadap Undang-Undang Bank
Indonesia Presiden Abdurrabman Wahid terpaksa turun dari kekvasaan Pemerintahan
pada akhir Juli 2003,

Pembahasan amandemen selanjutnys diteruskan oleh Pemerintehan Presiden
Megawati. Setelah melalui proses kempromi dengen DPR, maka pada tanggal 15
Janwari 2004 Presiden Megawati secara resmi mengesahkan Undang - Undang
Perubahan Atas Undang-Undang Bank Indonesia.!¥ Hasil amandemen selanjutnya
tercantum dalam ketentuan sebagai berikut
{13y Tugas mengawasi Bank zkan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa

keuangan yang independen, dan dibentuk oleh Undang-undang.

{2) Pembentukan lembaga pengawasan sebogaimana dimaksud pada ayat {1}, skan
dilsksanakan selambat-lanibatnyva 31 Desember 201020

Hasil amandemen terhadap Undang-Undang Bank Indonesia dapar diibaratkan sebagai
hagil “babak keduz®, karens masih menyisakan permasalahan dalam pelaksanasnnya.
Dengan merujuk kepada hasil amandemen, maka fungsi pengaturan bank masih

merapakan wewenang Bank Indonesta 2!

Meskipun demikian, seiring dengan pembahasan amandemen Undang-Undang
Bank Indonesia, Presiden Megawati ternyata telah menyampaikan RUU Otoritas Jasa

18 Amandemen Undang-{Undang Bank indonesia merumuskan lima isu wiama, yakni penetapan
target inflasi, pembentukan Badan Supervisi, pencalonan Deputt Gubernur, penyediaan kredit likuiditas
darﬁrat dan pengalli‘mn funpsi penpawasan bank. Lihat <hitp/Awww? kompss.conyKompas-cotak

(2/0 3 2htme, “Bl Pasca Amondemen Undang-Undang”, 3 Februar 2004,

19 lndmasza, Undang-Undarg Perubuhan Atas Undang-limdeng Nomor 23 Tahun 1999
Terdany Bank ndonesicz, U3 No. 3 Tahun 2004, LN No. 7 Tahun 2004, TLN No. 4357

26 pig, Pasal 34.

2! Indenesia, Undang-Undang Bonk Indornesta, opcir., Pasal § guf ¢ menyebutkan bahwa

Bank Idonesia mempunyal tugas untuk mengatur dan mengaveast bank (Pasal 8 horuf ¢ fidak dermasuk
dari tagisn vang diamandemen).
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Kevangan (OJK) kepada pimpinan DPR untuk dilakukan pembahasan.?2 GJK akan
berbeda dengan LPJK, secara kensep OJK mempunyai wewenang pengaturan dan
pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan sedangkan LPJK hanya mempunyai
wewenang pengawasan. Sehingga meskipun berdasarkan amanal undang-undang
lembaga pengawasan sekior jasa keuangan yang akan dibentuk adalah LPJK, tetapi
dalam pelaksanaamnya Pemerintah justru mengajukan pembahasan RUU QJK.

Terkait dengan perkembangan pemikiran pembentuken QJK, Gubernur Bank
Indonesia periode 2003-2008 Burhanuddin Abdullah nenyampaikan pendapat bahwa
pembentukan OJK vang dipaksakan bisa memberatkan masyarakat, Hal tersebut
disebabkan karens sumber pendanaan pembentukan organisasi sebesar OJK 1idaklah
kecil. Apabila hiayas tersebut dibebankan kepada perbankan vang belum sepenubmya
pulih dari krisis jelas tidak akan mampu. Demikian juga apabila pemerintah
mengambilnya darl Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena masih
harus membiayai defisit.?3 Burhanuddin mempertanyakan pembentukan OJK dalam
konteks pemuliban ekonormni, dalam kondisi anggaran negara yang masih defisit apakah
pembentukan OJK masuk dalam prioritas yang harus sepera dilakukan.

Burhanuddin memberikan gambaran bahwa butuh wakin $ hingga 18 tahun OJK
bisa diterapkan sejak RUU OJEK disahkan DPR. Pembahasan undang-undang mungkin
memerlukan waktn 2 tahun, kemudian rekruitmen sumber daya manusia bisa memakan
waktu lama, karena barus ada uji kelayakan dan kepatutan (fir and proper test).
Meskipun demikian Burhanuddin mengharapkan peinbahasan dan penelitian mengenai
OJK diteruskan. Fokus yang harus menjad: objek penelitian adalah bagaimana
menyiasati kendala yang masih ada.?4

Berbeda dengan Bank Indonesia, bagi Pemerintah yang dalam hal ini diwakili
oleh Departemen Kenangan {Depkeu) pembentukan OJK sudah mendesak untuk

22 Surst Presiden Megawati perihal pembahasan pembentukan OJK temomor R-D§/PLIVI3
tangga! 26 Mei 2003, Empat RUU yang ikut dilampirkan adalah RUU Tentang Perubaban Atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tenlang Usaba Perasuransian, RUU Temtang Perobshan Kedua Atas
Undang-Undang Nomer 7 Tabun 1992 Tentang Perbankan, RUU Tentang Perubahan Atss Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun dan RUU Tentang Perubalun Aty Undang-
Undang Nomor § Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

23 “lika Dipaksakan, Pembentukan O3K Beratkan Masyarakat.” <hip:www balipost co.id
/BalipestCetak/2003/5/3 Le3 ame, 31 Mei 2003,

24 mhid
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direalisasikan. Menurat Darmin Nasution, pembentukan OJK sebenarnya ditujukan
untuk memelthara pertumbuhan sekior jasa keuangan yvang sehat, kompelitif, stabil dan
aman. Di samping ita, tujuan pembentukan QJK adalah agar Bank Indonesia fokus pada
pengelolaan moneter dan tidsk perlu mengurusi pengawasan bank kerena bank
mempakan sektor dalam perekonomian. QJK juga diperlukan untuk mengawasi
konglomerasi ekonom dimena banyak terjadi kepemilikan silang antara sektor
keuangan dengan sektor riil. Schingga akan letih efektif kalau pengawasan seluruh
lembaga jasa keuangan berada dalam satu atap. Memang situasi saat itu belum stabil,

sehingga kalan dilakukan perubahan drastis maka akan menghadapi masalsh, 25

Terdapat konflik kepentingsn yang mendasar antara Bank Indonesia dengan
Pemerintah terkait dengan wewenang pengaturan dan pengawasan bank. Konflik dipicu
oleh usulan Pemermtah untuk melimpahkan fungsi pengataran dan pengawsasan bank
yang sebelumnya merupakan wewenang Bank Indonesia kepada lembags independen di
luar Bank Indonesia. Dengan demikian wewenang Bank Indonesia akan terbatas pada
kebiiakan moneter dan lalu linias pembayaran, meskipun fungsi sebagai lender of the
last resort masih tetap berada di Bank Indonesia. Pemerintah berpendapat bahwa
pengawasan seluruh lembaga jasa keuanpan {termasuk bank) akan efektif apabila
berada dalam satu aiap.2¢

Perdebatan mengenai urgensi pembentukan OJK dikaitkan dengan kondisi
makro Indonesia menarik perhatian banyak pihak. Bahkan Menteri Keuangan pada
masa pemerintahan Presiden Socharto yaitu Mar’le Muhammad juga tertarik untuk
memberikan pendapat. Menurut Mar’ie kendaia yang paling utama yang akan dihadapi
adalah diperlukan sumber daya manusia yvang benar-benar handal untuk mengisi wadah
ini. Jangan sampar GIK dibentuk hanya denpan memindahkan sehagian pegawai Bank
Indonesia yang mengawasi perbankan, sebagian pegawal Depkeu vang berurusan

dengan dana pensiun, asuransi serta lembaga pembiayaan dan sebagian pegawai Badan

25 “Taik Ul Fembentukan OJK, Cha-cita Tinggi Kantong Terbutas”, <hip//www.
sinarharapan codd/ckonomifhenangan/ 200340623 keu | htmis | 2003,

26 Konflik kepentingan antara Pemerintah dengan Bank Indonssia dapat dipahami. Pemerintah
bermaksud mengalinkan fongsi pengaturan dan pengawasan bank dard Bank Indonesia. Sedangkan di sisi
iain Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok memelibara stabilitas nikst Rupiah tergantung pada
keberadaun liga pilar vtama. Keliga pilar tersebut melipati kebijakan moneter dengan prinsip kehati-
hatian, sisiem pembayaran yang cepat, lepat dan sman sera sistem perbankan dan keuangan yang sehat
dan efisien. Lihat Penjelasan Undang-Undanp Bank Indonesta.
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Pengawas Pasar Modal (Bapepam), Kendala keduva, OJK harus bertanggung jawab
kepada siapa 7 Apabila bertanggung jawab kepada Presiden, bagaimana tentang
independensinya, dan apabila bertanggung jawab kepada DPR, tidak tertutup
kernungkinan badan ini 2kan menjadi super market bary yang empuk bagi para polilisi
DPR. Di Inggris dan Australia misalnya, Financial Service Authority (FS4) dan
Austrafian Prudeniial Regulation Authority (APRA4) dibiaval dari kontribusi badan-
badan usaha yang diatur dan diawasinya termasuk perbankan, dana pensiun dan
asuransi. Apabila pola pembiayaan seperii ini diterapkan di Indonesia, Mar’ie
meragukan disiplin dan komitmen untuk membayar wran tepat waktu dan jumlah yang
sesuai dengan kewajiban mereka. Kendala yang ketigs adalah apabila GJK dibiayai
oleh APBN scbagian atau seluruhiya, ada alasan bagi Pemerintah untuk turut campur,
sehingpa sikap independensi OJK bisa govah. 27

Saat perdebatan mengenai OQJK belum tuntas, perkembangan politik di Indonesia
kembali mempunyai arah baru, Pada pemilu 2004 Presiden Megawati “kurang svara™
untuk memenangkan posisi Presiden periode 2004 ~ 2009, Kekuagaan pemerintahan
dilanjutkan oleh Presiden Susile Bambang Yudoyono (SBY) yang memenangkan
pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat. Dengan peraliban pemerintahan
tersebut maka tongkat estefer pembentukan OJK juga beralih dari pemerintahan
Fresiden Megawati kepada pemerintaban Presiden SBY.

Meskipun RUU OIK telah diajukan sejak pemerintahan Presiden Megawati
kepada Pimpinan DPR pada tahun 2003, tetapi selama masa pemerintahan Presiden
SBY hingpa awal tahun 2009 tanda-tandas geliat kelahiran OJK belum jupa jelas.
Apskah pelemik pembentukan OJK akan tuntas dalam masa perintahan SBY 2004 -
2009, atay nasib OJK harus memasuki “babak ketigs”, memungpy pemerintzhan
berikutnya hasil pemilu 2009 7

Adalah menarik untuk mencermati perkembangan gagasan pembentukan QJK
serta menilik perkembangan di juar Indonesia. Menjelang akhir batas wakiu
pembentukan 31 Desember 2010 justru terdapat kecenderungan untuk mengevaluasi
kembali konsep pemisahan fungsi pengaturan dan bank pengavasan dari Bank Sentral,
Krisis Northren Rock di Inggris dan krisis Subprime Morigage di Amerika Serikat

27 ~0JK. Maju Kena Mundw Kema” <hup://www.transparangi.or.id/beritafberita-uni2003/
beritad_160603.um!>, 16 Jupi 2003,
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serupakan referenst yang menarik bagl rencana pembentukan OJK. Dalam kasus
Northren Roeck terdapat pelajaran berbarga mengenai permasalahan koordingsi antara
i34 scbagai pengawas bank dan Bank of England (Bok) sebagai lender of the fast
resort. Sedangkan dalam kasus Swubprime Mortgage terdapat pelajaran berharpa
mengenal perlunya Federal Reserve (The Fed) mempunyai akses informasi terhadap

industri keuangan non bank,

Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Boediono dalam rangkaian fir
and proper test ssbagai calon Gubernur Bank Indonesia hahkan memberikan
pemyataan yang cukup menarik mengenai perkembangan pembentukan GIK. Menurat
Boediono OJK yang harus sudah terbentuk pada 31 Desember 2010 masih perlu dikaji
Iagi sebab di beberapa fempat seperti Amerika Serikat, OJK mulai diperbincangkan
kembali”® Penystaan tersebut terasa menarik mengingat Boediono yang terkenal
saprtun dan hati-hati sempat menyampaikan penyataan yang cukup keras saat lembaga
pengawasan sektor jasa keuangan berdasarkan Undang - Undang Bank Indonesia,
tertunda peinbentukannya pada 31 Descmber 2002.2%

Pernyataan Boediono bahwa pembentukan OIK masih perlu dikaji lagi, serupa
dengan penyataan Wakil Direktur Utama PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA)
Raden Pardede dalam fit and proper test sebagal calon Gubernw Bank Indonesia.
Haden meminta pembentekan OJK pada 2010 harus disertai dengan ekstra kehati-
hatian menyosul preseden kejadian burok di Ingpris. Menorut Kaden pertukaran
informasi antara QJK dengan Bank Indonesia sangat diperlukan untuk mengantisipasi
krisis seperti terjadi pada kasus Northern Rock di Toggris. 30

Pernyataan Boediono dan Raden Pardede mengenai OJK saat menjalani fit and

proper lest sebagai calon Gubernur Bank Indonesia periode 2008 - 201 3,31

28 “Komisi X1 DPR Sehujui Bmzww Jadi Gubernar BI”, <hfp/fwww aatars.co.idire/
s SHEHIR £ rahif, 7 April 2008,

29 “penken - Ada Yang Memmtshkan Kembali Kesepakatan Soal OFK”, <hutpffeww?

kempas.comfbompag-cetak/0306/1 3/ inansial/367722 L htm>, 13 Juni 2003.

33 Anugerch Perkasa, “Pembentukan OJK Dilakukan Secara Hati-Hati,” Bisnis Indonesia, (11
Maret 2008) : F12.

31 ynnk mengisi jabatan Guberour Bank Indonesta, pada awalnys Pemsrintsh mengajukan
dua calon yaite Agus Martowardaejo (Dirat PT Bank Mandiri) dan Raden Pardede (Waki! Dirwt PT PPA)
kepada DPR. Setelah woenjalani fit and proper tesr Komisi X1 tidsk dapat menyetujul kedua calon
tersebut. Pemerintah selanjumys mengajukan calon umgeal Boedions (Menko Perckonomian) vang
kemudian diseiuiui oleh Komigi X DPR sebugas Guberour Bank Indonesis periode 2008 - 2013,
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1G

mengingatkan kepada pernyataan Burhanuwddin Abdullab  sebelumnya  Sebagai
Gubernur Bank Indonesia periode 2003 - 2008 Burhanuddin sempat mempertanyakan
urgenst pembentukan OJK dalam konteks pemnlihan ekonomu. Meskipun disampaikan
dengan pendekatan vang berbeda tetapi terdapat pesan yang sama saal Burhanuddin,
Boediono maupun Raden melihat QJK dart sisi Bank Indonesia. Pesan bahwa pagasan

pembentukan OJK harus disikapi dengan realistis dan extra hati-hati.

Berdasarkan latar belakang bahwa gagasan pembentukan OJK telah melalui
proses perjalanan panjang dan berlikn pada berbagat masa pemerintahan, meskipun
demikian kecenderungan justru menujue kepada arah vyang sebaliknya, maka topik
penelitian yang akan dibahas adalak : “Urgensi Pembenfokan Otoritas Jasa
Kevangan (OJK) Menjelang Akhir Batas Wakou 31 Besember 20167,

2. Rumusas Masalah

a. Apskah QJK merupakan lambaga pengawasan yang dapatl dibentuk berdasarkan
Undang-Undang Perubahan Ates Undang-Undang Bank Indonesia 7

b, Apsakah orgensi pembentukan QJK dan kendala apakah vang dihadapt dalam
pembentukannya ?

3. Tujuan Penelitian

a.  Untuk mempereleh gambaran apakah OJK merupakan lembaga pengawasan vang
dapat dibentuk berdasarkan Undang-{UIndang Perubahan Atas Undang-Undang
Bank Indonesia,

b. Untuk memperoleh gambaran tentang urgensi pembentukan OIK bagi pengawasan
terhadap lembaga kevangan di Indonesia,

4. Kegunaan Penelitian

a. Penelitian ini berupaya menyajikan data dan informasi terkait dengan dasar hukum
pembentukan OIK.

b. Penelitan ini dibarapkan bermanfaat bagi bahan kajian temtang urgensi
pembentukan OJK bagi pengawasan lembaga keuangan, dengan memperhatikan
teori dan prakiek penerapan lembaga OJK pada beberapa negara.
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11
5. Kerangka Teoritis

Roscoe Peund memberikan deftmsi kepentingan dalam Teornn Kepentingan
sehagai keinginan atau tuntuian, yang manusia mencoba unmtuk memenuhinya baik
secara perseorangan atau berkelompok atau dalam perhimopunan. Oleh karena itu harus
diperhatikan oleh pibak yang mengatur hubungan-hubungan antara manusia atay
menertibkan kelakuan manusia. Kenginan dan tuntutan manusia untuk mempunyai
atau memakal barang-barang atau melakukan hal-hal selalu timbul 2pabila sejumlah
orang saling berhubungan. Di dalam keinginan-keinginan dan tuntulan-tuntutan i
terdapat pertenlangan atav langkah-melangkahi. Ketertiban hukum mempunyai tugas
untuk menentukan manakah diantaranya yang harus diakui dan dijamin. Dalam batas-
batas apa, dan menertibkan pemuasannya dengan suatu minimum persengketaan dan

pemborosan.t?

Menurat Peund, pada dasarnya struktur suatuy masyarakat selalu berada dalam
kondisi yang Kkurang seimbang. Ada yang terlalu domisan dan ada pula yang
terpinggickan. Schingga untuk menciptakan “dunia yang beradab”, ketimpangan
struktural di dalam masyarakat perlu ditata dalam pola keseimbangan den proporsional,
QOleh karena itu perlu terdapat langkah progresif yang menfunpsikan hukum untuk
menata perubahan, Bertolak dari kondisi tersebit kemudian Pound menyajikan teosi
tentang Jmw as tool of socidd engiveering. hukum untuk menata kepentingan-

kepentingan yang ada di dalam masyarakat 33

Mengacu pada pemikiran Pownd, maka penyelesatan terbadap konflik
kepentingan antars Pemerintab dengan Baok Indonesia terkall dengan pagasan
pembentukan OJK hendaknya dapat disandarkan kepada hukum. Adapun hukum yang
dimaksadkan Pound dalam konteks ini adulah hukum yang akan menata kepentingan
Pemerintah maupun kepentingan Bank indenesia dengan sedapat mungkin menghindari

kenflik dan pemborosan.

Selain merujuk pada pemikiran Pound, penciitian ini juga akan merujuk pada
pertkiran Satjipto Rahardjo mengenat Teori Hukum Progresif. Menurut Satjipto

32 poscos Pound, Tugas Hukum, diterjemahkan ofeh Muhammad Rudiab (Jakaria : Bhratara,
1965}, hlm. 21,

33 Bernard L. Tanya; Yoan N, Simanjusiak; dan Markus Y. Hage, Teors Rukian Strategi Tertid
Manusia Lintas Ruang don Generasi {Susabaya: £V K, 2006), hlm. 128,
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kehadiran hukum dalam masyarakat dapal diihat dari bermacany-macem sudut. Para
profesional hukum, seperti hakim, jaksa, advokat dan para yuris yang bekeria di
pemerintahan, akan melihal hukum sebagai bangunan perundang-undangan. Bagi
mereka tidak ada keragu-raguan lagi, bahwa hukum itu tampil dan ditemukan dalam
wujud perundang-undangan tersebut, Ibarat dokter yang bekerja dengan stetoskop,
maka profesional bukum bekerje dengan undang-undang. Dalam hal ini otoritas
perundang-undangan adalah sedemikian besar, sehingga dapat dikatakan bahwa di tuar
undang-undang tidak ada hukum. Kredo mercka adalah “menyelesaikan soal dengan

menerapkan undang-undang” 34

Berbeda dengan para peneliti alay ilmewan hukum yang akan smehibat hukom
sebagal sesustu obyek yang dipelajart yang tujuannya adalah untuk mencari kebenaran,
Bagi mereka hukum bukan barang sakral yang tidak boleb dipersoaken siau
dipertanyskan lagi, semata-mata dengan alasan bahwa itu sudeh meniadi undaog-
undang. Kepedulian mercka adalah menemukan kebenaran tentanp hukuwm, bukan
keharusan menjalankan hukum. Kredo mereka adalaht “pencarian dan pencerahan” 35
Hukum tidak selalu benar, hukem tidak memonopoli kebenaran, hukum bisa salah.
Dengan demikian perlawanan terhadap hukum perlu didengar dan diterima sebagai

suatue usaha untuk mengkoreksi adanys sesuatu yang tidak benar.

Sebagal hukum positif, maka beberapa pihak memandang bahwa keberadaan
Pasal 34 Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Bank Indonesia sudak
semestinya dilaksanakan. Lembaga pengawasan sektor jasa kevangan yang akan
dibentok  selambal-lambainya pada 31 Desember 2010 mempunysi wewenang
pengawasan lerbadap bank serta perusahaan - perusahaan sektor jasa kevangan lainnya.
Pada sisi lain Pemerintah juga telab mengajukan RUU OJK kepada DPR sebagai suata
lembaga vyang sclain mempunyai wewenang mengatur juga akan mempunyai

wewenang mengawast sektor jasa keuangan,

Merujuk  kepada pemikiran Satjipto, keberadaan hukum  positif bukan
merupakan barang sakral schingga selalu terbuka untuk dikaji kembali untuk mencari
kebenaran. Satjipto memberikan gambaran bahwa di Amerika akhir-akhir hu sedang

34 Satjipro Rahardjo, Biarkon Hukum Mengalir, {Jakarta : Pencrbit Buku Komeas, November
2007, hlm, 1.

33 bid. him. 2.
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herkembang suatu ajaran yang kemudian dikenal dengan Criticed Legal Suwdies (CLS).
CLS merupakan penentang keras terhadap pandangan dasar positivisme hukum yang
merupakan pemikiran hukem hiberal tentang netralias, kermurnian dan otonomi hukoem,
(L8 mengecam dektrin netralitas, kemurnian dan otonomi hukum sebagal sesuatu yvang
tidak iebih dari mitos belaka, karena dalam kenyataannya hukwm tidak bekerja di roang
hampa tetapi sarat dengan kepentingan-kepentingan politik yang subyektif, 36

6. Kerangka Konsepsional

Dalam kerangka konsepsional diperlukan definisi-definisi tentang istilah yang
berkaitan dengan penelitian, Oleh karena itu perlu diberikan beberapa definisi yang
berkaitan denpan penelitian sebagal berikut :

a Bark adalah badan usahs yang menghimpun dana darl masyarakat dalam bentuk
simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau
bentuk-bemuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak 37

b. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkot tentang bank, mencakup
kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan
usahanya 38

¢.  Bank Indonesia adalah Bank Seutral Republik Indenesia 39

d. Lembaga Kevangan adalah sernua badan usaba yang melalut kegiatannya di bidang

keuangan, menarik vang dari dan menyalutkannya ke dalam masyarakat 40

g. Lembaga Sekior Jasa Keuvangan Lainnya adalah seatu badan useha vang
melakukan kegiatan di bidang keuangan desgan jalan mengeluarkan surat berharga
dan menyalwkannya ke dalam masyargkat terutama guna membiayai investasi

perusahaan — perusabaan 41

36 Sutjipto Rahardjo, Membeduh Hukum Progresif, (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, Januasi
2008}, him.169

37 indonesia, Undong-Undang Perbankan, UU Ne. 7 Tahus 1992, LN No. 31 Tahun 1992, TLN
Mo, 3472,

3B \ndonesia, Undang-Undang Perubabun Atas Undang-Undan Perbarken, UU No, 19 Tahun
1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790

39 Indonesia, Undang-Undang Bank Indenesia,op.cit., Pasal 4.

40 Thomas Suyawne., etal., Kelembagaan Perbankan. Fdist Ketiga (Jakaris @ Pustaks iltama)
him. §.

31 jpid him. 13,

Universitas Indooesia

Urgensi Pembentukan..., Sigit Maryuwanto, FH Ul, 2009



14

£ LPJK adalah [embaga Penpawasan Jasa Keuangan, wewenang LPJK adalah

sebagai pengawas lembaga jasa keuangan.

g.  OJK adalah Otoritas Jasa Keuvangan, wewenang OJK adalah meliputi wewenang
membuat peraturan, memberl izin dan mencabul win persetujuan, mengenakan
sanksi administratif, melakukan pemeriksaan, melakukan penyidikan, melakukan
pengalihan usaha demi kepentingan nasabah serta mengatur pengendalian lembaga

jasa keuangan.42

Konsep penelitian yang dipergunakan sebagai pedoman operasional akan
bertolak dari pemahaman terhadap bank. Penelitian dibarapkan dapat menyajikan
gambaran mengenai kedudukan serta peran strategis bank dalam masyarakat dan
perekonomian. Selain daripada itu penelitian juga dibarapkan dapat menyajikan
gambaran mengenai permasalahan dalam pengaturan dan pengawasan bank yang
menjadi dasar konflik kepentingan antara Pemerintah dengan Bank Indonesia. Dengan
demikian pada akhirnyz penelitian diharapkan dapat menyajikan mengenal urgensi
pembentukan EPJK yang kemudian berkembang menjadi QJK selambat-lambatnya
pada 31 Desember 2010,

7.  Metioade Penelitiun

Penelitian hukurm adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukam, prinsip-
prinsip hukum maupun dokirin-doktrin hukum gma menjawab iso hukum yang
dihadapi. Untuk keperluan penulisan karya akademis, owfpws dart suatu penelitian
hukum adalah preskrepsi berupa rekomendasi atau saran. Saran vang diberikan
hendaknya bukan sekedar saran dan bukan berupa khayalan ateu angan-angan yang

jauh tinggi di awan tetapi harus dapat atan mungkin diterapkan.

Metode Penelitian yang diperpunakan dalam penelitian inl adalah Metode
Penelitian Hukum Normatif, vang dilakukan dengan menganalisis berbagai sumber /
referensi hukum baik yang bersifat primer, sekunder maupun tertier. Penguropulan data
dilakukan melalui penelitian kepustekaan (fibrary research), vaile dengan cara

42 “Menagih Lahimya OJK”, <hnp//swww hukumoniine.com/derailasplid=19432& el=berita>,
26 Dresember 2008.

43 peier Mahmud Marauki, Penslition Hukum, Cet. 1L {Jakarta : Kencana Prenada Media
Gronp, 2006} hlm. 3541,
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melakukan inventarisasi terhadap sumber-sumber pusiaka yang menjadi referensi

dalam penclitian ini.

Data yang dipergunakan dalam perelitian ini adalah data sckunder yaitu data
yang diperoleh dari kepustakaan yang dapal dihimpun dart .

a. Sumber primer, yaitu sumber yang dapat diperoleh dari norma dasar, peraturan
dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan masa penjajaban yang masih
berfaku, norma hukum adat yang dicatat, putusan pengadilan, perianiian

irternasional dan konvensi,

b Sumber sekunder, vaitu sumber yang dapat diperoleh dari dari buku-buku, artikel
majaiah/surat kabar, leporan penelitian, makalah, skripsi, tesis, disertasi, RUU dan

tolisan lain,

c.  Sumber terticr, yaitu sumber vang dapat diperoleh dari absirak, almanak/buku
tahunan, bibliografi, buku pegangan, buku petunjuk, ensiklopedi, indeks, kamus,
sumber biografi, sumber geogref, lerbitan pemerintah, timbangan buku .44

Data sckunder yang berhasil dihimpun dianalisis secars kualitatil untuk selanjutnya

disajikan dalam bentuk kajian normatif.
8. Sistematika Penelitian

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan Sistematika Penelitian vang
terdiri dari § Bab, sebagai berikut :

Bab |, merupakan Bab Pendahuluan vang akan menguraikan lLatar Belakang
Masalah, Rumusan Masalsh, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka

Tearitis, Kerangka Konsepsional, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian,

Babll, merupakan Bab Tinjavan Umum Mengenai Perbankan yang  akan
menguraikan mengenai Pengertian dap Perkembangan Bank di Indonesia, Bank dalam
Sistem Keuangan di Indonesia, Pengawasan dan Pengaturan Bank vang menjelaskan
Tujuan serta Bentuk Pengaturan dan Pengawasan Bank, Bab [1 diakhiri dengan uraion
mengenai Dampak Krisis Tahun 1997 terhadap Perbankan,

44 g Mamudii, Perelusuran Literarur Flukm, Batsn Keligh Pasca Sarkana FHUL (Selasa 13
Nopember 2007) bim, 9-16.
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Bab I, merupakan Bab Dasar Hukum dan Kendala Pembentukan OJK vang akan
menguraikan mengenal Krisis tabun 1997 dan Independensi Bank Indonestn, Forum
Siabilisasi Sistern Keuungan (FSSK) sebagai Forums Komunmikast snlara Otoritas
Perbankan dan Otoritas LKBB, Krisis Subprime Morigage dan Krisis Northren Rock
Bab III diskhiri dengan uraian mengenal Urgenst Perobentukan QJK, Teori dan
Keberadaan QJK pada Beberapa Negara dan Kendala dalam Pembentukan QJK.

Bab IV, meropakan Bab Pembahasan dan Analisa yeng akan menguraikan Analisa
mengenai Dasar Hukum Pembentukan OJK serta Analisa mengenai Urgensi dan
Kendala dalam Pembentukan OJK.

BabV,  merupakan Bab Penutup vang skan menguratkan Kesumpulan dan Saran.
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BAB I
TINJAUAN UMUM MENGENAI PERBANKAN

i. Pengertian dan Perkembangan Bank di Indonesia

Pengertian mengena: bank dapat ditemukan pada beberapa literatur, antara lain
werdapot di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa bank adalah badan usaha di bidang
keuvangan yang menarik dan mengeluarkan uvang dalam masyarakat, terutama memberikan

kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran vang 4

Pengertian menurut G.M Verryn Struatt di dalam buku Bank Politik, bahwa bank
adalah suatu badan yang bertujvan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat
pembayarannya sendiri atan dengan vang yang diperoleh dari orang lain maupun dengan

jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa vang giral 48

Pengertian menurut A, Abdurrachman di dalam Ensiklopedia Ekomomu dan
Perdagangan, bahwa bank adalah suata jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagal
macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata vang, pengawasan terhadap
mata vang, bertindak sebagai lempat penyimpanan benda-benda berbarga, membiayai

perusshaan dan lain-lain 47

Penpertian berdasarkan peraturan perundang-undangan, babhwa bank adalah badan
usaha yany menghimpun dana dari masyarakat dalam benluk simpasan dan menyzlurkannya
kepada nwsyarakat dalam bentuk kredit dan atan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka
meningkatkar taraf hidup rakyat banyak 4%

Meskipun disajikan dengan rumusan yang berbeda, tetapl pada dasarnya memiliki
pengertian yang sama, yaitu bahwa bapk merupakan lembaga keuanpan yang dapat
menghimpun dana dalam beutuk simpacan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam

43 Kamus Besar Babasa Indonesia, <hiof, s:.pe.d Achbifindex php> 2608,

4% tgang giral pada dasarnya adalah simpanan yare dapa éz:;mk setmp saat (dikuid) dalam bentuk gire.
Karena sifainya yang Hkuid make gire dapat dipergunakan scbagai alat pembayaran dan kemudian dikena
dengan istilah "uang giral”. Di dalam sistem perbankan di Indonesia pengelolaan simpanan dalam hentuk giro
harya dapa dilaksanakan oleh bank veman,

47 Thomas Suyatno, eral., Kelembugaan Perbankan, {(Jskaviz @ PT Gramedia Pustaka Utama, 1999),
him. §.

48 indonesia, Undang-Undary Perubahan Atas Undang-Undang Perbonkan, UL No. 10 Tahun 1998,
LN No. 182 Tzhun 1998, TLN No. 3790, Pasal | ayat {2).
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bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dan dalam kegiatannya memberikan jasa dalam

lalu Jintas pembayaran. 49

Di dalam sistem perbankan Indonesia, bank terdiei dari bank umum dan Bank
Perkreditan Rakyal (BPR). Perbedaan vang mendasar antara bank umum dan BPR adalah
bahwa bank umum dalam menjalankan kegistan usaha dapst memberikan jasa dalam Jalu
lintas pembayaran. Hal tersebut berbeda dengan BPR yang dalam memalankan kegiatan
usaha tidak dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.50 Kegiatan usaba bank
urvm dalam laha lintas pembayaran antara lain meliputi jasa transfer, inkaso dan pembukaan
Letter of Credit (1/C).5!

Pengertian mengenai bank dengan lingkup lebih luas dapat ditemukan pada Black
Law Dictionary, sebagat berikat .. g financial establishment for the deposit, loan, exchange,
or issue of money and for the transmission of funds”.52 Selain menerima simpanan,
memberikan pinjaman dan memberikan jasza dalam lalu lintas pembayaran, maka dalam
Black’s Law Dictionary pengertian bank juga meliputi bank dengan wewenang untuk
menerbitkan uang. Meskipun demikian bank dengan wewenang menerbitkan uyang tidak
terdapat pada bank yang menjalankan usaha komersil yang di dalam sistem perbankan di
Indonesia texdiri dari bank umum dan BPR. Di dalam sistem perbankao di fndonesia
wewenang menerbitkan uang dilaksanakan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral ya:;g
mempunyal wewsnang menerbitkan dan mengedarkan vang Rupish serta mencabut, mesarik

dan memusnahkan vang Rupiah dari peredaran 53

Sejarah keberadaan bank telah tercatat sejak masa Babylonda tahun 2000 sebelum
roasehi {sm). Pada waktu itu bank berupa sebuah lembaga yang dikenal dengan Temples of
Babylon menjalankan usaha dengan meminjamkan emas dan perak dengan disertai bunga.
Pada masa Yunani tahun 560 sm keberadaan perbankan ditandai dengan pendirian Greek

Temple yang dapat menerima simpanan dengan memungut bizya penyimpanan serta

49 Dahlan Siamal, “Sistem Keuangan Indowesia” dalam Hukum Perbankan |, editor oleh Yunus

Husein dan Zulkamain Sitompu! (Jakarta : Program Pasca Sarjana Fakolas Hukum Universitss Indosesia,
20813, Bim. 21.

30 indonesia, Undang-Undang Perubahan Atas tidang-Undang Perbankan, op. cit. Fasal | angka 4.

31 Transfer adalah josa pelayanan benk dalam pengiriman uang, inkaso adalsh jasa pelayanan bank
dalarn penapihan dan penyerahan surat berharga seperti Chegue, sedanpken 240 adalah lavanas bank untuk
memperlancyr proses ransaksi antara penjual den pembeli vang berada pada tempat yang berbeda,

32 Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary Eight Edition (Thomson West : 2004), him. 154.
3% Indonesta, Undang-Undong Bunk ndonesia, op.cit, Pasal 20,
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memberikan pinjaman kepada masyarakat. Pada masa Romawi tahun 509 sm usaha
nerbankan ditandai dengan adanya kegiatan tukar menukar mata vang, menerima deposito,

mentransfer modal dan memberikan kredit.

Setelah masa Romawi perbankan berkembang seiring dengan perkembangan
perdagangan di Timur Tengah dan Eropa. Kota Alexandria, ¥enesia dan beberapa pelabuban
di Italia Selatan dikenal sebagai pusat perdagangan yang penting. Untuk mendukung
perdagangan dan biaya perang maka pada tahun 1171 pemerintah Veresia mendirikan bank
yang merupzkan bank pertama milik negara, disusul dengan pendirian Bank of Genoa dan

Bank of Barcelona.

Pada awal abad ke 16 di London, Amsterdam, Anierpen dan Leuven, para pergiin emas
bersedia menerima uang logam vang ferbuat dari emas atau perak untuk disimpan. Sebagai
bukti penvimpanan maka perajin emas membuat landa terima yang disebut dengan
Goldsmith’s note yang terbuat dani kertas. Goldsmithi's note bahkan dapat diterima sebagar
alat pembayaran sehingga pada masa inilah selain vang logam yang terbuat dari emas dan

perak masyarakat mulai mengenal vang kertas. >

Di Indonesia yang wakiu ity masih bernama Netherlands Indie (Mindia Belanda),
kegiatan perbankan mulai dikenal seiring dengan kehadiran perusahaan dagang Belanda
Verenigde Cost Indische Compagnie (VOC) yang didirikan pada 1ahun 1602, Dalam upaya
mendukung (ujuan ekonomi perdagangan dan mencari keuntungan di wilayah jajahan, maka
YOU membawa serta perangkat sistem keuangan dan pembayaran. Perusahaan ¥OU vang
pertamna menjalankan uvsaha bank adalah De Nederfandsche Hondel Maatschappii (NHM)
vang sebenarnya adalah perusahaan dagang. Adapun perusahaan vang secara resmi didirikan
untuk menjalankan usaha bank adalab De Javasche Bank (DJB) pada permulaan abad 19.55

Selain DJB, sekitar tzhun 1857 berdirt bank swasta vaitu Escompre Bank yang
bergerzk di bidang usaha bank urmum. Antara tahun 1895 - 1899 berdiri beberapa bank yang
dibentuk khusus untuk melayani gelongan pribumi antara lain Bank Priyayi (D¢

3% Thomas Suyatno, e, opoit. him, 3-4.

53 Catatan mengenai pendirian LUB dapat dijumpsi pada materi Sesfuwit Nomor 2% tenggal 11
Desember 1827 mengenal Ocivooi Ruglement voor De Javasche Bork Adapun medat pertamanya sebesar 1 jula
Gulden tercantum. dalam Beshuir Nomor 25 tanggal Z4 Januari 1828 berasal dari setoren pemorintah Hindia
Belanda dan NAHM. DJB menialankan funpsi sehagsi bank sirkulast pada masa pemerinigh Hindin Belanda.
serta mempunyai hak monopoli untuk menerbitkan vang. Meskipun demikian £375 belum menjadi bank sentral
penuh. Pada masa it I3/8 juga menjalankan usaha komersil sehagal bonk woum das turat bersaing dengan
bank-bank lain dalam pemberian kredit sehingge bal ini menimbulkan berbagai kriik. Likat Muhamsd
Diumbana, Hukum Perbanken df Indonesic (Bandung : PT Chra Aditye Baki, 2006). him. 36,
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Poerwokertosche Hulpen Spaarbank der Indandsche Hoofden), Volkshank di Garut dan
Lumbung Pitih di Bukittinggl. Pada tahun 1934 berdiri bank De Algemeene Volkscrediet
Bank {4VB) yang mempunyai {ugas uniuk melikuidast beberapa lembags keuangan yang
mengalami kesulitan pada masa krisis ckonomi dunia 1929 - 1932, 4VE selanjutnya
menjalankan usaha perkreditan rakyst, vaitu kredit perseorangan, perusabaan kectl dan
pedagang kecil. Perbankan pada masa Hindia Belanda semakin berkembang dengan adanya
kebijakan pintu terbuka {open deuwr politiek), dan dilandai dengan kehadiran bank swasia
lokal dan asing. Bank swasta loka! dan asing yang hadir pada masz ilu antara lain Baoiavig
Bank, Chumghwa Sagieh Muctschappif, Bankvereeninging, Natiornle Herdelsbank (NHB),
The Chartered Bank of India, The Yokohama Species Bank dan The Mitsui Bank.56

Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942 - 1945, DJB dan sermua bank swasta
termasuk bank asing dikuasai serta dioperasikan oleh pemerintahan tentara Jepang. Hanya
sata bank vang diperkenankan dioperasikan oleh pribumi yailu A¥8 yang beroperasi dengan
nama Jepang yaitu Syomin Ginke.

Dengan adanya perubahan politik berupa pernyataan kemerdekaan Indonesia dari
penjajaban pada tahun 1945, maka ierjadi perubghan yang besar terhadap kebijakan
perbankan, Kebijakan pertama i bidang perbankan yang ditempuh pemeriniah Presiden
Scekarno adalah pembentukan bank sebagal alat perjuangan, yatu Bank Negara Indonesia
{BNI).57 Pada saat pemerintah sedapg mempersiapkan pendirian BNI, penjajah Belanda
mengoperasikan kembali /8 sebagal bank sirkulasi df wilayah yang masih mereka kuasai.
Deangan demikian secara de facfo hingga pepandatanganan perjanjian Konferensi Meja
Bundar (KMB) di Den Haeg pada langgal 2 November 1949, di Indonesia terdapat dua bank
yang menjalankan fungsi sitkulas: yaitn BNI den 228 Scsvai dengan KMB fungsi bank
sirkulasi selanjutnya hanya dilaksanakan oleh DJB, schingga dengan kesepekatan tersebut
BNI tidak lagi melaksanakan fungsi sirkulasi,>8

56 Muhamad Djumbana, Hukum Perbankan df Indonesia (Bandung : PT Clrs Aditya Bakii, 2006),
bz, 54

57 BN didirikan dengan Peraturan Pemeriniab Peagpanti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun
1946 wnggal 3 Juli 1946, kemudian legbih dikenal sehagai BNI 46. Pada swal pendiriannya BN{ 46 menjalankan
tugas pengeluaran dan peredsran (sickulasi) uang kerias, memperbaiki peredaran alpt pembayaran lain dan
memenuhi kebutuhan keedit masyarakat demi untuk kepentingsn wmum, Meskipn dimaksudkan sebagai bank
sentral tetapt selama masa perjuangan mempertahankan hemerdekaan, BN belum dapal menjalankan fimpsi
sebagai bank gentral secara penuh. Likha Mubamad Djunhana, b, hlm. 56

58 3, Soedradjad Diiwandono, et.al., Sejarch Bank Indonesia Periode 1 1945 -1959, (Jakarta - Bank
indonesia, 2605}, him, 25,
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Pada tanggal § Desemnber 1931 pemcrintah dengan Undang-Undang Nasionalisasi DJB
melakukan nasionalisasi terhadap /3/2.5? Selanjutnya pada tabun 1933 dengan periimbangan
pura lebih memberi kemudahan dalam menjalankan kebijakan moneter dan kebijakan
perekononiian, maka dengan ketentuan undang-undang ditetapkan pendirian Bank Indonesia
mienggantikan DJB sebagai bank sentral di Indonesia. 80 Selain tugas sebagal bank sentral,
pada awal pendiriannya Bank Indonesia masth melanjutkan fungs) sebagal bank komersil
seperti halnya DJB, tetapi fupgsi tersebut harus segera diseralikan kepada bank lain selambat-
iambatnya pada tangal 31 Desember 1957361

Selain nasionalisasi DJ8, pada tahun 1958 saat berlangsung aks: Tri Komando Rakyat
(Trikora} semangal nasionalisasi terhadap bank-bank Belanda semekin geocar. Beberapa
bank Belanda yang tercatat dinasionaiiasi adalsh Escomio Bank menjadi Bank Dagang
Negara (BDN), MHB menjadi Bank Umum Negara (Buneg) dan NHA menjadi Bank
Koperasi Tani dan Nelayan (BKTIN}L Pada periode ini hahir bentuk Bank Pembangunan
Daersh {BPD) yang pads hakikatnya adalsh suain jembaga keuangan milik Pemerintah
Daerah yang melakukan usaha perbankan. Baok swasta pada periode ini jumlabhnya cukup
banygk tetapi umumnya merupakan bank-bank kecil. Pada masa int perbankan masib
didominasi oleh bank-bank miltk negara yang hampir scluruhnya berasal dart nasionalisasi
bank milik swasta Belanda, Kehidupan bank asing pada periode awal kemerdekaan ini sangat

tidak kondusif sebagai konsckuensi gencarnya semangat nasionalisasi.

Secars garis besar perkembangan  perbankan Indonesia pada pericde awal
kemerdekaan belum dapat berkembang dengan batk, Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh
kondisi perekonomian ysng belurn mapan, penjajah Belanda masih terus berupaya
menggagalkan kemerdekaan Indonssia serta beherapa pemberontakan semakin memperburuk
situasi bagi terciptanya iklim vang sehat bagi perkembangan perbaokan. Selain daripada itu
miasih terdapat dualisme dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia yang selain menjalankan
tugas sebagal bank sentral juga menjalankan tugas sebagai bank komersil. Ekspansi kredit
perbankan pada urrumnys bukan berasal dari dana vang dibimpun dari masyarakat tetapi
berasal dari pencetakan uang kertas baru sehingga memacy inflast yang sangat tinggi.62

% Indonesia, Undunyg-Undang Nasionelisasi De Javasche Bowk, UU No. 24 Tshus 1955, LN No. 128
Tahun 1950,

69 Indonesia, {fdang-Undang Pokek Bank Indonesiz, UU No. 11 Tabun 1953 LN No. 40 Tahun 1953,
&) § Soedradjad Diiwandono, er.al., opeit, him. 37.
52 pMuhamad Djumhana, op.cic him. 38,
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Pada akhir tahun 1960 perbankan mengalami perubaban arah kebtiakan seiring
dengan perubahan peta politik, yaitu dengan terjadinya peralihan kekuasaan pemerintahan
dati Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto. Kebijakan di bidang perbankan yang
ditempuh oleh pemerimahan Presiden Socharto dapat diklasifikasikan dalam empat tahap

utama, yaitu :

a. Tahap stabilisast dan rehabilitasi (1966 -1969)
Pada tabap ini perkembangan yang berarti adalah Iahirnya Jandasan pokok yang penting
bagi perbankan, yaitn lzhirnya Undang-Undang Pokok-Pokok Perbankan,3 dan Undang-
Undang Bank Sentral. Tujuan utama kebijakan pada tabap ini adalah menghentikan laju
inflasi yang sangat tinggi melalui pengendalian moneter dan fiskal, dengan tetap
menumbuhkan perbankan agar dapal berperan aktif dalam pembangunan. Sclain itu
kehadiran bank asing kembali difasilitasi melalei Undang-Undang Penapaman Modal
Asing 67 serta Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1968 Tentang Bank Asing.

b. Tahap pembangunan {1970-1982}
Setelsh peivlak perekonomian dapat dikendaiikan, kebijakan diarabkan untuk mencapai
stabilitas moneter dan meningkatkan ekspor. Dalam rangka mendukung pertumbuhan
ekonomi hingga ke pedesaan maka Pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor
38 Tahun 1988 tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) vang mengatir mengenai bank
desa dan bank pasar. Pada tahap ini juga diperkenalkan mekanisme pasar sang antar bank
(interbonk coll money market), sehingga bank-bank yang mempunryai kelebihan ataupun

kekurangan dana dapat memenuh kebutubannya melalul mekanisme ini.

c. Tahap deregulasi {1983 -1991)
Pada ishap ini banyak kebijakan bara yang memberikan perubaban besar bagi
perkembangan perbankan yang terbagi dalam dua periade, yaitu ;
Iy Sebelum Paket Kebijakan Oktober 1988
Melalui kebijakan 1 Juni 1983 maka proses liberalisasi perbankan nasional dimulai,

63 ndonesia, Undang-Undang Pokok- Pokek Perbankan, VU No. 14 Tahun 1967, LN No, 34 Tshun
1967, TLN No. 2842,

64 Indonesia, {ndang-Undang Bank Sentral, UU No. 13 Tahun 1968, LN No, 63 Tahun 1968, TLN No.
2865,

65 Indonesta, Undang-Undang Penanaman Modal Asing, 133 No. | Tabun 1967, 1L.N No. | Tahun 1967,
TLN No. 2818.
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dengan tujuan  untek  meningkatkan mobilisasi dana  masyarakat.  Kebijakan
dilaksanakan dengan membebaskan bank menemtukan suku bunga baik dalam
menghimpun atau dalam menyalurkan kredit. Melalul kebijakan 27 Oktober 1988,
Pemerintah membuka keleluasnan dalam pendirian bank dan pembukaan kantor

cabang sehingga jumlah bank dan perluasan jaringan kantor bank berkembang pesat.

23 Setelah Paket Kebijakan Oktober 1988
Melaloi kebijakan Desember 1988 Pemerintah memperiuas perambahan jenis LKRE,
dan melalui kebijakan Maret 1989 Pemerintah mengatur mengenat merger,
permodalan dan batas pinjaman perbankan. Melalui kebyjakan Januari 1990 dilakukan
pengurangan keterganiungan pada kredit likuiditas Bank Indonesia yang masih
menjadi salah satu sumber utama perbankan, serta pengaturan kewajiban penyaloran
kredit kepada pengusaba lemah. Selanjutnya melalui kebijgkan Jaouvari 1991
dilakukan penyempurnaan ketentuan bagi pengawasan dan pembingan bank
{prudential regulation), schingea perbankan nasional diharapkan dapat bersaing di

pasar internasional 56

d. Tahap awal reformasi (1992 -1998)

Bertolak dari tuntutan untuk melakukan reformasi, maka pada tshun 1992 diberlakukan
undang-undang baru di bidang perbankan$’ Meskipun demikian semangat untuk
melakukan reformasi terbentur pada masalah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme {KXN).
Kredit perbankan banyak dinikmati oleh pihak-pihsk yang dekat pusat kekuasaan 58
Pada tahuri 1997 perbarkan mengalami krisis yang sangat beral yang berakibal pada
likuidasi beberapa bank. Berbagai upaya ditempuh Pemerintah untuk melakokan
perbaikan antara lain rencapa peleburan Bank Bumi Daya {(BBD) dengan Bank
Pembangunan Indonesia (Bapindo). Seclanjuinya untuk mengembalikan kepercayaan
masyarakat maka pemerintah berencana segera membentuk perusahaan guna menjamin
simpanan di perbankan. Meskipun demikian rencana Pemerintah tersebut tidak sesuat
dengan pelaksanaan di lapangan. Pada saai terjadi pembekuan operasi beberapa bank
pada Agustus 1988, perusahaan pergaminan belum terbentuk schinpga dana penjaminan
simpanan pada bank magih ditalangi oleh Bank Indonesia, Selain daripada itu rencana

68 Muhamad Djumhanz, op.cit. him, 70.
67 Indonesia, Undang-Eindong Perbankan, 1 No. 7 Tahun 1992, LM No. 31 Tahun 1992, TLN No.

3472,

&% Muhamad Dijambana, op.cir. blm. 72,
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peleburan BBD dengan Bapindo untuk memperkuat modal juga tidek terealisic. Hal
tersebut memberikan gambaran bahwa kebijakan Pemerintah pada masa ini tidak

berdasarkan pada perelitian yang mendalam. %%
2. Bank dslam Sistem Keuangan di Indonesia

Sistem keuvangan pada dasarnya merupakan suatu tatanan perckonomian suatu negara
dalam meonyediagkan jasa - jasa kevangan yang dilaksanakan melalui lembaga - lembaga
keuangan, Sistem kevangan memiliki peran yang sanpat strategis dalam perekonomian suatu
nepara serta merupakan salah satn produk yang paling penting dalam peradaban masyarakat
modern. Sistem kevangan mampu menentukan tingkat bunga kredit serta berapa besar jumlah
kredit vang akan tersedia. Sistem ini mempunyal pengaruh yang kuat terhadap keschatan
perekonomian. Apabila tingkat bunga kredit tingpi dan leongble funds terbatas, maka
pengeluaran (spendingy untuk barang dan jasa juga akan mengalami penurunan. Akibatnya
perekonomian akan memurun dan pengangguran meningkat karena unit bignds akan cenderung
mengurangi procduksi babkan memberhentikan pegawainya. Sebaliknya apabila bunga kredit
rendah dan lowiebie funds mencukupi, maka speading meningkat, ekonemi gkan tumbuh dan
selanjutnya menciptakan lapangan kerja. Dengan demikian, sistern keuangan merupakan

bagian integral dan sangat strategis bagi tatanan perekonomian suatu negara. 70

Pengaruh strategls sistem keuangan terhadap perckonomisn dilaksanakan melalui
lembaga keuangan vang akan menjalankan peranan sebagai berikut ;
a. Pengalihan aset (asse! fransmutation)
Pads seat lembage keuangan memberikan pinjaman dengan mengunakan dana yang
berasal dari pemilik dana {(fenders) kepada peminjam dana (horrowers), maka lembaga
keuangan telah berperan sebagai pengalih aset.
b, Transaksi framsaction)
Lembaga kevangan dapat menyediakan kemudahan untuk melakukan transaksi melalui
produk yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran.
c. Likuiditas figuidisy}
Lembaga keuangan dapat menyediakan produk dengan tingkat likuiditas yang berbeda
sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan pemilik dana,

8 Bid him. 75.
#0 Dahlan Siamat, op.cit., him.1.
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¢ Vfisiensi feffictency)
[.embaga kevangan dapat mempertemukan antara fenders dengan borowers tanpa mereka

harus bertemu secara langsung sehingga lebih efisien, ’!

Lembaga keuangan pada sisten keuangan di Indonesta dapat diklasifikasikan dalam
dua jends yaitu lembaga keuangan bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBR).72
Dalam sejarah Jembaga kevangan pengertian mengenai LKBB dapat diternukan di dalam
Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6! Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, sebagai
berikut :

“Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang
kewangan yang secara langsung atau tidak jangsung menghimpun dana dengan jalan
mengeluarkan surat berharga dan menyalurkan ke dalam musyaraket gona membiayai
investasi perusahaan - perusabaan.” 73

Pengertian tecsebut merupakan penyesuaian dari pengertian LKBB di dalam Keputusan
Menteri Keuangan Nomor Kep-792/MEAV/1I2/1970 dan kemudian diubah melalui
Keputusan Menteri Kevangan Nomor Kep-38/MK/IVA/72. Pengertian LKBB berdasarkan
ketentuan Ini adalah budan ussha yang melakukan kegiaten di bidang keuangan vang
menghimpun dana dengan mengeluarkan kertas bercharga dan menyalurkannya untuk
membiayai investasi perusahaan,’4 Melalui Undang-Undang Perbankan,”’’ dan penstapan
Perahran Pemerintah Nomor 70 Tahur 1992 tentang Bank Urmum, maka sermua LKBB harus
melakukan penyesuaian Kepiatan usaha menjadi bank umum selambat-lambatnya tanggal 25
darei 1993, Sawmpal dengan berakhirnya batas waktu yang lelah ditetapkan, dari 13 LKBR
vang ada 12 diantaranya memilih menyesuaikan usaha menjadi bank wmum. Adapun 1
LEBB yaitu PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (PT Rabana PUI) memilih menjadi
perusahaan pembiayaan. Dengen demikian LKBB sebagat suatu jenis lembaga keuangan
yang dibeniuk dengan pengertian sebagaimana di atas tidak lagi dikenal di Indonesia. Adapun
yang dimeksud dengan LKBB yang beroperasi saat ini adalah semua lembaga kevangan yang
menjalankan kegiatan usaha jasa kevangan dan menarik dana dari magyarakat bukan dalam

bentuk simpanan.’6

71y, $ei Susile, Sigit Triandare dan A. Totok Budi Santosa, Bank & Lembaga Kewangan Lain,
(Fakara : Penerbit Salembz Empat, 2000), him. 8.

72 psahian Stamat, upcic, him21.

73 Muhamad Djumhana, ep.cir. him. 102.

74 Dahian Siamat. op.cit, him. 44,

73 indonesia, Undang-{ndang Perbankan, LU No. 7 Tahun 1992, LN No. 31 Tahua 1992, TLN No.

"
?::
ToE

76 Dahtan Siamat. ep.cit., hlm, 45.

Uuniversitas Indonesia

Urgensi Pembentukan..., Sigit Maryuwanto, FH Ul, 2009



26

Di dalam ketentuan terpisah LKBB dikenal dengan istilah lain yaitu "lembaga sektor
iasa kepangan laimnya”. Adapun vang dimaksud dengan istilah “lainnya™ adalah selain bank,
yang meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, persahaan pembiayaan serta

badan-badan lain vang menyelenggarakan pengelolean dana masyarskat.??

Kegiatan usaha vang terutama membedakan aotara bank dengan LKBB adalah bank
dapat menghimpun dana dalam beatuk simpanan. Xarena bank dapat menghimpun dara dari
masyarakat dalam bentuk simpanan maka bank disebut juga sebagai depository financial
institutions, dengan produk berupa Giro, Tabungan Deposite serta Sertifikat Depositio dan
atau bentuk lainnya vang dipersamakan dengan itu,’® Adapun pengertian produk-produk
simpanan perbankan adalah scbagai berikut :

a. Giro
Rekening giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat oleh
penyimpan dana (giran) dengan menerbitkan Chegue untuk penarikan tunai atau Bilyet
Giro untuk pemindahbukuan, Selain dapat berfungsi untok penarikan tunal maupun
peraindahbukuan, Chegue maupun Bilyet Giro dapat juga dipergunakan oleh pemiliknya
sebagai alat pembayaran.

b, Tabungan
Tabungan adalab simpanan vang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarvat
lertentu vang ditetapkan bank, tetapi tidak dapat dilskukan melalui Chegue dan Bilyet
{iiro, Cara penarikan Tabungan vang paling banyak dilakukan saat ini adalah dengan
menggunakan buku Tabungan, kartu ATM (Anjungan Tunal Mandiri} dan kartu debet.

e. Deposio
Depusito adalsh simpanan yang penarikannya hanya dapai dilakukan pada waklu tertentu
sesual dengan tanggal yang diperanjikan antara penvimpan dana (deposan) dengan bank.
Meskipun demikian apabila deposan menghendaki penarikan dilakukan sebelum jatuh
iempo, hal ersebut dapat dilakukan tetapi pada umumnyz akan dikenakan denda atas
penarikan. Deposito bersifat “atas nama” sehingga penarikan hanya dapat dilakukan oleh
deposan yang namanya tercantum dalam Bilyet Deposito.

d. Sertifikat Depositc
Sertifikat Deposito adalah merupakan hasil pengembangan produk Deposito. Sertifikat
Deposito dapat diperijualbelikan sehingga tidak lagi bersifat “atas nama™ tetapi bersifat

77 1ndonesia, Undowg-tindang Bank brdonesia, op.oit, penjeissan Pasal 34.
78 Indonesia, Undang-Undong Perubahom Aras Uindong-Undong Perbatian, op.cit,, Pasal 1 angka 5.
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“atas unjuk”. Manfaat yang diperoleh dari Deposito adakh tingkat bunga yang lebih
tinggl dibandingkan dengan Giro ataw Tabungan.

Dalam sistem perbankan Indonesia, khusus untuk produk simpanan dengan bentuk Giro dan
Sertifikat Deposito hanya dapat dikelola oleh bank umum, dengan demikian BPR hanya
dapat mengelola Deposito dan Tabungan.”?

Berbeda dengan bank yang menijalankan kegiatan usaha dengan dana yang terutama
diperoleh dari simipanan,®® maka LKBB menjalankan kepiatan usaha dengan dana yang
terutama diperoleh dari penerbitan surat berharga.8! Karena tidak dapat menghimpun dana
dalam bentuk simpanan, maka LKBB disebut sebagar son depository financial instiuiions.
Penyaluran dana LKBE ditujukan terutama pada :

a. Sektor pembiayean investasi berupa pemberian pinjaman jangka mersgah atau jangka
panjang serta dapat berbentuk penyertaan;
b. Sekior pembiaysan modal kerja dan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, 82
Hal yang menarik adalah meskipun terdapat pembatasan yang tegas antara bank dengan
L.KBB dalam menjalankan kegiatan usaha, tetapi dalam perkembanpan selanjutnya batas -
batas terscbut terkadang menjadi menipis. Sebagai contoh adalah meskipun terdapat farangan
bagi bank untuk tidak melakukan usaha asuransi yang merupakan bidang usaha LKBR$?
tetapl saat ini fustru berkembang produk perbankan yang mengandung unsur asuransi vaitu

bancassurance 3

Aspek persamaan aniara bank dengan LXKBB scbagai lembaga perontars keuangan
adalah barus dijalenkan dengan penuh kehati-haitan karena mengandung resiko yang tinggi
sehingga tidak berlebihan apabila diatur dan diawasi secara ketat. Saal ini pengaturan dan
pengawasan bank merupakan wewenang Bapk Indonesia, sedangkan pengatwran dan
pengawasan LKBB merupakan wewenang Departemen Keuangan, sebagatmana tabel berikut

79 Indonesia, Undang-Undang Perbanken on.cit., Passl 13,

80 Setain berasal dari simpanan resyarskat, sumber danz bank juga dapat berassl dari dana senditi,
dana pinjaman dan sumber dana Jaia yang anlara lsin berbentuk seloran jansinan dani nasafah seat mengajukan
permohonan Letter of Credit (L/C) kepada baak. Lihat Thomas Suyatno, e &l epcir. him. 33,

B Selain berasal dari penerbitan surst berharga, sumber dana LKBB dapat bevasal dani dua sendiri,
dan piniaman dan sumber lain yang antara lain berbentuk penyeriaan, Liliat Thomas Suvamo, eral, ibid.

82 Mohammad Dijumbana, op.cit, him, 103
83 tndonesia, tndang-Undang Perbankan, opcir, Pasal 10 hurufb.

84 o Bamcassurance untunghos industri asuransi don bank’”, <hmtpiveany sinarharapan.co idfebonomi
K enangan/2003/0616/keul himi>, 2003.

Universitas Indonesia

Urgensi Pembentukan..., Sigit Maryuwanto, FH Ul, 2009



Sistem Keuangan Indonesia

L

Sistem Lembage Keuangan : ] -
Bukan Bank Sistem Moneter /
Perbankan
Depariemen Kevangan Fank Indonesia
Lewbuga Asuramsi Perugetaan {isna, Pasar Pegadawen Per usahasn Bank HPrR
Pombizysar Mods Pensiun Ml Perjomingt Umum
Yeniury
i i e i i i
Laustay A Kerugian Py Do Byroa Efey Bark teranRgn
{aerah Pansiun BN
Farisring A Jewd Pamban Periasahsan SEIMN : Badun
PRy Ketjn ik HPD Usaba Milik Negasa
{“gastmpr Reasyrans Hasionat
Fenthyre farn Rekss Bans PUEN HED : ok
A Sospd Bay Prasan Prmhegunan Dastah
Crpedit Card Panmpan Lambagn Pank Asing
Company Bruker Fauangan BLISN . Bank
Asirgnst Hank Gwasiy Nosigr!
Computan

BISIDOpItY SErRIAAIN(]

H

f -
‘Urgensi PembentuFan..., Eigit Maryuwanto, FH Ul, 2@09,‘
i I~

82



29

Dari berbagal bentuk lembapa keuangan yang beroperasi di Indonesia saat ini
rorhunkan lebih mendominasi industri kevangan dibandingkan dengan LKBB, diperkirakan
lobih dari 90 % industri keuangan dikvasai oleh perbankan.®® Sumber fain menyebutkan
pangsa pasar perbonkan mencapat 93 % sedangkan LEBB hanya 7 %.89 Data tersebut serupa
dengan hasil riset majalak Infobank terhadap bank, asuransi, dana pensien, sekuritas dan
porusahaan pembiavaan dengan hasil risst sekitar 91 % pasar dikelola oleh bank 27
Berdasarkan data perbandingaan antara bank dengan LKBB, maka diperoleh gambaran
betapa penting industri perbankan di dalam sistem keuangan. Dengan pemahaman mengenal
pengaruh indusiri perbankan terhadap sistem keuangan, maka akan diperoleh gambaran
mengenat pengaruh industri perbankan terhadap perkembangan ekonomi Indonesia,

3. Pengaturan dan Pengawasas Bank

3.1 Fujuan Pengaturan dan Pengawasan Bank

Industri perbankan di lodonesia saat ini masth menghadapi berbagai permasalshan yang
bersumber dari belum diterapkannya tatakelola perusahaan yang bak {good corporate
governance) Kelalaian atau kesengajaan pernilik dan pengurus bank dalam melakukan
kegiatan usaha yang menyimpang merupakan masalah yabg paling berat dibadapi oleh
industri perbankan. Hal int antara Ipin dapat terlibat dari prakiek penyaluran kredit kepada
kelompok usaha sendiri. Fenyaluran kredit tersebul seringkali dilakukan tanpa disertai
dengan analisa kredit yang sebat serta tidak didukung dengan penyediaan jaminan yang

mermadai.

Selain masalah imternal, perbankan juga menghadapi tantangan berupa persaingan yang
ketal sebagai akibat [iberalisasi dan globalizasi sistern keuangan. Dengan liberalisasi dan
globalisas: sistems keuangan maka perbankan nasional selain harus bersaing dengan sesama
bank domestik jugs harus bersaing dengan perbankan internasional. Persaingan bahkan tidak
hanya terjadi dianlara sesama bank tetapi juga terjadi antara bank dengan LKBB yang
menawarkan berbagai produk alternatif pembiayaan. Kondisi persaingan yang ketat sering

83 Zulkarnain Sitompul, Problematika Perbankaw, op.cit, him, 147,

86 “PrATK Sambus Btk Ketentuan Kenat Nasebah bagi LKNR, “<http//www ppatk.go. id/berita php?
nicd= 030>, 27 Felyuan 2009,

87 Beni Shindunaw, “Harmonisasi Depken dan Bosk thdonesia Kueei Sukses Arsitelzur Industri
Keuangan, ™ <hitpdiels bappenas.go jd/upioadiother/Harmonisnsi%%20Benkeu him™, 15 Nopember 2602
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mendorong bank ontuk melakakan kegiatan usaha dengan resike vang Uinggl vang pada
akhirnya berakibal pada kcamanan dan keschatan industri perbankan. Hal vang menarik
adalah resiko yang ditempuh bank sebenarnya adalah resiko yang dikelola dengan
menggunakan dana masyarakat. Sedangkan pertimbangan masyarakat menyimpan dana di
bank karena pada uvmurmnya masyarakat berpendapat bank merupakan tempat yang aman
univk menyimpan dama dan sekaligus untuk memperoleh manfaat dari bank. Gambaran
resiko dalam pengelclaan usaba bank secara tepat dinyatakan cleh Adam Smith, sebagai
berikut
“Being the managers of other peopiz’s maney than of their own, it cannof well expecied, that
they should waich over it with the same anxious vigilance with their partners in o private
coorpartrery frequently watch over thelr own.. negligence and profusion, therefore, must
always prevails, more or less, in the management of the affairs such as coppany ™. 88
Berdasarkan pernvataan yang disampaikan oleh ddam Smith, diperoleh gambaran
babhwa bank sebagai suatu kegiatan usaha memiliki karakter vang vnik dibandingkan dengan
jenis usaha lainnya. Bank menyediakan produk berupa penerinaan simpanan dan pemberian
kredii. Produk delam bentuk simpanan harus dapat dibayar oleh bank setiap saat apabila
dikehendaki oleh penvimpan dapa. Di sisi lain kredit vang disalurkan oleh bank terutama
menggunakan dana yang berasal dari simpanan masvarakat.$9 Kredit tersebut hanya dapat
ditagih oleh bank sesuat dengan jangka waktu perjanjian kredit. Dapat dikatakan bahwa utang
bank adalah utang lancar, sedangkan plulang bapk adalah piutang berjangka. Dengan
demmkian bank mempunya: resiko kemungkinan mengalami kekurangan dana  saat
masyarakat menarik simpanannya pada bank. Keinginan masyaraka! meaarik simpanannya
dapat terjadi apabila mercka kehilangan kepercayaan kepada bank. Oleh sebab itu industri
perbankan disebul juga dengan industri yang dibangun berdasarkan kepercayaan,

Meskipun industri perbankan merupakan industri kepercayaan, hal tersebut tidak
berarti bank tdak memerlukan pengawasan. Dalam sistem perbankan tanggungijawab
pengawasan scbenarnya adalah berada pada pemiilik dan pengurus bank sebagai bentuk good
corporaie governance. Selain pengawasarn oleh pihak internal maka diperhukan pengawasan

83 Zulkarnain Sitempul, Problematikar Perbankan, op.cit., him, 2.

89 Berdasarkan data Rank Indonesia tercatas pads triwulan 11 2008 total kredit perbankan mencapai
sehesar Rp115,8 iriffun, kredit tersebut terutama dibiayai dan Dana Pk Ketiga (DPK) yvang rerdin dari Giro,
Tabungan dan Deposite sebesar Rp87,1 wiliun, Pada trivulan 11 2008 tercatat total kredit perbankan vang
disalurkan mencapat Rpl02.4 wiliun, keedit tersebut tersiema dibiayal dari DPXK sebesar Rp38,7 witiun, Libat
websiie Bank Indeonesis hitp:riwww bi.po.id, Perkembangon Nerova Arus Dang 2008

Liniversitas Indongsia
Urgensi Pembentukan..., Sigit Maryuwanto, FH Ul, 2009



31

wich pihak eksternal bank untuk menjaga akuntabilitas industrl perbankan. Industri perbankan
terlalu beresiko untuk dibiarkan mengatur dan mengawasi dirinya sendiri.?? Oleh karena itu
industri perbankan harus diatur dan diawasi dengan ketat baik melalui peraturan langsung
(ilivect regulation) mumupun peraturan tidak langsung findirecs regulation). Peraturan
angsung bertujuan mengendalikan kewenangan pengurus bank dalam menjalankan usaha.
Melalul peraturan langsung bank dapat dilarang untok memberikan kredit melebihi
persentase terieaty dari modalnya. Adapun peraturan Lidak langsung lebih bertujuan univk
mempengaruhi sikap pengurus bank schingga dibarapkan dapai menciptakan perbackan yang

sehat dan aman.

Setiap negara berkepentingan untuk melibatkan diri dalam proses pengawasan industri
perbankan. Hal tersgbut merupakan salah satu bentuk perlindungan negara kepada
masyarakat yang mempercayakan dananya kepada bank. Masyarakat memiliki keterbatasan
untuk melakukan pengawasan terhadap kegistan usaha bank, sehingga untuk mengatasi
kendala terschut pada umumnya negarz membentuk suatu lembaga dengan dilengkapi
wewenang (otoritas) untuk mengatur dan mengawasi bank,?! Kesulitan yang dihadapi oleh
masyarakat dalam mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh pemilik dan pengurus bank
memliki dua akar yang jalin menjalin sebagai berikut ¢
a. Kesulitan dglam memperolch informasi lerpercaya tentang perkembangan bank vang
tidak menguntungkan, termasuk praktek perbankan yang kurang hati-hati seua
kecurangan yang dilakukan oleh pemilik dan pengurus bank.

b. Kesulitan daiam menganalisis dan merespon setiap informast yang diperoleh (entang
bank 92

Selain untuk melindungi kepentingan masyarakat, pengawasan juga diperiukan terkait
dengan fungsi bank sebagal lembaga penghimpun dana vang kemudian menyvalurkan dana
tersebut untuk fujuan investasi atau modal kerja. Fungsi bank lainnya adalah sebagal lembaga
penyedia instrumen pembayaran barang dan jasa yang dapat dilakukan secara cepar, efisien
dan aman, Fungsi-fungsi bank tersetut dapat diibaratkan sebagui “aliran darah™ bagi
perkembangan perckonomian suatu negara schingga perln mendapat perlindungan yang
cukup.

' Zulkarnain Sitompal, Problematika Perbankan, op.cit. him. 3.

21 Suseno; Piter Abdullah, Sistem dan Kebijakan Perbonkan 31 Indonesia, (Jakarta : Pusat Pendidikan
dan Btudi Kebanksentralan Bank Indonesia, 2003), hlm. 14

92 Zutkarnain Sstompul, Lembaga Penjomin Simpanzmn, Substonsi den Permasalahon, {Bandung :
Baoks Terrace & Library, 26673 him. i4.
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Di dalam mdustri perbankan, faktor “kepercayaan™ adalah merupakan ascl yang
paling berharga bagi bank, oleh karena itu kepercayaan terhadap bank sangatl penting untuk
dijaga. Kepercayaan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan efisiensi penggunazn
bank dan efisiensi intermediasi, selain #u juga untuk mencegah terjadinya bank rins and
panics.93 Kepercayaan masyarakat mutlak diperlukan karena bank tidak memiliki uang tunai
yvang cukup untuk membayar kewajiban kepada selurubh nasababnya sekaligus. dlan
(Freenspar. memberikap gambaran mengenai besamya resiko yang harus dihadapi saat
kepercayaan terhadap institusi keuangan mengalany gangguan, sebapal berikut “when
confidence in the integrity of financial institution i3 shaken or its commitment lo the honest
conduct of business is in doubt, public trust erodes and the entire sysiem is weakened” 9%
Balkan Presiden Franklin D. Roosevelt memberi perhatian khusns mengenai arti penting
kepercayaan dalam sistem keuangan, yang tercermin dalam ungkapan “afier afi, ithere is an
element in the readiusment of our fincncigl system morz important than currency, more

important thar gold, and that is the confidence of the people 7>

Dengan memperhatikan kegiatan usaha bank raka dapat disimpulkan bahws kegiatan
pengaturan Jan pengawasan bank pada umumnya diperiukan berdasarkan pertimbangan
sebagai berikut
a. Fungsi pokok bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masvarakat mengandung
resiko yang cukup tinggi. Apabila bank tidak dapat mengendalikan resiko dengan baik
maka akan berpotenst menimbulkan kredit macet. Bank selanjutnya akan mengalami
kesulitan likuiditas dan masyarakat penyimpan dana akan terkena dampaknya gecara
langsung.

b. Dalam melaksanakan fungsinya sebagal penyedia jasa pelayanarp lalu-lintas pembayaran
bank dapat mererbitkan instrumen keuangan yang dapat dipergunakan sebagai alat
pembayaran, Hal tersebut mempunyai pengaruh terhadap jumiah vang beredar, 96 dan

93 Bank runs and pondes adaleh istilah porbankan wmtuk menggambarkan situasi sast tingkat
kepercayaan terhadap perbankan merosot dan masyarakat dengan rasa papik kemudian berladan wntuk
melakukan penarikan dana secara bersmma-sama.  Bank rans and panics dikenal juga dengan istilah perbankan
lain yaita raish,

24 zulkarnain Sitompul, Problgmatika Perbankan, op.cif., Hm. 4.

#3 Zuikamnein Sitompul, Lesbegs Penjamiv Simponar, Substansi day Permesalahen, op.cit., blm. 3,

9% Pengertian dan cakupan vang beredar fidak sama di berbagai negara. Di Indonesia hanya dikens)
vang beredar dalam arti sempit (M1} yang terdini dari Usng Kartal (vang logam den uang kertas) ditambah
dengen Uang Giral {Chegque dan Bilyet Gire) sera nang beredar dalam arti luas (342) vailn M1 ditambah dengan

Uang Kuast {Tabungan, Depasito dan Sertifikat Deposito). Lihat Susmo; Piter Abdullsh, Sisters don Kebijokan
Perbarkan Fi Indonesta, ep.cit. him.8,
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pada akhirnya akan mempengaruhi efekiifitas kebijakan moneter suato negara. Instrumen-
instramien moneter ditujulen untuk mempengaruh fikuidites perekonomian melalui
perbankan vang kemudian akan mempengaruhi tingkat bunga perbankan. Dengan
demikian keberadaan perbankan vang sehat merupakan prasyarat uwtama bagt kebijakan
moneter yang efekiif®7

¢. Sistem perbankan bukan merupakan himpunan dari sejumlzh bank semmats, tetapi
merupakan tatanan dari berbagai jenis dan fungst perbankan yang saling berkaitan satu
dengan yang lain. Berbagai penelitian menyimpulkan terdapat hubungan timbal balik
antara sistem perbankan yang sehst dan perekonomian negara. %% Suatwu negara bisa saja
memiliki sistem perbankan vang kual dengan pereckonomian yang lemah, tetapi sejarah
menanjukkan tidak ada suatu negara dengan sistem perbankan yang lemah dapat

menciptakan perekonomian yang kuat %%

3.2 Bentuk Pengaturan dan Pengawasan Bank

Strategi dan kebijakan pengawasan bank tidak selalu sama dan sangat tergantung pada
kondisi dan sistem perbankan serta kondisi dan sistem keuangan pada masing-masing negara.
Selain jtu strategi dan kebijakan penpawasan perbankan juga sangat ditentukan olen
problema yang dihadapi, potensi dan prospek perbankan dalam konteks tatanan dan
perkembangan ckonomi suatu nepara. Maskipun demikian prinsip dan metode yang
dipergunakan dalam pengawzsan bank pada dasarnya adalah sama yaita meliputi pengaturan,
peagawasan, tindakan perbatkan atau penerapan sarksi dan kerjasama dengan otoritas

pengawasan bank pada negara lain 169

a. Pengaturan
1} Pengaturan mengenal persyaratan pendirian bank termasuk pendirian jaringan kantor
bank.
Pengaturan mengenal syarat-syarat pendirian bank dimaksudkan sebagai filter
penilgian  integritas, kemampuan manajerial calon pemilik dan pengurus bank,
kecukupan modal serta prospek usahs sehingga dihavapkan dapat memberikan
kontribusi bagi perbankan yang sehat. Pengaturan pendirian bank sangat diperlukan

97 Suseno; Piter Abdullah, op.cir, him. 7,

98  permadi CGandapraja, Dasar dan Privsip Peagawason Bank, {lakana © PT Gramedia Pustaka
1iama, 2004), bim. 2-4.

9% Zulkamnain Sarampul, Lembaga Penjunis Simpanen. Sebsionsi dan Permusaioden, op.oit, him22.
196 premadi Gandapraja, apeil, him. 8.
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mengingat jumiah bank dan komposisi kepemilikan akan sangat menentukan strukiur
pasar dan tingkat persaingan. Untuk it harus terdapal rencana usaha yang jelas dan
dikelola oleh pengurus vang mempunyai kompetensi, karakter dan mtegritas yang
batk {fir and proper}. Pengaturan mengenal pendirian bank juga meliputi wewenang
pniuk mencabut izin usaha bank yang lidak dapat menjalankan kegiatan usaha secara
sehal.
23 Pengaturan mengenai Kegiatan usaha bank
Tengaturan kegiatan usaha bank diperlukan untuk memberikan kepastian bagi bank,
masyarakat dan pengawas bank mengenai Kegiatan yang dapat dilekukan atan tidak
dapat dilakukan oleh bank. Pengaturan mengenai cakupan operasional bank skan
sangat menentukan struktur industri perbankan pada suaty pegara. Secara umum
pengaturan bank akan mengarahkan bank untuk tidak melakvkan kegiatan operasional
vang mengandung unsur resiko berlebiban. Pengaturan mengenai persyaratan
pendirian bark den pengaturan mengenai kegiatan nsaha bark adalah merupakan
dasar ketentuan tentang kehati-hatian bank {prudeniial banking regulation).\9!
3) Pengaturan mengenai informast yang diperfukan bagi peagawasan bank

Untuk mengetahui apakah bank mematudd dan menjalankan peraturan perbankan serta
untuk menilai tingkat keschatan bank, maka bank secara berkala wajib menyampaikan
laporan kepada pengawas bank. Bentuk laporan serta jangka wakfu laporan skan
ditentukan cleh pengawas bank. Adapun jenis laporan yang diperlukan oleh pengawas
bank pada umumnya meliputt peraca. laporan likuiditas, faporan tahunan yvang telah

diaudit ¢leh akuntan publik serta laporan yang terkait depgan manajemen resiko.

b. Pengawasan
1} Pengawasan tidak langsung (off site supervision)
Berdasarkan laporan yang disampaikan bank dengan menggunakan format laporan
yang telrh ditentukan oleh pengawas bank, maka pengawas bank melakuken

pengawasan secara tidak langsung. Mekanisme pengawasan tidak langsung meliputi
tahap-tahap sebagai berikut

a) Penilaian terbadap kepatohan, kebenaran serta ketepatan waktu laporan, apabila
terdapat wkonsistens laporan atau laporan dinilai tidak jelas maka pengawas bank

dapat meminla klarifikasi kepada bank,

181 Suseno: Piter Abduligh, op.cir., him. 14
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b} Apabila lerdapal wdikas) penyimpangan dan atau pelanggaran yang dilakukan
pleh bank maka pengawas bank dapat melzkukan pemerikszan lanjutan berupa
pengawasan langsung (e site supervision) serta melakokan tindakan korektif,

2y Pengawasan langsung (on site supervision)

Untuk menyakini kebenaran laporan yang disampaikan oleh bank serta untuk menguji

hasil off site supervision, maka pengawas bank akan melakukan on site supervision.

Pemeriksaan dapat bersifat umum dan menyeluruh serta dapat pula bersifat khusus

vang teriuju pada aspek-aspek tertentu seperti perkreditan.

3) Komunikasi aktif dengan bank
Drperiukan komunikasi antara bank dan pengawas bank secara teratur untuk
mengetahui alor pemikiran dan komitmen manajemen bank. Komunikasi dilakukan
secara berieniang sesuai dengan kompleksitas permasalahan yang dibahas, Hal-hal
yang bersifat teknis dibahas oleh pengawas dan pengurus bank pada level teknis,
sedangkan untuk pembahasan komprehensif dilakukan oleh pimpinan pengawas bank
dengan pimpinan bank. Komunikasi dengan bank juga dimaksudkan untuk klarifikasi

atau pendalaman hasil off site supervision dan on site supervision.

Kegiatan pengawasan yang ierdirl dari off site supervision, om site supervision
serta komunikasi aktif dengan bank dilaksanakan dengan pendekatan CAMELS, 12 yang
meliputi penilaian terhadap 6 faktor yaitu :

1) Capital Adequacy Eatic (CAR), penilaian kecukupan modal dimaksudkan untuk
mengetahui  kecuxupan mwodal serta cadangan guna memikul resiko  yang
kemungkinan timbul dalam kegiatan usaha. Dengan demikian pengertian modal
tidak hanya dihitung dart jumilah nominal modal tetapi juga dihitung dari rasio
kecukupan modal pntuk memikul resiko usaha yang kemungkinan timbul

2) Asset quality, penilaian aset dimaksudkan untuk mengetahui kualitas aset bank, aset
lancar {aktiva produoktif) sangat mendukung operasional bank sedangkan aset yang
tidak lancar dapat mengganggu permodalan bank.193 Dalam kondisi yang normnal
aktiva suatu bank berupa kredit dan aktiva lain akan menjadi sumber pendapatan

102 prederic S. Miskhin, Prudential Supervision What Works and What Doesw’i, {Chicagy @ The
Liiversity of Chicago Perss, 2000), him. 13.

03 Yang dimaksud denpan aktiva produkiif adalah kelompok aktiva yasg dapst menghesithkan
pendapatan bagi bank, misaltya dengan menyalurksn kredit maka bank akan mempercleh pendapalan berupa
bunga. Aktiva dalsr,, bentuk vang tunat fidak dikelompokan sebagal akiiva produkiif,
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bagi bank sehingga disebut dengan aktiva produktif. Meskipun demikian dalam
beberapa kondist kredit dan aktiva kain tersebut kernungkinan mengalami kemacetan
sehingga penilaian terhadap kualitas aktiva produkiif merupakan hal penting untuk
mengetatd tingkat keschatan bank.,

3} Management, penilaian manajemen dimaksudkan untuk mengetzhui mekanisme
pengelolaan bank. Manajemen yang kompeten dan memiliki miegritas tinggi
meorupakan vjung tombak keberhasilan usaha bank schingga manajemen atau
pengelolaan mendapat perhatian yang besar dalain penilaian lingkat kesehatan suatu
bank. Pengelolaan yang baik terhadap suatn bank diharapkan dapat mencipiakan dan
memelihara kesehatan bank.

4}  Earning, penilaian rentabilitas dimaksudkan untak mengetahui efisiensi dan kualitas
pendapatan bank. Sebagai suatu kegiatan usaha tingkat pendapatan yang tinggi akan
memberikan dampak positif bagi tingkat kesehatan bank. Pada lain sisi apabila bank
selalu mengalami kerugian dalam kegiatan usabanya maka hal tersebut akan
mengurangi modal bank,

5} Liquidity, penilaian likuiditas dimaksudkan untuk mengetahui kemamgpuan bank
dalam memenuhi kewajibannya (fiabilities). Keloemahan dalam menjaga likuiditas
yang disebabkan oleh faktor fundamental seperti kualitas aset yang buruk serta
tingkat pendapatan yang rendah mermpakan masafah serius bagt bank.

8) Sensitivity to market rigk, penilaian sensitivitas terhadap resiko pasar dimaksudkan
untuk meailal kemaropuan modal bank dalam mengatasi patensi kerugian sebagat
akibat flukruasi suku bunga dan nilai tukar serta penerapan manajemen resiko pasar.

Apabila suain bank mengalami permasalaban yang menyangkul pada salah satu faktor,
maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa bank miengalami kesulitan dalam kegiatan
usahanya. Sebagai gembaran adalah apabila bank mengalami permasalahan likuiditas,
mesgkipan modal bank cukup, memperoleh untung, dikelola dengan baik dan aset bank
cukup produktif maka dapat dipastikan bahwa bank berpotensi menjadi tidak sehat,

Selain faktor CAMELS penilaian tingkat kesehatan bank fupa dikaitkan dengan
pelaksanaan ketentuan tertentu, antara lain mengenai legal lending limit atau Batas
Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan net open position atau Posisi Devisa Netto
(PDN).104 Ketentuan BMPK dimaksudkan untuk mengatur penyaluran kredit baik

104 Suseno; Piter Abdullah, op.cit., him. 43
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kepada pikak yang memiliki atau tidak memiliki keterkaitan {leraliliasi) dengan bank,
sedangkan ketentuan PN dimaksudkan unluk mengatur bank dalam melskukan
transaksi valas. Pelanggaran {erhadap ketentuan BMPK dan atau PDN  akan
mempengaruhl hasil pentlaian terhadap tingkat kesehatan bank.

Tindakan perbaikan dan atau penerapan sanksi

Kegiatan pengaluran dan pengawasan bank tidak akan berjalan efekiif apabila tidak
disertal dengan wewenang untuk melakukan tindakan perbaikan dan atau penerapan
sanksi. Melalai wewenang tindakan perbaikan dan atau pencrapan sanksi maka
pengawas bank bernpaya mengendalikan serta mencapai twjuan pengaturan dan
pengawasan bank.,

Kerjasama dengan otoritas pengawasan bank pada negara lmn

Dengan liberalisasi dan globalisasi kegiatan usaha bank maka kerjasama dengan oforitas
pengawasan bank negara lain mutlak diperlukan, Pelaksanasn kerjasama meliputi
pertukaran informasi mengenal strategi, kebhakan dan teknik pengawasan bank vang

efektif berdasarkan pengalaman masing-masing nepara,

Di daiam sistem perbankan ¢ Indonesia terdapat 2 undang-urdang utama yang
berlaku bagi perbankan yaitu Undang-Undang Perbankan dam Undang-Undang Bank
Sentral. Undang-Undang Perbankan memberikan amanat “pembinaan” dan pengawasan
bavk kepada Bank Indonesia, 107 sedangkan Undang-Undang Baok Sentral menggunakan
istilah “pengaturan” dan pengawasan bank sebagai aimanat vang harus dilaksanakan okeh
Bank Indonesia.'96 Meskipun berbeda istilah tetapi maksud pengertian pembinaan dan
pengaturan bank adalah sama, yaitn Bank Indonesia mempunyai wewenang terkait dengan
perizinan, pembinaan dan pengawasan seita pengenaan sanksi terhadap bank,

Teknis pengaturan dan pengawasan perbankan di Indonesia dilaksanakan oleh Bank
Indonesia dengan mengacu kepada Basel Principles.)07 Buset Principles adalah pokok-
pokok praktek pengawasan bank terbaik (best praciises) yang dicckomendasikan oleb
beberapa bank sentral dan oforitas pengawasan bank vang tergabunp dalam Basel
Committge on Bonk Supervision stauw sering disingkat “Basel Comminte”. Dirunat dari

sejarahnya Basel Commitiee didirikan pada tahun 1974 dengan sebapai reaksi atas

103 indonesia, Undang-Undang Perbunkan, op.cir., Pasal 2% ayat ).
Y06 ndenesia, Undang-Undang Bank Seriral, vp.cit, Pasal 8 muruf e

197 pada awal pendiriannya tshun 1974 ciaan yang dipergunaken adalab Basie Commitiee, mudai
tahun 1999 ejean vang diperpunakan adalah Base? Conmmintee. Liba Zulkamain Siwompwl, Problemarika
Perbunkon, op.ci. m. 15,
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kebangkeruian Bankhns 1.0 Herstatt di Cologne Jerman. Kebangkrutan tersebut berdampak
luas karena cukup banyak trapsaksi bank Herstast dengan bank-bank di luar Jerman yang

tidak dapat diselesaikan melalui kliring sehingga merugikans mitra bisnis bank Herstaar. |08

Pada awalnya kegiatan Basel! Commirtee lebih ditujukan sebagai forum pertukaran
informasi diantara negara-negara anggota. Dalam perkembangan selanjutnya Basel
Committe berupaya melakukan harmonisasi serta melakukan standarisasi ketenbusn
pengawasan perbankan, meskipun demikian standar tersebut tidak bersifat mengikat secara
hukum {fegatly binding).'9 Dengan adanya harmonisasi dan standarisasi ketentuan
pengawasan perbankan diharapkan dapat menciptakan iklim yang kondusif khususaya
bagi bank-bank yang aktif melakukan transaks: intermnasional

Saat ini keanpgotaan Basel Committge terdiri dari bank semiral dam regulator
perbankan dart Belgia, Perancis, Kanada, Jerman, Itahia, Jepang, Luxemburg, Belanda,
Spanyol, Swedia, Swiss, Inggris dan Amerika Serikat. Meskipun angpota Base! Commitiee
berjumilah 13 negara, tetapt lebih dari 100 negara menggunakan Basel Principles sebagai
pedoman dalam mengatur sistem perbankan mercka !9 Indonesia merupakan salah satu
negara yarg memalin kexjasama dengan Basel Commifieg senia menggunakan Basel

Principles sebagai acuan dalam melakukan pengaturan dun pengawasan bank. ! 1

Konsep dasar yang dipergunakan dalemn mengembangkan Bave! Principles sebagai
suatu formulast pengaturan dan pengawasan bank yang efektif meliputi hal-hal sebagai
berikut ¢

a.  Tujuan otarma pengawasan bank adalsh uptuk menjaga kepercayaan masyarakat dan
memelihara kestabilan sistern keusngan, schingge dapat mengurangi resiko kerugian
rpasyarakat penyimpan dana;

b. Otaritas pengawasan bank harus mendorong ferciptanya terciptanya disiplin pasar
meialii pengaturan dan pengawasan yang baik;

V0% Zulkarnain Sitompul, Froblematita Perbankan, op.cit. bim. 15.
109 pusel Principles pada dasarmyz merupakan persysratan minimum bagi pengawasan bank seria

diharapkan mendapat endarsement dan diterapkan oleb otoritas pengawasan bank d&i seloruh negars, Mengingat
Basel Principles meorupakan persysratan minimom, maka oforitas pengawasan bank pada susin negara
dimungkinkan ynivk melaiaskan peoyesuaian untuk mengaiasi kondisi tertentu dan sesiko lain dalam sistem
kensngan pada negurs yang bersanpkulan. Likat Permadi Gandapraia, epcif., him. 73-74.

110 Zylkarsain Sutompul, Problemaiika Perbonkan, op.oit. him. 15
H permadi Gandapraia, Dasgr dan Prinsip Pengawasan Bank, opcit, him. 73.
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¢. Untuk dapat melaksanakan tupas secars efekif, otoritas pengawas bank harus
mempunyai independensi untuk mengambil suats keputusan;

d. Otoritas pengawasan haros memiliki pemshaman yang tinggl mengenai bisnis
perbankan serta memastikan bahwa resiko vang dihadapi oleh bank telah dikelola
dengan memadai;

¢. Pengawasan bank yang efekiif mensyaratkan adanya kemampuan unick menilai profil
resike pada masing-masing bank serta ferdapal alokasi surnber daya yang cukup untuk
hal tersebut;

{. Pengawasan bank harus dapat memastikan bahwa bapk memiiiki sumber daya yang
cukup untuk menangani resiko wvang dihadapi, termasuk  kecukupan modal,
manajemen yang sehat, serta sistem akuntansi dan pengendalian vang cukup;

g. Perlu terdapat kerjasama yang erat antara oloritas pengawasan bank pada suatu negara
dengan otoritas pengawasan bank pada negara lain Khusesnya uniuk mengawasi bank-

bank yang beroperasj secara internasional.] 12

4., Dampak Krisis Tahun 1997 terhadap Perbankan

Krisis keuangan global yang terjadi mulai pertengahan tzhun 1997 telah memicu
krisis perbankan di negara-negara Asia. Diawall dari Thailand krisis merambat dengan cepat
ke negara di sekitarnya seperti Malaysia, Korea Selatan, Singapura, Hongkony dan Indonesia,
Di Indonesia krisis perbankan diawali oleh krivis skonomi yang dipicu oleh krisis nilai
tukar. 113 Kondisi moneter dan nilal tukar yang cukup stabil selanea 10 tahun ternyata hanour
schingpa teriadi kepanikan di pasar vang dan pasar modal, Penyehab utama tekanan nilai
tukar tersebui adalah menurunnya kepercayaan investor asing terhadap perekonomian
Indonesia karena terdapat kesamaan karakieristik dengan perckonomian Thatland, Hal ini
menyebabkan turnnnya arus masuk modal luer negernt yang sant itu merpakan bagian penting
dari pembiayaan pembangunan nasional}'? Krisic selanjutnya menyebabkan kinerje
perekonomian indonesia memuun tajam dan kemudian berubah menjedi krisis yang
berkepanjangan di berbagat bidang. Tekanan berat terhadap nilai tukar yang kemudian

Y2 permadi Gandapraja, Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank, op.cit,, him. 18-19,

113 Krisis nilai mikar yang dimaksud adalah kejatuban Rupish terhadap Dollar Amerika sebesar 109,6
% pada Desermnber 1997 dibandingkan dengan nilai pada Juli 1997, Lihat Didik 3. Rachbini, ef.4f, op.cit., him,
86. .

Hid g Seedradijad Ditwandono, ef.al., Sefaralt Bank Indonesia Periode V, 1997 — 1999, (Jakarta : Bank
tndaonesia, 2606), him. 16
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berkembang menjadi krisis perbankan dan ekenomi bahkan krisis multi dimens: tidak dapat
diduga sebelummnya baik oleh Pemerintah, Bank Indonesia, pengamat ekenomi bahkan oleh
IAE S

Sebelum krisis terjadi Bank Indonesiz felab mendeteksi beberapa bank wrum tidak
layak lagi untuk dipertahankan kelangsungan usahanya. Direksi Bank Indonesia antara bulan
COktober 1996 dan April 1997 telab beberapa kali menghadap Peesiden Sosgharto untuk
mengusulkan perlunya penutupan beberapa bank yang dinilai inselvens. Usulan tersebut tidak
disetujui karena dikhawatirkan akan dapat menggangu stabilitas keamanan menjelang Pemilu
1997.116 Merujuk pada kebijakan Presiden Socharto, maka sejuk tanggal 15 Agustus 1997
Bank Indonesia memutuskan untuk memberikan dispensasi kepada bank-bank untuk fetap
dapat mengikuti kliring meskipun memiliki Gire Wajib Minimum (GWM) negatif.1 17

Menjelang akhic Oktober 1997 perekonomian semakin memburuk schingga
Pemerintah meminta bantuan kepada IMF dan World Bank. Permintaan Pemerintah disstujui
denpgan paket JMF dan sebagal implementast Pemerintah menadatangani Letrer OF Initent
(LOY) tangpal 31 Okteber 1997 yang didalamnya termasuk rencana penutupan 16 bank. Saat
kondisi perckonomian memburuk, penutupan 16 bank pada tasggal | November 1997
ternyata mengskibatkan kepercayaan mesyarakat padz bank-bank npasional runtsh.
Kekhawativan akan ierindinya pencabutan ijin usaha bank berikutnya dan tidak adanya
program penjsininan simpanan telah menyebabkan kepanikan masyarakat atas keamanan
dananya di perbankan. Ha! ini mendorong masyarakat melakukan penarikan simpanan dari
perbankan secara besar-besaran dan memindahkan simpanan dard bank yanp dianggap kurang
sehat ke bank l2in yang dianggap lebih sehat (#igh fo safety). Selain terjadi pengaliban dana
dari satu bank ke bank lain, juga terjadi pengaliban dayi Rupiah ke valuta asing (flight fo

quality}, 118

Kepanikan masyarakat terscbut menyebabkan tekanan yang semakin berat terhadap

HE  fbid him. 2.
W6 mig him. 251.

17 Untuk menjaga kelancaran transaksi antar bank, maka bank wajib menempatkan dana dalam
iumdah tertentu yang disebut dengan GWM di Bank Indonesia sebagal penyelenggars kiiring. Apebila terjadi
transaksi yang menyebabkan (VWM berdawang maka bank wajib untuk melakukan setoran dana sehingga saldo
CWM berada pads posisi yang aman. Berkurangnya saldo GWM merupakan hal yang waiar apabila bank
pemilik saldo GWM sepera melakukan setoran, meskipun demikian apabila bank tidek segera melakukan
setoran bahikan hingga pada skhimya salde WM dalam posisi negatif maka hal tersebut akan sangat
mengganggy kelancaran sistem pembayaran. Libat J. Soedrajst Djiwandong, ef.af . Sgjarah Bornk hedonesia
Periode V! 1997 — 1999, op.cit, him, 251232,

VU8 santuan Likuidites Bonk Indonesio, Humas Biro Gubernur Bank Indonesia, Sept. 2600, him. 2.
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posisi lkuiditas perbagkan. Beberapa bank yang sebelumnya tergolong sehat dan mempunyal
kelebiban likuiditas juga terkena imbas sehingga berubah posisinva menjadi kekurangan
fikuidnas, Akibataya hampir seluruh bank umum nasional menghadapi permasalahan
likniditas dalam jumlah besar sehingga mengalami salde negatif atas rekening gironya di
Bank Indonesia. Bunga dana pinjaman antar bank yang tersedia sangat tinggi antara 40% -
100 % per tahun, meskipun dengan tingkat bunga yang sedemikian tinggi saat itu perbankan
sangat sulit untuk memperoleh dana vang cukup. Dalam keadaan kesulitan Iikuiditas bank-
bank yang bersifat sistemik ni Pemerintah dihadapkan pada 2 piliban kebijakan, yaitu
membiarkan bank-bank yang mengalami saldo debet dikenakan sanksi stop kliring sehingga
berguguran atau mengupayakan tindakan penyelamatan.

Statistik menunjukan bahwa bank yang seharusnya dikenakan sanksi stop kliving
mencapai 55,2 % dari selurubh industri perbankan. Kewajiban yang harus dibayar oleh bank
sangat besar yaitu mencapal sekitar Rp393 {riliun, dengan jumiah rekening 12,6 juta dan
kantor sgjumlah 2220. Efek dominc vang dapat terjadi adalah apabilz diterapkan kebijakan
stop kliring maka tagihan antar bank yang tidak terbayar diperkirakan sebesar Rp29.4 triliun
yang pada akhirnya akan menimbulkan dampak negatif bagi bank-bank pemilik tagthan. Pada
sektor riil stop kliring akan memutus sebagian besar sistcon: pembayaran sehingpa lalu lintas
perdagangan akan sangal terganggy dan hal tersebut belam termasuk kerugian gejolak sosial
akibat kepanikan masvarakat. Penting unink dicatat babwa situasi yang dihadapi oleh
perbankan pada masa inl adalah #liguid dan bukan inselvent sehingga hal ini mencerminkan

bakrwa meskipun schat bank tidak akan mampu mengatasi resh tanpa bantuan Pemerinigh. 119

Dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan, Pemerintah akhirnya menempuh
pilihan untok menyelamatkan perbankan. Dalam pelaksanaannya biava penyclamatan melalui
mekanisme Bantvan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) mencapai Rpl44,54 wriliun 120
Jumlah tersebut disalurkan dalam bentuk 3 kehbijakarn, yaitua Rpl129,40 riliun untuk mengatasi
kesulitan Bikuiditas bank bersaldo debet, Rp$,015 tiliun untek pembayaran sisa dana
masyarakat pada 16 bank dalam likuidasi dan Rp9,13 trifiun untuk pembayaran tungpakan

V1% mid bim. 3.

120 posisi BLBI pada Desember 1957 sdalah sebesar Rpd8.8 triliun den pads Desember 1998 teluh
mencapai sebesar Rpl47,7 wiliun, Berdasarkan kesepakatan untara Bank dengan Departemen Kevangan pada
tanggal 6 Februari 1992 posisi BLBI direvisi menjadi Rpi44,54 triliun, Apabila udak terdapat buntoan kepada
perbankan maka potensi rush diperkivakan mencapai Rp4354,4 friliun pada Desember 1997 dan Rp689,2 wiliun
pada Desember 1998, Pada fanggal 3 Juli 2003 DPR sepakat dan selonjumys menstapkan bafiwa BLE]
merupakan kebijakan Pemnerintah vang dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Lihat Suseno; Piter Abdullah, Sistenr
dan Kebijokon Perboankan di Indonresia.cp.eit., him. 54.

Universitas Indonesia

Urgensi Pembentukan..., Sigit Maryuwanto, FH Ul, 2009



42

rade finance kepada kreditur luar negeri 2! Penyaluran BLBI kepada bank-bank yang
mengalami kesulitan likuiditas dilaksanakan oleh Bank Indonesia dalam fungsinya sebagai
lender of the last resort,122 dengan mengacu pada ketemtuan Undang-Undang Bank
Sentral. 123 Meskipun demikian apabila biaya yang diperhitungkan adalah termasuk biaya
rekapitalisasi perbankan, maka seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mengatasi krisis yang
terjadi pada tahun 1997-1998 mencapai lebih dari Rp600 triliun, 124

Langkah yang ditempuh Indonesia dalam menangani krisis bukan merupakan sesuatu
vang berdivi sendin. Dalam penyelenggaraan perekonomian suatu negara, perbankan
memiliki peran strategis scbagail penggerak roda perekonomian baik sebagai pelaksana
kebijakan moneier, sistern pembayaran maupun penyvaloran kredit. Sehingga Jangkah
penyelamatan perekonomian sebagaimana juga dilakukan di Korea Selatan, Thailand dan
Meksiko dengan tidak menutup bank yang mengalami kesulitan likuiditas karena krisis
adalah merupakan kebijakan yang seharusnya ditempuh. 125

Di Korea Selatan rekapitalisasi dilakukan dengan mendorong agar perbankan
melakukan merger atan akuigisi. Bagi bank vang melakukan akuisisi terhadap bank
bermasalah, maka selisih vang terjadi antara sset dan linbilities dari bank yang diakuisisi
akan menjadi tanggungan Pemerintah, Di Thailand rekapitalisasi dilekukan oleh Financial
Institution Development Fund (FDIF) vang berfungst memberikan bantuan keuangan kepada
bark yang bermasalah. Pelaksanaan bantuan dilakukan dengan menerima penyerahan
berbagai bentuk kolateral dengan syarat yang lebih longgar dibandingkan syarat Bank of
Thailand (BoT} sevagal lender of the last resort. Di Meksiko rekapitalisasi dilakukan dengan
mendirikan Ferde Bancario de Proieccion al Ahorro (FOBAPECA). Secara garis besar
rekapitalisasi dilakukan dengan cara membeli kredit macet atau Non Performing Loan (NPL)
dari bank-bank dan untuk pembayarannya dilakukan dengap obligasi yang diterbitkan oleh
FOBAPROA. Obligasi tersebut secara akuntansi akan membuat NP/ pada sisi akilva bank

menjadi nihil sedangkan pada sisi pasiva akan muncul setoran modal Pemerintah,

121 Buntuan Likuiditas Bank Indonesia, foc.cit.

122 Apabita suatu bank mengatami kesulitan likuiditas maka Jangkah periama yang akan dilakukan
adslah mengopayakan pinjaman antar bank. Apabila bank tidak dapat memperoleh pinjamsn antar bank maka
bask dapat menpupayakan pinjaman kepada bank sentsl. Pengajuan pinjemman kepada bank sentral pada
umnnya aken mecupakan tujuan terakhir schingga dalam istifah perbarkan fngsi bank sentral tersebut dikenal
sebapai Jender of the lost resort. Lihat Penjelzsan Undang-Undang Bank Indonesia.

123 ndonesia, Undang-Uindang Bank Sentral, ap.cir, Pasal 23 ayat (3.

128 vunus Husein, Negeri Sang Pencaei tang, {Jakanta : Pustaka Juanda Tigalima, 2008), him. 177,
125 Boviven Likuiditas Bank Indosesia, op.cit Wm. 4.

Universitas Indonesia

Urgensi Pembentukan..., Sigit Maryuwanto, FH Ul, 2009



43

Ranyak pelajaran yang dapat dipercleh dari pengalaman krisis perbankan yang terjadi
pada berbagai negara termasuk Indonesia beberapa waklu yang lalu. Salah satunya adalah
mengenat  pengaturan  dan pengawasan bank. Beberapa siudi yang telah dilakukan
menunjukkan bahwa krisis perbankan yang terjadi di berbagai belahan dunia tedjadi karena
kurang indepensinva lembags pengatur dan pengawas perbankan dari tekanan intervensi
politik dan Pemerintah. Hal fersebut mendorong menguatnya argumen bahwa pengaturan dan

pengawasan bank sebaiknya memiliki mdependensi, baik dart Pemerintah berupa mtervensi

politk maupun dari dunia usaha. Indepensi tersebut dimaksudkan umtak menjaga dan |

memelihara stabilitas sektor keuangan, 126

Krisis perbankan yang terjadi mwulsi pertengaban tabun 1997 tfelah merosak sendi-
sendi terpenting dalam sistem perbankan Indoncsia. Dalam rangka memulihkan kembali
sistern perbankan Indonesis perly dilakukan restrukturisasi yang discsuaikan dengan
permasalahan  vang dihadap oleh perbankan pasca krisis tersebut. Restrukturisasi
dimaksudkan untuk mengembalikan Kepercayvaan masyarakat, perbaikan solvabilitag dan
profitabilitas bank sehingga dapat menghasilkan perbankan yang sehat, kuat serta mencegah
terjadinya krisis pada masa mendatang,

Restrukturisasi perbankan di Indonesia dilakukan melalui 2 program utams, vaitu

Program penyehatan perbankan
a. Program penjaminan
Program penjaminan dana masyarakat di perbanksn merupakan langkah utama vang
dimaksuckan untuk mengembalikan kepercayaan terhadap perbankan. Hal tersebut
berdasarkan pertimbangan bahwa apabila kepercayaan masyarakat belum stabil maka
seluruh program penyehatan perbankan akan sangat sulit untuk dilaksanakan. Dengan
pulihnya kepercayaan masyarakat diharapkan bank dapat kembali menyerap dana
sehingga bank dapat kembali menjalankan kegiatan usahanya. Pada szat ite program
penjaminan renyelurub (Slanke! puaraniee’ yang dilaksanakan berdasar Keppres
Nomor 26 Tahun 1998 tanggal 26 Januari 1999 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban
Bank Usnum terbukti berhasil meredam rus#.127

126 gusenc; Piver Abduilah, ep.cir., Bim. 51.

127 pada wahon 1997 belum terdapat program penjaminan dane masyarakat di perbankan, saat koisis
hal terssbat mempengaruhi masyarakat melakukan rush atau memindabkan dananys kepada bank yang
disngeap lebih schat Pada awalnya program penjaminan dilaksanakan olek Badan Penyehatsn Perbankan
Masiong! (BPPN), sast ini program penjaminan dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan {LPS) vang
didiriksn berdasar UL No. 24 Tahun 2004 tanpga! 22 Seplember 204 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, LN
No. 96 Tahun 2004,
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b. Program rekapitalisasi

Intl dari program rekapitalisasi perbankan adalah penyertaan modal Pemerintah
kepadn bank-bank yang mengalami kesulitan modal. Penyertasn modal Pemerintah
tidak diberikan secara tunai tetapt dalam bentuk obligasi. Sampai dengan tahun 2000
total nilai obligasi yang diterbitkan dalam rangka rekapitalisasi perbankan tercatat
sebesar Rp430.4 triliun. 129 Secara akuntangi obligasi Pemerintah yang diserahkan
kepada bank akan tercatat pada sisi aktiva sedangkan pada sisi pasiva akan tercatat
sebagai penambahan modal sehingga dapat memenuhi ketenjuan CAR. Penyertaan
modal dari Pemerintah dalam rangka rekapitalisasi bersifat semeniara dan pada

waktunya akan dilekukan penjualan kepada investor yang berminat.

. Program restruktisasi kredit

Inti dary program restrukturisast kredil adalah penyelesaian NPL vang selama krisis
mengalami Jonjakan yang cukup talam. Derbeda denpan program penjaminan dan
program rekapitalisasi yang tertuju pada perbaikan sisi pasiva, maka program
restrukturigasi lebih tertuin pada perbaikan sisi aktiva. Bank pada dasamya
mempunyal 3 alternatif untuk menyelesaikan NPL vaitu denpan melakukan penagihan
langsung, melalui jalur hukum serfa melalui resteukturisasi. Dari berbagal alternatif
tersebut lanpkah restrukturisasi merupakan pilithan yang paling relevan untok
ditempuh pada saat perbankan masih berada dalam kendisi krisis. Restrukturisasi
kredit bertujuan untuk membantu pemulihan usaha debitur sehingga kembali manmpu
merjalankan aktivitas usahanya, Tidak semua NPL menialani program restrukturisasi
tetapi hanya terbatas kepada kredit-kredit yang masth mempunyai peluang perbaikan
atau pengembangan, Restrukturisast kredit pada omsmnya dileksanakan dalam bentuk
penyesuaian terhadap syarat-gyarat perjanjian kredit seperti menyecsuaikan jangka
wakitu jatuh tempo kredit.

Program peningkatan ketahanan perbankan
Program pengembangan infrastruktur

Salah satu pengalaman yang dapat dipetik dari krisis perbankan adalah terkait dengan
keberadaan BPR yang pangss pasarmya tertuju kepada pengusaha kecil serta tidak
tergantung kepada komponen impor ternvata cenderung sclamat dari kyisis.
Perngalaman lain yang dapat dipetik adalah operasional bank syariah dengan sistem

129 Susens; Piter Abdutlah, ap.eir,, him. 64.
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bagi hasil juga dinilai lebib dapat bertahan dart krisis dibandingkan dengan
operasional bank konvensional dengan sistem bunga. Berdasarkan pengalaman
tersebut maka kegiatan pengembangan BPR dan pengembangan bank syarah
diternpuls sebagal bagian dari upaya pengembangan infratukior perbankan. Selain itu
untuk menjaga kesinambungan upaya penjaminan maka dibentuk LPS sebagai
pelengkap infrastruktur perbankan.

i Program peningkatan mutu pengelolaan bank

Pengalaman lain yang dapat dipetik dari krisis perbankan adalah sumber daya vang
lemah mempakan faktor vang memicn terjadinya krisis perbankan. Upaya
peningkatan mutu pengelolasn perbankan dilaksanakan melalui fir and proper rest
terhadap pemilik dan pengurus bank, melakukan investigasi tindak pidana di bidang
perbankan serta mewajibkan bank untuk menunjuk direktur kepatnhan (complionce
direcior}. Keberadean complionce director dimaksudkan untuk memperkuat
pengendalian bank dari sisi internal sehingga dibarapkan dapat mencegah bank
mnelakukan penyimpangan atan pelangggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

iii. Program permantapan pengawasan bank
Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan bank maka secara bertahap sgjak tahun
2000 mulai diperkenalkan konsep Risk Based Supervision {RBS} yallu pengawasan
bank berdasarkan resiko, Melalui konsep RBS diharapkan pengawasan bank dapat
dilakukan sgcara tepat, efektif dan efisien. Selain itu juga dilakukan pengawasan
secara intensif (special swrveillence) dan menempatkan pengawas bank (on site
supervisory presence) pada bank yang mempunyai pengaruh sistemik terhadap sistem
kenanpan. Berdasarkan kesepakatan dengan JMF kegiatan pengawasan perbankan di
Indonesia selanjutnya akan disesuaikan dengan siandar internasional sebagaimana

tercantum di dalam 25 Basel Core Principles for Effective Supervision. 130

iv. Program penyempurnaan ketentuan perbankan
Untuk menghadapi dipamika perbankan yang semakin kompleks, kompelitif,
terintegrasi serta sistern keuangan yang berkembang pesat, diperlukan penyesuaian

terhadap kelentuan perbankan. Selain #tu daiam era giobalisasi dan melalui ratifikasi

130 mig, wims. 73.
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perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa maka penyesuaian
terhadap ketentuan perbankan nasional harus senantiasa dilakukan. Langkah besar
penyempurnaan ketentuan perbankan adalah dengan melakukan perubahan terhadap
Undang-Undang Perbankan. Di dalam Undang-Undang Perbankan ditentukan bahwa
Bank Indonesia mempunyai wewenang untuk menetapkan perizinan, pembinaan dan
pengawasan serta pengenaan sanksi terhadap bank.!31 Dengan demikian berdasarkan
ketentuan tersebut wewenang seria tanggungjawab terhadap perbankan sepenuhnya
berada pada Bank Indonesia, mengingat sebelumnya wewenang memberikan izin
pendirian serta wewenang mencabut izin bank berada pada Menkeu.!32 Langkah
besar lainnya dalam menyempurnakan ketentuan perbankan adalah dengan
memberikan independensi kepada Bank Indonesia dalam melaksanakan tugasnya. Dji
dalam Undang-Undang Bank Indonesia ditentukan bahwa Bank Indonesia merupakan
lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenang, bebas
dari campur tangan Pemerintah, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. 133
Meskipun demikian kebijakan di bidang perbankan tersebut bingga saat masih
menyisakan polemik yaitu terkait dengan rencana penyerahan pengawasan bank
kepada lembaga di luar Bank Indonesia selambat-lambatnya pada 31 Desember
2010.134

131 Indonesia, Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Perbankan, op. cit., Pasal 16 ayat

(1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 37 ayat (2).

132 Indonesia, Undang-Undang Pokok Perbankan, op.cit., Pasal 16 ayat (1).
133 Indonesia, Undang-Undang Bank Indonesia, op.cit., Pasal 4 ayat (2).
134 Indonesia, Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Bank Indonesia, op.cit. Pasal 34,

Universitas Indonesia
Urgensi Pembentukan..., Sigit Maryuwanto, FH Ul, 2009



47

BAB 111

URGENSI BAN KENDALA
PEMBENTUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN

A. Krisis Tabon 1997 dan Independensi Bank Indonesia

Krisis perbankan yang terjadi di Indonesia pada tahus 1997 bersamaan dengan
krisis di kawasan Asia bahkan juga terjadi di Rusia dan Amerikz Latin, merupakan
refleksi dari kombinasi persoalan-persoalan internal negara yang mengalami krisis
serta pengaruh faktor ekstemnal yang bersifat global. Krisis tersebut berbeda dengan
krisis pada masa-masa sebelumnya karena dampaknya sangat luas dan delam. Hal
yang membedakan adalah bahwa krisis tahun 1997 terjadi karena globalisasi sistem
keuvangan telah berkembang sedemikian kompleks, baik dar struktur maupun
permasalahannya.

Pada sisi internal, krisis tecjadi karena suatu ncgara tidak dapat memecahkan
permasalahan yang mendasar pada sektor luar negerinya. Khusus untuk Indonesia, hal
tersebut terjihat pada posisi neraca transaksi berialan vang selals defisit dari tabun ke
tahun meskipun liberalisasi keusngan dan restrukiurisasi ckonomi telah dilakukan, 135
Akibatnya kebutuhan arus modal dart fuar negert senantiasa menjadi keharusan baik
melalui viang Pemerintah maupun swasia, Defisil pada neraca ditambal dengan arus
modal masuk, langkah seperti mi bukan merupakan penyelesatan yang tepat karena
tidak dapat memperkuat struktur ekonomi vang sesunggubnya 136

Pada sisi eksternal, krigis di Indonesia dipengarubi oleh gejolak yang terjadi

pada pasar valuta asing yang menimbulkan efek penularan feontagion ¢ffect). Krisis

yang wrjadi di Thailand telah menimbulkan confagion effect yang membuka |

kelemahan-kelernahan struktural perekonomian negara-negara i kawasan Asia, Di

135 Neraca transaksi berjalan adelsh selisih antara ekspor dengan impor barang dan jasa
schagal suats keglatan ekonerm] luar negeri soatu negars. Nemaca fransaksi berialan Indonesia
menjelang krisis tahun 1907 tercatat hampiv selale mengalami defisit hampir sclama tiga dekade. Pada
whun 1969 defisit transaksi berjalan mencapai 474 juta Dollar Ameriks, pada tahun 1978 defsit
maacapai 1,155 miliar Dollar Amerika sedangkan pada tahun 1983 defisit 1eleh mencapal 4.051 miliar
Dotiar Amerika, Meskipun kadang teriiapat sumplus sebagaimana lerjadi pada tahun 1973 sebesar 1.159
mifier Dotlar Amerika tetapt hol terselan dikarenakan sebagai negara eksporty minysk Indonesia
memperoieh keuntungan dari harga minyak yang melambung. Libat Didik ). Rachbini erdd, op.eir,
him. 65-66.

136 pidik 1. Rachbini; er.of, ap.cir. him. 58,
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indonesia krisis diawali dengam menurunnya kepercayaan investor asing terhadap
perckonomian ludonesia. Hal ini menyebabkan turunnyz arus masuk modal luar
negeri pada satu sisi, sedangkan pada sisi yang lain terjadi arus dana ke luar negeri.
Krisis yang scmula berawal dari masalah kepercayaan berkembang menjadi krisis

nilai tukar Rupiah dan akhirnya berkembang menjadi krisis menyeluruh. 137

Banyak pihak menilai kondist perekonomian Indonesia menjelang krisis serta
langkah-langkah awal dalam menghadapi krisis secara umum lebih baik dari negara-
negara lain yang juga mengalami krisis seperti Thailand dan Korea Selatan.!38
Meskipun dernikian krisis yang melanda Indonesia pada akhirnya justru menjadi
krisis yang paling parah di Asia. Hal tersebut dikarenakan kelemahan internal struktur
perekonomian Indonesia terdapat pada berbagai sekfor antara lain sektor riil serta
sektor perbankan, selain itu juga terdapat kelemahan struktur pada sektor sosial dan
politil. 129 '

Kontribusi kelemahan sektor riil terhadap krisis tahun 1997 dapet terlthat dari
pengembangan industri di Indonesia pada umumnya masih berbasis impor. Bahkan
industri-industri yanp dibangun untuk memenuhi kebutuban dalam negeri jupa
dikembangkan dengan bahan baku impor.!%0 Kombinasi antars kebutuhan impor
untuk pengembangan industri dan pola belania masyarakat yang cenderung konsumtif
menyebabkan perolehan devisa semakin tidak mencukupi kebutohan impor iie
sendiri. Contch sederhana yang dapat diperhatikan adalah pengembengan industri
otomotif yang sebagian besar masih menggunakan komponen impor. Pada sisi lain
pela konsumsi masyarakat dapat terlihat dari kepadatan arus fals lintas yang semakin
dipenuhi oleh produk-produk otomotif terbaru.

Kontribusi kelemahan sektor perbankan terhadap krisis fahun 1997 tidak
terlepas dari dampak kebijakan deregulasi perbankan pada bulan Juni 1983, yaiw
berupa penghapusan pagu kredit yang ielah berlako sejak April 1974. 141 Deregulast

137 Pada pertengahan Juli 1997 nilai tukar Rupiah adaleh Rp2.456 per { Dollar Amerika,
paca funi 1998 nilsl tokar Rupiah merosot menjadi Rp16.538 per 1 Dollar Amenika, Lihat 1. Soedraja
Diiwandone, Mengelofa Bank indoresiu Dalam Masz Krisis,op.cif,, hlm. 26.

138 3, Soedrajat Diiwandono, Mengeloia Bank Indonesia Daiam Masa Keisis, ep.cit. him. 1.
13 mid.

140 Didik 5. Rachbini; er.c, sp.cif, b, 69,

141 Muhamad Djvmbana, opcit. him. 69,
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perbankan 1983 merupakan titik awal liberalisasi ekonomi yang mengikuti arus
perkembangan ckonomi dunia, yang cenderung menganut sistem pasar bebas.
Perubahan orientast menuju ke arah penciptaan sisiem pasar bebas semakin terdorong
oleh Paket Kebijakan Oktober 1988 berupa kebebasan mendirikan bank-bank. Sejak
Paket Kebilakan Okiober 1988 Keberadaan bank dari sisi jumlah, volume usaha,
kredit yang diberikan seria dana yang dibimpun mengalami perkembangan yang
pesat. Akibatnya tingkat persaingan antar bank semakin sengit serta mengarah pada
persaingan tidak sehat.

Secara kuantitatif Paket Kebijakan Oktober 1988 dapat dinilai berhasil dalam
menghadirkan pemain-pemain bare di dalam sektor perbankan. Meskipun demikian
paket kebijakan tersebut dilaksanakan dengan berbagai kemudahan sehingpa terkesan
tanpa melalni seleksi yang memadai bagi para pemain baru yang akan bersaing di
dalam industri perbankan. Hasil dari proses ini mudah ditebak yaitu kehadiran
kelembagaan yang tidak cukup kuat gona mencapai efisiensi, adapun yang terjadi
justra sebaliknya yaitu tingkal suku bunga vang tinggi seiak pemberfakoan Paket
Kebijakan Oktober 1988,

Pada tahun 1890 sampai dengan 1991 suku bunga deposito mencapai tingkat
tertinggi dalam sejarah perbankan di Indonesia sebelumnya, vaitu rala-rata sebesar
27% sedangkan suku bunga kredit mencapai sebesar 30%. Bank-bank yang tidak
efisien memaiok tingkat suku bunga yang jauh lebih tinggi dart tingkatl rata-rata
tersebut. Tingkat bunga yang 1linggi merupakan bukid bahwa sckior keuangan dan
perbankan tidak berhasil menjadi Iebih efisten sujak Paket Kebijakan Oktober 1988.
Kegagalan menciptakan tingkat suka bunpa yang efisien di dalam negeri memicu
pengusaba besar untuk melakukan transaksi utang fuar negeri. Hal tersebut berart
secara unnan Paket Kebtiakan Okiober 1988 dari sisi pandang pencapaian efisiensi
sektor keuangan dan perbankan dapat dikatakan telah pagal total, 142

Kontribusi kelernahan struktor sosial dan politik techadap krisis tahun 1997
dapat terlihat pada suasana transparansi yang minim dan masih lemahnva governance
serta rendahnya kredibilitas aparat pemerintahan, otoritas moneter dan pengawas
bank. Kebijakan yang diterbitkan untuk menyclamatkan perbankan justru dengan

mudab dicurigai sebagai upaya kolusi dengan para pemilik bank guna memperoleh

142 Didik 3. Rachbini, er.af, opcit. Wl 48
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keuntungan pribadi.}43 Meskipun menjelang tahun 1997 ekonomi Indonesia tumbuh
pesat, tetapi hal tersebut disertal denpan dampak negatif seperti merebaknys Korupsi,
Kolusi dan Nepousme (KKN) di kalangan birckrasi pemerintaban, pengurus partat
politik serta kroni-kron bisnis dengan pusat kekuasaan. Kesenjangan sosial semakin
besar dan pada akhirnya menimbulkan gesekan-gesekan yang mengganggu kestabilan
politik dan pembangunan. Suatu statistik menyebutkan sampai dengan pertengahan
1shun {998 di Indonesia telah tegadi jebih dari 2.000 demonstrasi mahasiswa, 1.300
unjuk rasa masysrakat, 500 pemogokan dan 50 huru-harg, 144

Preskien Soeharto dalam beberapa kesempatan memberi komentar mengenai
krisis talun 1997 dan masalah yang ditimbulkannya. Komentar dengan nada keluban
dapat diamati dari pernyataan seperti “hasil pembangunan lebih dari dua dasawarsa

yang membanggakan Indonesia ini telah dirusak oleh gejolak moneter .14% Hal
tersebut dapat diartikan bahwa Presiden Soeharto melihat krisis di Indonesia tidak luin
adalah masalah moneter dalam bentuk melemabnya nilai Rupiah yvang seharusnya
dapat ditanggulangi oleh pejabat moneter. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang
Bank Sentral kestabilan nilai Rupish adalah merupakan tugas pokok Bank Indonesia
yang dilaksanakan berdasar kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah,

Mengacu padaz Undang-Undang Bank Sentral, meskipun kestabilan Rupiah
merupakan logas Bank Indonesia tetapl sast krisis tabun 1997 kebijakan moneter
dikendalikan oleh Presiden dan Dewan Moneter. %6 Dewan Moneter terdiri dari
Menteri Kevangan sebagai Ketva, Gubernur Bank Indonesia, Meuko Perekonomian,
Kenangan dan Industri (Ekuin} serta Kewa Badan Perencamaan Pembangunan
Nasional {Bappenas) scbagar anggoia. Dengan menempatkan Gubernur Bank
indonesia di bawah Menteri Keuvangao sedangkan Menteri adalah pembantu Presiden,
maka kebijakan di bidang moneter secara pemuh berada di tangan Presiden,

Mekanisme kebijakan di ndang perbankan pada saat krisis tahwan 1997 adalah
serupa dengan mekanisme kebijakan di bidang moneter. Berdasarkan ketentuan

Undang-Undang Perbankan meskipun kegiatan pembinaan dan pengawasan banok

143 ), Soedrajat Diiwandono, Mengelota Bank Indonesia Datam Masa Krisis, ap.cit. him. 61,
144 g him, 27,

M3 phid, him, 8.

M0 jndonesia, Undung-Undang Bank Senirdd, opuciz., Pasal 7 dan Pasal & ayat (1),
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dilakukan oleh Bank Indonesia, letapl wewenang uniuk depat mencabut izin usaha
bank berada pada Menieri Keuangan.!97 Dengan Kondisi demikian Bank Indonesia
lebih sering berperan sebagai sumber informast dan memberikan alternatif-alternatif
keputusan, Sedangkan penetapan keputusan dilakukan oleh pibak lain, peran Bank

Indonesia adalah scbatas melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan tersebat.

Interakst Bank Indonesia dengan lembaga-lembaga lain di dalam struktur
Dewan Moneter sering terjadi seoara ideal. Interaksi ideal antara lzin tercermin pada
keberhasilan Bank Indonesia mengendalikan jumlah vang beredar sehingga mampu
menahan laju inflasi di bawah 10 % sclama beberapa tahun sebelom krisis. Meskipun
demikian tidak jarang proses inferaksi tersebut justru mereduksi efektifites
pelaksanaan tugas Bank Indonesia pada bidang yang sama.

Dalam hal kebijakan moneter, Bank Indonesia pernah mengusulkan untuk
mengontrol lalu linas devisa yang disampaikan dalam rapat Dewan Moneter antara
tahun 1995-1996. Usul tersebut ditolak oleh Dewan Moneter dengan alasan
monitoring devisa akan mengganggu rezim devisa bebas dan mengurangi minat
mvestasi batk dari dalam maupun dari luar segeri. Penclakan rekomendasi-
rekomendasi Bank Indonesia di sektor moneter tersebut ternyata berakibat fatal,
Akibat tidak adanyaz monitoring devisa, saat krisis taban 1997 Bank Indonesia
mengalami kesulitan menentukan langkah-langkab yang tepat untuk meredam gejolak
nilai tukar Rupiah.'48

Pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang perbankan tidak dapat berjalan
secara efektif dengan keberadaan Dewan Moneter. Peran Dewan Moneter seringkali
melampaui batas-batas wewenangaya, termaspk melskukan intervensi kebifakan-
kebijakan weknis di bidang perbankan. Sebagai pembina dan pengawss perbankan,
Bank Indonesia justru tidak dapat berbuat banyak dan sangat terbatas pada tindakan-
tindakan yang bersifat rutin dan teknis.14% Penclakan usul Bank Indonesia untuk
menutup bank bermasalah karena Pemerintah menilai hal tersebut akan menganggu
pemiilu tahun 1998, menunjukkan belum terdapat independensi dalam pengaturan dan

pengawasan perbankan sesuai dengan standar Basel Principles.

47 tndonesia. Undang-Undang Perbardas, op.cil., Pasal 29 ayat {1y dan Pasal 37 aya (3).
M8 Didik J. Rachbini, er.af, ap.cit. him.117.
¥2 mid i, 146

Universitas Indonesia

Urgensi Pembentukan..., Sigit Maryuwanto, FH Ul, 2009



52

Dengan desskan reformasi, melalui Undang-Undang Perubabhan atas Undang-
Undang Perbankan,!50 banyak pasal yang diubah, ditambah atau dikurangi, babkan
dihapuskan. Tujuan perubaban adalah wunivk  menghadapi  perkembangan
perckonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kumpetif, terintegrasi
dengan tantangan vang makin kompleks serla sistem keuangan yang sermakin maju.
Perubahan yang sangat mendasar adalah dibapuskannya duslisme dalam pengaturan
dan pengawasan bank yang semula berada diantara Bank Indonesia dan Departemen
Keuangan. Dengan adanya perubahan tersebut Bank Indonesia mempunyai wewenang
vang utuh untuk menetapkan perizinan, pembinean dan pengawasan bank serta
mengenakan sanksi terhadap bank yang tidak mematuhi ketentuan perbankan vang
berlaku.

Sebelum perubahan, ketentuan pengaturan dan pengawasan perbankan adalah
sebagai berikut :

Apabila menurut penilaian Bark Indonesia

{1} keadaan suatu bank membahayakan sistem perbankan: atay

{2} tindakan scbageimana dimaksud dalam ayat {2} belum cukup univk mengatasi
kesulitan yang dihadapi bank;

Bank Indonesia mengusuikan kepada Menteri (Keuangan) untuk mencabut izin usaha

bank tersebut.!31

Setelah perubahan, ketentuan pengaturan dan pengawasan perbankan adalah
sebagai berikut :

Apabila mepurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan
sistem perbankan, Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan
memerintahkan direksi bank untuk sepera menyelenpgarakan Rapat Umuam Pemegang
Saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi. 152

Meskipun Undang-{Undang Peruhahan atas IIndang-Undang Perbankan telah
menghapuskan dualisme kebijakan perbankan, tetapi undang-undang tersebut belum
memberikan Jaminan independensi untuk pelaksanaannya. Bara setelah melalui Lol-1
dengan JMF tanggal 15 Januari 1998 pintu masuk untuk memperoleh independensi
pengaturan dan pengawasan bank menjadi terbuka dengan dicantumkan prinsip
perlunya independensi untuk Bank Indonesia. Rumusan prinsip independensi Bank
Indonesia di datess: LoL-H] dengan JMF adalah sebagai berikut :

150 tndonesia, Lindang- Undang Pervbahan Atas Undang-Undang Perbankan, op.cis.
15 indonesia, Undang-Lndang Ferbankan, op.cit., Pasal 37 ayut {3).

152 indenesia, Undang-Undang Perubahon Atas Unddang-Undong Perbankan, op.oit, Pasal 37
ayn: (23 hurefh.
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*Bunk Indonesia will imediately be given auronomy in formulating and implementing
monetary policy. To enswure that central bank remains accowntable, the inflation
ohjective will continue to be decided by the goverment us @ whole, but the policies for
achieving this objective, such as changes in afficial inferest rates, will be determined
solely by the central bank. To instinwtionalize the awlonomy of the central bank, a
draft law will be submitted to the Parliament by the end of 1998, ... 7. 153

Sebagai perwujudan Lol mengenai independensi Bank Indonesia hal lersebut
selanjutnya tercantum di dalam ketentuan sebagai berikut “Bank Indonesiz adalah
fombaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan atau
pihak-pihak lalonys, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas di atur dalam undang-
undang. 5% Independensi di bidang perbarkan melekat peda tugas Bank Indonesia
mengingat untuk menjalankan tugas pokok mencapai dan memelihara kestabilan
Rupiah, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berkut :

1. menstapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
2. mengatur dan menjags kelancaran sistem pembayaran;
3. mengatur dan mengawasi bank.?%5

Revitalisasi Bank Indonesia dan penghapusan Dewan Moneter ditujukan unfuk
menciptakan independensi. Dalam prespektif jangka pendek, independensi Bank
Indonesia selaky oloritas moneter sangat diperfukan untuk mendukung efekiifitas
perumusan tugas pokok memelihara kestabilan nile: Rupiah. Dalam prespektif jangka
panjang, independensi dibarapkan dapal menjadi landasan yang kokoh bagi
tercapainya kondisi makro ekonomi, kKhususnya moneter yang stabil yang didukung

industri perbankan yang sehat serta sistem pembayaran yang efisien dao aman.

Independensi bank sentral merupakan tema pemikivan yang ielah banyak
dibahas di kalangan bank seotral, pakar ekonomi dan perbankan. Hal ini tidak terlepas
dari kedudukan bank sentral yang sangat strategis dalam perekonomian suatlu negara
sebagai perumus kebilskan moneter, pengatur dan pengawas perbankan serta
penyelenggara sistern pembayaran. 156 Gagasan mengenai independensi balkan telah
disampaikan oleh Mr. Sjafrudin Prawitanegara selaku Gubernur Baok Indonesia

153 Indonesia, Memorandum of Ecanomic and Financial Policies, 1$ Janusei 1998,
15 Jndonesis, tndang- Unidang Bank Indonesia, op.cif., Pasal 4 ayat {2),
133 fhia, pasal 8. |

56 1 Soedradiad Diiwandono, #f.¢l., Sefarah Bunk bidonesin Periode V, 1997 ~ 1099,
op.cit., hlm, 97-91.
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pertama, yang pada weakiu g masih berbeniuk bank sirkulasi dengan nama DJB.
Independenst adalah masalah pertama yany dikemukakan oleh Mr. Sialrudin sebagai
berikuot ;

“Bagaimanakah harus perhubungan antara bank sirkulasi dan Pemnerintah 7 apakab
pimpinan bank sirkulasi itu barus didudukkan di bawah Pemerintah (pesubordineerd},
hingga bank sirkulasi #tu hanya merupakan alat don kasir Pemerintah semata-mata,
ataukah bank sirkulasi itu sebaiknya diberi olonomi terhadap Pemerintah .., 157

B. Forum Stabilisasi Sektor Kenangan (FSSK) sebagai Forum Koordinasi
Otoritas Perbankan dan Oferitas LKBB

Belajar dari pengalaman krisis tehun 1997, Departemen Keuangan, Bank
Indonesiz dan Lembapa Penjamin Simpanan (LPS) sepakat untuk menjalin kerjasama
dengan merbentuk FSSK. Surat Keputusan Bersama {SKB) pembentukan FSSK
ditandatangani oleh Menten Keuangan, Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan
Komisioner LPS pada tanggal 29 Juni 2007 di Jakarta. Pembentukan FSSK terscbut
merupakan tindak lanjut Pasal 31 Nota Kesepakatan antara Mesteri Keuangan dan
Gubernur Bank Indonesia tanggal 17 Maret 2004 mengenai keientuan dag tata cara
pengambilan keputusan Kesulitan keuangan bank vang berdampak sistemik,!58
pemberian Fastitas Pembiayaan Darurat (FPD) dan sumber pendanaan yang berasal
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nogara (APEN}.

Pembentukan FSSK merupakan bagian dari upaya penguatan sistem keuangan
melalul kerjasams, koordinast dan pertukaran informasi antar lembaga yang
bertanggung jawab dalam: penciptaan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuvangan.
FSSK zkan melaksanakan beberapa fungsi, meliputi
1. Menunjang tugas Komite Stabilitas Sistem Keuangan {KSSK), dalam rangka

pengambilan keputusan terhadap bank bermasaleh yang mempunyal dampak
sisternik. 159

157 5. Seedradjad Diiwandons, enal., Sejorak Bonk Indonesia Periode 1 1945 ~ 959,
ep.cit,, him. 33,

138 Berdampak Sistemik adalab adelab suas kondisi sulit vang dilimbulkan oleh suatu bank,
LXBE, dan atau pejoisk pasar keuangan yang apobila idak diatas dapat menyebabhze kegagalan seiumish
tank dan atsu LKBB lain sehinggs menycbabkan hilangnys hepercayaan terhadap sistem keuangan dan
perekonomiszn sasional. Likal Peraturan Pemerintah Penggenti Undang-undang (Perpu} No. 4 Tahun
2008 tentang Jaringan Pengaman Sistem Keuangan (PSK), LN No. 148 Tahun 2008 TEN NoA4907.

139 KKSK dibentuk melahi Perpy tentang Jaringsn Pengaman Sisters Keuangan (JPSK).
Keanggotaan KK3XK terdini dari Menteri Keuangap  sebapai Ketua meranghkap Angpota dan Guberniar

Bank ingdonesia sebagai Anggotz. Lihat Perpu No. 4 Tahun 2008 1entung JPSK. LN Mo, 149 Tahun 2008
Ti.N No49h7,
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2, Melakukan sinkronisasi peraturan perundangan pada sekior keuangan;

3. Mempersiapkan muacro early warning system sektor keuangan terhadap
permasalahan fembaga-lembaga dalam sistem keuangan yang berpotensi sistermk;

4, Mengkoordinir dan mengupayakan sinkronisasi penyusunan Arsitektur Sistem
Keuangan indonesia {ASKI);

5. Mempersiapkan Financial Sectar Assessment Program (FSAP),

6. Sebegai delegasi dalam forum internasionzl yang berkaitan dengan stabilitas
sistem kevangan;

7. Melaksanakan tugas-tugas Jain yang terkait dengan stablitas sisterm keuangan.

Menarut Menkoe Perckonomian Boediono salah satu hal ysng menyebabkan
krisis tahun 1997 menjadi berat dan berkepanjangan adalah karena Indonesia tidak
melakukan antisipasi secara penuh. Langkah antisipasi yang perlu dilakukan adalah
pemantauan dari waktu ke wakio terhadap perkembangan sektor kevangan dengan
melibatkan selurvh institusi terkatt. Dengan pembentukan FSSK maka koordinasi dan
kerjasama antar berbagal instanst sebagai langkah antisipasi dalam menghadapi krisis

dikarapkan akan dapat terlaksana secara lerintegrasi. 169

Deputi Gubernur Bank Indonesta Budi Mulya berpendapat bahwa dengan
keberadaarn FSSK vang telah dilengkapl dengan fungsi early warning system, maka
urgensi OJK tidak lagi diperlukan. Menurut Budi FSSK didesain untuk melaksanakan
fungsi koordinasi antar otoritas yang terkait dengan pasar keuangan, sehingpa
mekanisroe pengawasan scbenarnya telah berada dalam payung FSSK. Meskipun
demikian anggota DPR Max Moein menilai tidak pada tempatuya Bank Indonesia
menggugat relevansi pembentukan OJK, menurut Max hal int karena pembentukan
lembaga tersebut merupakan perintah undang-undang. 183

C. Krisis Subprime Mortgage dan Northren Rock

Suatu pelajaran vang cukup berharga terkait dengan rencana pembentukan
QJK di Indonesia, dapat dipetik dari krisis Subprime Mortgage di Amerika Serikat
dan Northren Rock di Inggris. Morigage adalsh suchy bentuk kredit terutama untuk

10 “poedions : Kita Tak Tahu Kapan Krisis Ekonomi Akan Terjadi™, <hlipZiwww.

61 misnis indonesia, Bf Angua,s OJK Tidek Refevan, 13 Februari 2008, him. 1.
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membeli penmahan dengan menggunakan perumahan tersebut sebagai jaminan
kredit, DA Amerika kredit perumahan dapat dibedakan dalam 2 bentuk, vaitu Prime
Mortgage dan Subprime Morigage. Prime digjuken pada peminjam yang memihk:
sejarah kredit bagus serta mempunyai cukup kemampuan untuk membayar kembali
utangnya. Sedangkan Subprime ditujukan pada peminjam yang tidak memenuhi kedua
persyaratan di atas, sehingga memiliki risikc yang lebih tinggi dan dipasarkan dengan
tingkat bunga vang iebih tinggi dibandingkan Prime. Tingkat bunga Subprime yang
lebih tinggi ternyata justru menarik minat para penyahe kredit karens dapat
menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Minat penyaluran kredit yang tinggi seria
suku bunga The Fed yang rendah sejak 2001 yakni 1%, memicu bisnis perumahan
berkembang semakin pesat hingga mencapai kondist Aowusing boom.162

Inovasi pada sektor keuangan yang semakin berkembang selanjumya
memungkinkan bank-bank pemberi kredit menjual tagihan Subprine dalam bentuk
surat berharga yang dikenal dengan Collateralized Debt Obligation {CDO). CDO
tersebut diperdaganpkan secars luas dan diminati oleh para manajer investasi (fmd
managery di selural dunia. Tetapi sangat disayangkasn ketika 7he Fed harus
menaikkan suku bunga hingga 5,25% hal tersebut di lvar perkiraan para pelaku
bisnis, akibatnya kredit Subprime banyak yang macet. Para fund monager Amerika
selanjutnya melakokan penarikan terhadap dana-dana vang sebelumnya ditempatkan
di burga saham dunia untuk merutup kerogian Amerika, hal tersebut menyebabkan
harga saham dunia anilok.

Krists Subprime ya:;g teriadi di Amerika akhirnya memaksa Pemerintah
George W. Bush bersedia mengatir kembali semua lembaga kevangan yang menjadi
akar krisis. Keputusan mengenai pengaturan lembaga kevangan tersebut mernpakan
yang pertama dilakukan terhitung sejak krists besar melanda dunia pada tahun 1929,
Sebelumnya pihak Jermman telah menyerukan agar lembaga keuangan Amerika dan
global ditata kembali, seruan juga disampaikan oleh BIS yang berbasis di Basel Swiss.
Di dalam paket kebiiakan baru mengenai pengaturan lembaga keuvangan di Amerika,
fungsi The Fed akan diperkuat sebagai stabilisator pasar kevangan. Meskipun sistem
pengawasan terhadap lembaga kevangan di Amerika dilakokan oleh berbagai

162 Bank indonesia Cyber Library, Angin di AS, Badsi & RI <hnp/iibrarwicyberlib/

AATIIE L Tk, .
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lembaga, tetapi The Fed sebagai bank sentral akan diberikan wewenang yang lebih
luas untuk dapat mengaudit lerbaga keuangan bank dan LKBR, 163

Tidak hanya di Amerka, krisis Subprime lemyata membawa dampak serius
terhadap Northren Rock yang merupakan bank ierbesar kelima di Inggris. Inggris
adalah negara yang menerapkan sistem pengawasan nnggal ierhadap industri
kevangan yang dilaksanakan oleh FSA. Pada tahun 2007 invesiast Northren pada
Subprime mengalam kerugian besar. Northren selanjutnya wmengalami kesulitan
fikuiditas serta kesultan mempercleh pinjamran dart perbankan. Setelah melakukan
konsultas? dengan FS4 dan The Treaswry (Departemen Keuanpan Inggris), BoF
akhirnya memberikan pinjaman kapasitasnya sebagai Lender of the Last Resort pada
tanggal 13 September 2007. Pada tanggal 18 Seplember 2007 Pemerintah
mengumumkan pembetian jaminan terhadap selurub kewajiban Nort/ren. Menteri
Keuangan Inggris Alistair Doriing menghimbau nasabah umtuk tidak panik karena
Northern dalam keadaan solven tetapi meskipun wiah terdapat jasninan, nasabah tetap
antre untuk mengambil vang mercka Para pasabah melakukan pengambilan uang

sekitar 1 miliar poundsterling dari Northern. 168

Dalam krisis Northren, Pemerintah akhirnys melakukan nasionalisasi terhadap
bank terscbul. 3 lembaga yang bertangpgungjawab terhadap industri perbankan yaitu
FS4, Bok dan The Traswry dianggap gagal mencegah masalah yang menimpa
Northern. FSA dinglai terlalu dianggap terlalu lamban meresposn kasus tersebut,
sedangkan HoF dinilai menshan kucuran pinjaman dana. Untuk mencegah krisis
Northren terulang, maka Menteri Kevangan Ingeris Alisiair Darling segera
mengeluarkan kebijakan bary yang mengatur pengawasan dan pesunganan krisis
perbankan, Komite kevangan Perlemen secara bulat menyimpulkan perlunya dibuat
sistem tripartit untuk mengawasi sistim keuangan, dengan mclibatkan perbankan
(BoE), FS4 dan The Treasury. 163 '

Mengenai perlunya Indonesia mengambil pelajaran daci krisis Northren dan

Subprime terkail dengan rencana pembentukan OJK adalah disampaikan oleh Raden

163 Rompas, Akhirnya AS Bersedia Tata Lenbaga Kenangan, | April 2008, him. |.
164 "Ranusan Masabah Ambil Uang ¢i Bank Northern® <hipp-/fwww2 kompas.com /kompas-

165 «rgA Bakal Tangani Perbankan Rermasalah”, <hig/hweb bisnis.com/edisi-cetakledisi-
harianfekanomi-slobal/ 11d40893 hmi>, 29 Japuari 2008,
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Pardede dan Boediono saat menjalant it and Proper test sebagal calon Gubernor
RBank Indonesia. Menurut Raden, yang sangat diperlukan sehenarnya  adalah
periukaran informast antara bank seniral dengan OJK untuk mengantisipasi krisis
sepertl terjadi di Inggris. Apabila hal tersebul tidak terlaksana dengan baik
dikhawatirkan kedua belah pihak akan saling wenyslahkan seperti terjadi dalam krisis
Northrenl®® Sedangkan calon Gubernur lainnya yaitu Boediono menyampaikan
bahwa OJK yang scharusnya dibentuk pada Desember 2010 masih perlu dikaji lagi.
Boediono mengharapkan ada wakty untuk melakukan pengkajian sebab di beberapa
tempat seperti Amerika Serikat, konsep OJK mulai diperbincangkan kembali, 167

D. Pembentukan Otoritas Jasa Kenangan

1. Amanat Pembentukan Lembaga Pengawasan Sektor Jasa Keuangan

Keberadaan amanat untuk membentuk fembaga pengawas jasa keuangan
tidak terlepas dari rangkaion upava untuk kelvar dari krisis yang melanda Indonesiz
pada tahun 1897. Scbagai tindak lanjut fo/-1i dengan IMF tanggal 15 Januari 1998,
Presiden Soeharto melalui Inpres Nomor 14 Tahun 1998 tanggal 22 April 1998
memerintzhkan Menteri Keuangan selaku Ketua Dewan Morneter untuk menyiapkan
draft RUU Bank Indonesia. Mentert Kcuangan bersama Gubernur Buank Indonesia
kemudian membentuk tim penyusun RUU yang terdiri dani Pejabat Departemen
Keuangan, Bank Indonesia dan kalangan akademisi,

Dalam perkembangannya Presiden Soeharto mengundurkan dirl pada 21 Mei
1998, dengan pengunduran tersebut B.J. Habibie vang pada waktu itu menjabat
sehagai Wakil Presiden kemudian menggantikan posisi Sceharto scbagar Presiden.
Inpres dalam rangka menyiapkan RUU Dank Indonesia dilanjutkan oleh Presiden B.J.
Habibie dan dalam tempo sekitar 5 bulan naskah RUU telah siap dibahas di DPR.
Dalam tempo sekitar 4 bulan sejak naskah RUU diserabkan kepada DPR pada tanggal
31 Desember 1998 sesuai target di dalam Zo/, RUU Bank Indonesia akhirnya secara
resmi disahkan oleh Presiden B.J. Habibie menjadi Undang-Undang Bank Indonesia

166 Bisnis Indonesia, Pembentukon (UK Dilakukan Secara Hati-Huti, 13 maret 2008, hlm. 12,

107 “Komisi XIDPR Setuiul Boediong Jadi Gubernur Bl ", <hvgisnny antam.co idara/2008
84 1komist-xi-dpr-setujui-boediono-jadi-pubsrnurbi> 7 April 2004,
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rada tanggal L7 Mei 1999, 168

Sebetum aklvirnya disahkan, pembahasan RUU Bank Indonesia mengalami
pembabasan yang alot dalam sidang-sidang DPR selama kurun wakiu antara Januari
sampai denpan April 1999, Perdebatan lerjadi antara Pemernniah dengan DPR,
sedangkan Bank Indonesia sebaga ﬁguf ulama pembshasan RUU justru hanya
bertindak sebagat narasumber. Dengan posist seperti itu Bank Indonesia sebatas

diminta memberikan masukan tentang prakiik dan teknis kebanksentralan. 169

Perdebatan yang terjadi bukan terkait dengan pembahasan mengenai
independensi Bank Indonesia, tetapi terkait dengan kapabilitas, pengalaman,
kredibilitas, dan intepritas lembaga pengatwran dan pengawasan bank yang akan
dibentuk. Hal tersebut dipicu oleh usul Pemerintah yang tidak mencanturnkan tugas
mengatur dan mengawasi bank sebagat bagian darl tugas Bank Indonesia. Di dalam
RUU Bank indonesia vang diajukan Pemeriniah kepada DPR melahn Surat MNomor
R.I7/PUXINI998 1anggal 31 Desember 1998, tercantum bahwa untuk mencapai dan
memelihara kestabilan nilai Rupish, Bank Indonesia hanya akan melaksanakan 2
tugas sebagai berikut
a. menctapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;

b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, |70

Selanjutnya tugas mengatur dan mengowasi bank akan dilakukan oleh lembagy
pengawasan perbankan yang independen dan dibentuk dengan undang-undang
selambat-lambatnya pada pertengahan tahun 200017}

Dalam perdelasan Menieri Kevangan saat rapat panipurna DPR tanggal 13
Januari dan 12 Februari 1999, penghapusan tugas pengaturan dan pengawasan bank
dari Bank Indonesia dimaksudkan untuk menghindari benturan kepentingan dengan
tugas metyaga kestabilan moneter. Lebih lanjut disampaikan oleh Menteri Kenangan
bahwa dalam hal penyelarnatan bank, terdapat kemungkinan babwa Bank indonesia
terpaksa memberikan bantuan likuiditas kepada bank dalam fungsinya sebagai lender

168 indonesia, Undang-Undang Bark Indoresia, op.cht.
169 "Bt Pasca Amandemen Undang-Undang”, <hikp: w2 kompas comkompas-cetal

70 RUU Bank Indonesia, Pasal 5.
7Y ibidd, Pasal 24
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of the last resort. Tungsi sebagai lender of the last resort apabila disatukan dengan
pengawasan bank dan disertai dengan perlindungan hukum,!72 dikhawatirkan dapat

memmbulkan distors: dalam pelaksanaan Ringsi- fungsl tersebut,

Dengan usulan terschut Fesnerintah bermaksud mencabut wewenang Bank
Indonesia scbagat pembina dan pengawas bank yang sebelumnya tercantum di dalam
Undang-Undang Bank Sentral, 73 Selain itu vsulan Pemerintah tersebut juga tidak
kousisten dengan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Perbankan yang
baru saja diundangkan pada tanggal 10 Nowvember 1998 yang sebelumnya justru
memberikan  wewenang penuh  kepada Bank Indonesia uwntuk mengatur dan
mengawasi bank.

Maksud Pemerintah untuk mengalibkan wewenang di bidang perbankan dari
Bank Indonesia kepada lembaga independen vang akan dibeniuk mendapat tentangan
dari DPR, yang tercermun dari pemandangas umum fraksi-fraksi scbagai berikut
a. Frakst Karya Pembangunan

Undang-undang perubahan atas undang-undang perbankan menetapkan bahwa
Pengaturan dan pengawasan bank sepenuhnya merupakan kewenangan dari Bank
Indonesia. Dengan demikian, jika mgas pengaturan dan pengawasan bank di dalam
RUU Bank Indonesia ini dialihkan kepada suatu lembage lain dikhawatickan hal
tersebut skan memberikan dampak politis yang kurang baik dan menimbulkan
kesan tidak adanya koordinasi yang di dalam memproses konsep RUUIT

b. Fraksi Persatuan Pembangunen

Teniang kemungkinan adanya benturan kepentingan dalam hal pelaksanpan

kewenangan pembinaan dan pengawmran oleh Bank Indonesia dengan kewenangan

pengawasan, bila kewenangan pengawasan atas porbankan juga berada di Bank

Indonesia, menurut FPP sangatinh tidak logis dengan beberapa alusan :

1} Baok Indonesia adalah Lembaga Negara Otonom mengemban misi negara,
sedanp perbankan adalah institusi bisnis yang misinya mencari untung.

2) Bank Indonesia dan perbankan terpisah secara organismioris dan struktural,
sehingpa pengawasan oleh Bank Indonesia bersifat eksternal kontrol, oleh
karena itu pula Bank Indonesia dapat merninta bantuen akuntan publik.!75

172 Di datam draft Fasat 39 RUU Bank u.7onesia discbutkan bahwa Gubernur, Deputi
Gubernus Senior, Deputi Gubernur dan atau Pejabat Bank Indonesia tidak dapat dihukum karena telah
mengambil keputusan atae kebifakan sejplan dengao Yugas dan wewenangnya sepamjang dilakukan
dengan itikad baik,

173 indonesia, Undang-Lindirsg Bank Semral, ope i, Pasal 20,

F74 pundangan Unsisn Fraksi disampaikan olth Soedrajat Nataatmadja pada 2 Februari 1999,

175 pandangan Umum Fral.si dissmpaikan oleh H. Hamzah Shodig pada 2 Februari 1999.
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c. Yraksi Partai Demokrasi indonesia

Yang diperlukan bukan pemisahan fungsi pengawssan Bank Indonesia telapi
independenst Bank Indonesia itu sendiri yang perlu diegakkan. Selama ini
berbagal  kecaman  yang diterima  Bank Indonesia bukan karena fungsi
pengawasannya yang tidak berjalan, tapi lebih banyak ierjadi karena Bank
indonesia diintervensi pihak-pihak di lpar otoritas moneter. Alasan lain adzlah
fungsi bidang regulast moneter dan pengawasan merupakan dua sist maia uang
yang tidak bisa dipisahkan.!76

d. Fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)

Pemikiran Fraksl ABRI tentang penyatuan fungsi pengawasan bank dan fungsi
pengelolaan kebijakan moneter dalam saty lembaga didasarkan pada alasan
sebagal berikut

1} Fungs! pengawasan bank dengen pengelolaan kebyakan moneter bersifat
interpendensi sehingga kedua fungsi tersebul harus sejalan dan tidak boleh
bertentangan satu dengan yang lain;

2} Memudabkan bank sentral memantau dampak kebijakas moneter vang
dijalankan terhadap perbankan;

3} Adanya kaitan crat aniara wnstromen yang digunakan dalam pengawasan bank
dengan pelaksanaan kebijakan moneter;

4) Data atau informasi yang lengkap dan akurat dari hasil pelaksanaan fungst
pengawasan bask sangal diperiukan dalam mengambil keputusan dan
melaksanakan kebijekan moneter atau sebaliknya. Di sisi lain kecepatan
penyampaiag informasi tidak boleh terhambat oleh kerumitan birokrasi. 177

Pembahasan terkait dengan vsulan Pemerintah untuk mengahibkan tugas Bank
Indonesia di bidang perbankan kepada lembaga baru yang akan dibentuk berjalon
sengit dan alot, Argumen-argumen yang disampaikan secara terbuka oleh Pemerintab
maupun olch masing-masing Fraksi tidak dapat menghasilkan titik temw. Untok
menghindari jalan bunty perobahasan RUU Bank Indonesia, selanjutnya disepakati
bahwa hal tersebut akan diselesaikan melalui forum Jobby. 178

Sebagal hasil kompromi maka disepakati bahwa tugas pengaturan perbankan
tetap dilaksanakan oleh Bank Indonesia sedanpkan tugas pengawasan akan serahkan
kepada lembaga independen yang akan dibentuk. Lembaga yang akan menggantikan
tugas Bank Indonesia dalam pengawasan perbankan selanjutnya juga akan

mempunyal tugas untuk mengawasi lembaga kenangan lainnya. 179 Hal ini

176 Pandangan Umum Fraksi disampaikan oleh Nico Darvanto pada 2 Februart 1995,

177 Pandangan Umus: Fraksi disampaikan oleh Diatmike, D, pada 2 Februari 1999.

178 Usul Pemerintah untuk mengalihkan wewenang Bank Indonesia di bidang perbankan
masuk dalam Dafar inventarisasi Masalah (DIM) No.75. Berdasarkan Risalab Rapat DPR mengenai
pembahastn RUU Bank lndonesia pada 16 Mavet 1999 DIM Wo. 75 discpakati uniuk diselesatkan
melalu} forum lobby, dengan demikian masaleh iersebut diselesaikan sacara politis.

179 1ndonesia, Undarg-Undang Bank Indonesia, op.cit., penjelasan Pasal 34 ayat (1)
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dimaksudkan agar tidak terlihat bahwa pemisaban fungsi pengawasan 1ersebyt adalah
memangkas kewenangan Bank Indonesia. 80 Hasil kompromi antars Pemerintah dan
DPR selanjutnya tercantum di dalam ketentuan, sebagai berikut

(1) Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembuge pengawasan sektor jasa
kevangan vang wdependen, dan dibentuk dengan undang-undang.

{2} Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, akan
dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2002, 18

2. Gagasan Pembentukan Otoritas Jasa Keunpgan

Sebagai tindak lanjut amanat untuk membentok lembaga pengawasan sektor
jasé keuangan, Menteri Keuangan elelui  Surat  Keputusan Nomor
181/KMK.017/2000 tanggal 29 Mei 2000 membentuk Tim Penyusun RUU tentang
Lembaga Pengawasan Sektor Jasa Keuangan, Surat Keputusan fersebut mengalari
perubahan dengan Surat Keputusan Nomor 1 341/KMEK.017/2000 tangpal 18 Agustus
2000 dan menunjuk Direktur Jenderal Kevangan Departemen Kewvangan Darmin

Nasution sebagai Ketua Tim Pelaksana.

Istiish “LPJK” untuk pertama kab dipergunakan dalam rapgt “17 Tim
Peavusun RUD pada tanggsl 31 Agustus 2000 sebagai sebutan terhadap lembaga
pengawasan sektor jasa keuangan yang akan dibentuk. Berberapa hal yang menjadi
dasar pertimbangan dalam mempersiepkan LPJK antara lain meliputi hal-hal sebagai
berikut:

a.  Perubaban dalam industri jasa keuangan
Telah terjadi perubahan dalam indusiri keuangan yang memeriukan perhatian,
terutama menvangkut 3 hal ;
1} Produk jasa kepangan semakin bervaniasi dan kompleks;
2} Lembaga-lembaga keuangan cenderung berkonglomerasi atau  bersinergi
daiam ] group;
3y Globalisasi perdagangan jasa meningkatkan aras transaksi keluar atau masuk
wilayah Indonesia.
b. Perabahan paradigma pembinaan industrl jasa keuvangan
Desakan demokratisasi di bidang ekonomi pada beberapa negava mengarabkan

180 7yikarnain Sitompul, Problematike Perbankan, op.cit, him. 145,
181 indomesia, Undang-Undang Rank fndonesia, op.cit., Pasal 34.
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Pemerintah untuk mengurang) peran langsung dalam kegtatan produksi barang
dan jasa. Pemermtah selanjitnya diharapkan dapat menjadi pembina yang adil
bagi industri kevangan dengan sasaran ¢

1) Terwuiudnya indusirt kevangan yang schat, akuntabel dan kompetitif;
2} Penetapan harga produk jasa keuangan yang wajar dan adil.

Keterbatasan Pemerintab

Dengan sumber dana yang terbatas sedangkan teknologi berkembang semakin
pesat, maka jenis-jenis kegiatan yvang telah dapat ditangant oleh swasta sebaiknya
dikelela oleh swasta. Pemerintah diharapkan berperan sebatas sebagai pendorong,
sehingga dana yang selama ini dialokasikan Pemerintah untuk tujuan pengawasan
ndusiri keuangan  dapat  dislihkan  uniuk  kegiatan-kegiatan  Pemerintah

lainnya. 182

Berdasarkan perlimbangan tersebut LPIK direncanakan akan menjadi
organisasi nirlaba yang tidak boleh mendapatkan keuntungan serta diharapkan
tidak membebani kevangan Pemerintah. Untik menjaga independensi organisasi
dan integritas pegawat, pendansan LPJK sgjouh mungkin harus dilakukan secara
swadana. Pendanaan dipuoget dar lembaga-lembaga vang diawasi dalam bentuk:
1) Pendapatan registrasi uniuk lembaga-lembaga keuangan bary;

2} Fee wahunan; dan

2) Fee pemeriksaan.

Meskipun demikian, Tim Penyusan RUU menemui keraguan saat membahas

ruang lingkup wewenang LPJK yang antara lain tercermin dalam risalah rapat

“2” Tim Peayusun RUU tanggal 5 September 2000, sebagai berikut :

Dy Alternatf 1 - semua regulasi dan pengawasan berada di tangan LPJIK, baik
untuk bank, LKBB dan lembaga-lcmbaga pengelola dana masvarakat lainnya,

2) Altermatif 2 : regulasi bank ada di Bank Indonesia, pengawasan bank ada
pada LPJK. Untuk lembaga-lembaga pengelola dana masyarakat lainnya
belum jelas, kecuali pengawasan yang pasti ada di LPIK.

fx‘el 52

Dalam rapat konsinyiring “1” pada tanggal 20 Oktober 2000 keraguan mengenai

182 Tim Penyusun RUU, Naskali Akodentik LRJK, konsep 10 Desember 2600, him 24,
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ruang lingkup wewenang LPJK kembali muncul. Hal tersebut tercermin dalam
visalah rapat sebagai berikui “..pengawasan tidak akan efekiif bila tidak
didukung oleh pengaturan vang efektif. Untuk itu perlu dipilah mana yang boleh
diatur oleh LPIK dan oleh Bank Indonesia”.

Keraguan yang dihadapi Tim Penyusun RUU merupakan keraguan
terhadap efekiifitas pelaksanaan tugas LPIK apabila wewenang LPIK terhadap
pechaskan hanya sebatas pada pengawasan tetapi tidak meliputi wewenang
pengaluran, Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut Darmin Nasution
disebut telabh melakukan upaya di DPR sehingga wewenang pengaturan
perbankan diharapkan dapat masuk ke LPJK.183

Selain masalah Keraguan terhadap efekiifitas pelaksanaan tugas terkait _
dengan wewenang yang diberikan pada LPJK, juga terdapat keraguan terkait S
dengan batas wakiu pembentukan LPJK dan keraguan terhadap sumber
pembiayaan operasional LPIK. Hal tersebut tfercermin dari pendapat Ketua
Bapepum Herwidvaimo yang pada wakiv itn menjabat Wakil Ketua Tim
Penyusun RUU, sebagal berikut

“Berkaitan dengan Lol dinformastkan behwa tengpat wakiu 31 Desember 2002
perly ditinjau kembali. Mungkin divsufkan untuk diperpanjang sampel 31
Desember 2004, Mengenal financing LPIK memang perlu dipikirkan baik-baik.
Karena institusi di negara lain masih belum ada yang benar-benar seife” 184

Sebagatmana keraguan Herwidyatmo terkait depgan batas waktu yang
elah ditentukan yaita 31 Desember 2002, LPIK sebagai lembaga penpawasan
sektor jasa keusngan terbukd) 1idak dapat terbentuk, Amapat untuk membentuk
lembaga pengawasan sektor jasa keuvangan selanjutnya tidek lagi dikembangkan
dengan menggunakan konsep LPIK, tetapt sekaligus dipersiapkan untuk
ierbentuknya oforitas jasa keuangan, Perubaban orientasi dart konsep LPIK
menjadi konsep otoritas jasz kevangan antara lain didorong oleh gagasan untuk

melengkapi wewenang pengawasan dengan wewenang pengaluran bank.
a. Urgensi Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan

Urgensi pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada dasarnya adalah

133 Risalah Workshop, tirgensi Pembenwkon Lembuga Pengowas Sckiwor Jesa Kewangan
Secaru Terpade Dulom Saty Atop, Jakana, 21 Novwember 2000.
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sama dengan urgensi pembentukan LPIK, tetapr secara konsep GJK berbeda
dengan LPIK. OJK akan mempunyai wewenang pengaturan dan pengawasan
sedangkan LPJK hanya mempunyal wewenang pengawasan. Konsep LPIK
disusun  dengan menggunakan pendekatan terhadap amanat pembentukan
lembaga pengawasan sektor jasa kecuangan di dalam Undang-Undang Bank
Indonesia, sehingga wewenang LPIK masih dibahas dalam 2 alternatif] yaitu
1y Alternatif 1 : semua regulasi dan pengawasan berada di tangan LPJK, baik
untuk bank, LKBR dan lembaga-lembaga pengelola dana masyarakat lainnya.
2} Alternatif 2 : regulasi bank ada di Bank Indeonesia dan pengawasan bank ada
pada LPJK. Untuk iembaga-lembaga pengelola dana masyarakar lainnya
belum jelas, kecuali pengawasan yang pasti ada di LPIK.
Sedangkan pada penyusunan RUU OJK dicantumkan bahwa wewenang OJK
akan meliputi ;

1) Membuat dan menstapkan peraluran  sebagai  pelaksamaan peraturan
perundang-undangan di bidang jasa keuangan;

2} Memberi dan mencabut zin ootuk melakokan kegiatan di hidang jasa
kevangan;

3) Melakukan penpawasan terhadap pengelolaan dan kegiatan sekior jasa
keuangan;

43 Melakukan tindakan tertentv untuk mengurangl pelanpgaran  terhadap
peraturan perundang-undangan i bidang jasa keuangan dan tingkat kejahatan
keuangan;

5) Melakukan wewenang lain vang dismanatkan oleh peraturan perundang-
urdangan di bidang jasa keuangan;

6y Mengenakan sanksi atas pelanggaran terhadap peraturan perundang-undanpan
di bidang jasa kenangan, 183

Pada sist pembiayaan konsen OJK hampir sama dengan konsep LPIK,
tetapt terdapat penjelasan sebagal berikut :

1} Biaya yang dibebankan secara berkala pada lembaga jasa kevangan;

2) Biaya yang dibebankan pada setiap pihak ates jasa atau kegiatan tertenta yang
dilakukan gleh OJK;

3) Pinjaman kepada Pemerintah dalam hal penerimaan (JK lcbih kecil dari
pengeluaran dan pembentukan cadangan;

4) Penerimaan dari negara seswal dengan ketentwan peraturan perundang-
undangan i bidang penerimaan negara bukan pajak;

3} Penerimaan yang bersifat tidak mengikat. 186

185 iU OJK, Pasal 52,
136 j4id Pasal 42.
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Perbedaan dengan konsep suraber penerimuan LPJK adalgh dalam konsep OJK
terdapat penegasan kemungkinan pengajuan pinjaman kepada Pemerintah dan

kemungkinan sumber dari penerimaan negara bukan pajak.

Hal yang menarik adalah meskipon amanat Undang-Undang Bank
Indonesia menentukan bahwa lembaga pengawasan sekior jasa kevangan yang
akan dibentuk adalab independen di luar Pemerintah, letapi di dalam konsep
LPIK dan OJK dicantumkan pertanggungjawaban kepada Presiden. |87 Bahkan
secara khusus RUU OJK memuat konsep mengenai arahan Presiden, sebagai
berikut
Dalam hal untuk kepentingan nasional, Presiden dapat memberikan arahan
kepada OJK mengenai kebljakan yang sedang atau direncanskan untuk

dilaksanakan, atau prioritas yang sedang atau direncanskan untuk dilaksanakan
olch OJK dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya. 188

Konsep mengenal OJX digjukan menggantikan korsep LPIK karena Tim
Penyusun RUU menyadari adanya kelemahan konsep LPIK, yang apabila tidak
discrtai dengan wewenang pengaturan maka kegiatannya dikhawatirkan tidak
akan berjalan efektif. Selain ity Tim Penyuson RUU juga melihat kendala bahwa
konsep OJK tidak scsuai denpan amanat pembentukan lembaga pengawasan
sektor jasa keuangan di dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Agar supaya
dapai sejalan dengan RUU GIK, maka Tim Penyusun RUU menpupayakan
amandemen terhadap Undang-Undang Bank Indonesia. % Secara parale] RUU
OJK digjukan melalui Presiden Megawati kepada DPR untuk  ditakukan
pembahasan dengan surat Nomer R-06/PU/V/03 tanggal 26 Mei 2003,

Gagasan untuk membentui{ OJK mengundang perdebatan dan pendapat
banyak pihak. Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah mengatukan
bahwa OJK sangat perlu dan merupakan gagasan yang baik. Namun masih
dipertanyakan apakab memang sudah mendessk untuk membentuk QJK kareoa
pembentukan OJK memiliki kendala yang cukup banyak. Salah satu kendala

187 Ihid., Pasal 8.
138 1354, Pasal 40.
189 Dalam Risalah Rapat Panjtia Kerja {(Panja) RUU Amandemen atas Undang-Undang Bank

Indonesis tanggpal 2 Maret 2002, Darmin Nasution mewakili Pemerintah menyampaikan usul agar
supays Pasal 34 ayat {1} Undanp-Undang Bank Indonesia dapst dilakukan amendemen sehingga tugas

pengaturan dan pengawasan bank dapat dilakulan oleh lembapa penpawasan sckior jasa keuangan
independen yang akan dibentuk,
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adalah pembiayaan, apabila pembiayann dibebankan pada pihak perbankan yang
belum sepenvhnya pulih dari krisis menurut Burhapuddin bal itu sama saia
gengan memberi beban pada mesyarakat. Sedangkan jika dibebankan kepada
Pemerintab, juga sedang mengalami kesulitan, oleh sebab itu Burhanuddin

berpendapat OJK baru dapat dilaksanakan - 10 tabun lagi. 198

Apabila pthak Bank Indonesia berpendapat OJK baru dapat dibentuk 5 -
10 tahun lagi, pibak Departemen Keuvangan berpendapat sebaliknya. Boeediono
yang wakiv ity menjabat sebagai Menteri Keuangan sempat mengecam sikap
pejabat Bank Indonesia yang diangpap memeniabkan kesepakatan membentuk
OJK, karena secara terang-terangan menyatakan bahwa OGJK baru dapat didirikan
5 « 10 tahun lagi)®! Secara terpisah Darmin Nasution menyatakan bahwa
pembentukan  OJK  sudah  mendesak  direalisasikan. untuk  memelibara
pertumbuban  sekfor jasa keovangsn yang sehat serta untuk  mengawasi
kongiomeras: ekonomi dimana banyak terjadi kepemilikan silang antar sektor
kevangan dap sektor nil. Menumt Darmin dengan pembentukan OIK maka
diharapkan agar Bank Indonesia dapat fokus pada pengelolaan mongter dan tidak
perlu mengarusi pengawasan bank karena bank rmerupakan sektor dalam
perckonomian. Selain itu pembentukan OJK juga dimaksudkan untuk memenuhi
Pasal 34 Undang-Undang Bank Indonesia. |92

part kalangan ckonom, Drajat Wibowo vang juga merupakan anggota
Komisi X1 DPR menilai babws yang paling mendesak untuk segera dibentuk
adalah LPS. Menurot Drajat OJK sharat rumah bary yang Iebibh besar tapi
penghuninya diambil dari rumah lama dan daripada menghamburkan vang untuk
“istana” baru lebih baik merepovasi rumeh lama vang memang iidak

sempuma, 193

Senada dengan Drajat, mantan Menteri Keungan Mar’ie Muhammad juga

190 “Gubernur Bi: Aspek Pembiayaan, Kendala Utama Pembeniukan QIK®  <hfipu//www?.
Rompes.comfstemainews/303/29/14007 1 him >, 26 Mei 2003,

191 "Menken © Ada yang Memahkan Kembali Kesepakatan Soal OJK”, <hfipi/wwwl.
kompas.com/kompas-cetak/0306/ 13/ Branstal 367721 hsmee, 13 Fumi 2000,

P92 “rarik Ulor Pembentukan OJK, Cita-Cita Tinggi Kantong Terbatas”, <http// .
sinarharapan. oo iddekonosmifheuanpan/2003/06 2 3 4 eul hml>, 23 lun 2003,

200307 47/EB/mbm 20030707 EBRE796 id. mm >, 7 Juii 2603,
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berpendapat bahwa pembentukan GIK didorong oleh terjadinya krisis perbankan
yang betul-beiul mencual di atas permukaan pada tahun 1997, Krisiz perbankan
yang bersifat sistemik tersebut berdasarkan ketentuan undang-undang tidak dapat
dilepaskan dari tanggung jawab dan berfungsinya pembinaan dan pengewasan
perbarnkan oleh Bank Indonesia. Terlepas darl kontroverst pro dan kontra,
menurut Mar’ic kendala terbesar pembentukan OJK adalah masalah sumber daya
manusia. Jangan sampai sebatas “bedol desa” dengan sekedar memindahkan
sebagian pegawal Bank Indonesia, sebagian pegawai Departernen Keuangan dan
sebagian pegawai Bapepam untuk mengisi “wadah” OJK. Kendala kedua adalah
mengenal pertanggungjawaban, apsbila OJK bertanggungjawab kepada Presiden
muka perlu dipertanyakan mengenai independensinya. Sedangkan apabila OIK
bertanggungjawab kepada DPR, Mar'ic mengkhawatirkan OJK akan menjadi
supermarket baru bagi para politisi DPR. Kendala ketiga adalah apabila sumber
penerimaan OJK diapayakan berasal dari lembaga jasa keuangan yang diawasi
oleh QJK, maka Mar'ie meragukan disiplin dan komitmen pembavaran ivran
tepat wakiu dengan jumlah sesuai kewajiban mereka. |94

D1 kalangan politisi juga udak teriepay dari pro dan kontra, seperti
tercermin pada pernyatzan Baharuddin Aritonang. Menunut Aritorang proses
amendemen Undang-Undang Bank Indonesia menyangkut aspek yang sangat
luas, tdak hanya meyangkut hu};um dan ckonomi tefapi juga menyangkat aspek
politik karena pada saat vang sama Gubemur Bank Indonesia Syahril Sabirin
sedang menghadapi  tuntutan  hukgm. Tetapi persoalan tersebut menurnt
Aritonang merupakan persoalan vang dapat dimaklumi, karena Undang-Undang
Bank Indonesia diundangkan pada saal kondisi nepara sedang “mencari bentuk”,
Mengenai QJK Aritonang berpendapar bahwa apabila pengawasan bank telah
beriatan kenapa tidak diteruskan saja apa adanya. Membentuk QJK sebagai
lembaga baru ientu akan memerlukan dana ekstra, sementara tidak terdapat

kepastian mengenai efektivitasnya, 193

Upaya menyelaraskan gagasan pembentukan OJK dengan proscs

194 "oux Muaju Kena Mundur Kena”, <hitpfwww iransparanst of id/berita/berita-uni?003

fhepitad 166603 huni>, 10 Juni 2003,

193 Bank indoncsia Lyber Library, Peryempurngan UU No, 23 Tahun 199% tentong Bonk

Indemesia. <fuwgilibrary fovbeddibidetilberin. asoxPidberita=4706 1>, 22 Agusws 2003,
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amandemen Undang-Uindang Bank Indonesia tidak berialan sesual harapan.
Tidak terdapat perubahan mendasar terbadap hasil amandemen Pasal 34 Undang-
Lindang Bank Indonesia, kecuali memperpanjang jangka waktu pembentukan
lembaga pengawasan sektor jasa kevangan, sebagai berikut

{1) Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa
kevangan yang independen, dan dibentuk dengan Undang-undang,

{2) Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
akan dilaksanakan sclambat-lambatnya 31 Desember 2016,196

Proses amandemen terhadap Undang-Undang Bank Indonesia memerlukan wakiu

cukup lama vaity dimulai saat pemerintaban Presiden Abdurrahman Wahid pada

tanggal 17 November 2000 dan secara resmi disahkan oleh Presiden Megawati

pada tanggal 15 Jamuari 2004
b. Teori dan Keberadaan Oforitas Jasa Kenangan pada Beberapa Negar

Banyak pelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman keisis perbankan
yang ierjadi pada berbagat nepara termasuk lndonesia, salah satunya adalah
berkembangnya pemikiran untuk meninjas kembali efektivitas pengaturan dan
pengawasan bank. Beberapa studi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa
krisis perbankan pada berbagaml negara teriadi karena lembapa yang beriugas
melakukan  peogaturan  dan  pengawasan  perbankan  tidak  memiliki
independensi.'%? Pada wuktu knsis melanda Indonesia tahun 1997, ketentuan
perundang-undangan belum memberikan wewenang kepada Bank Indonesia
untuk melaksanakan pengaturan dan pengawasan bank secara independen. Hal
tersebut mendorong pemikiran untuk melengkapi wewenang pengaturan dan

pengawasan bank oleh Bank Indonesia dengan independensi.

Meskipun demikian krisis tabun 1997 juga mendorong pemikizan dengan
arah pendekatan berbeda vaitu muncelnya pendapat bahwa krisis tersebut tidak
terlepas dari kegagalan Bank Indonesiz dalam melaksanakan pengaturan dan
pengawasan bank. Atas kegagalan tersebut perly dibentuk lembaga barn vang
independen yang akan melakukan pengaturan dan pengawasan bank serta

196 indonesia, Undang-Undang Pervbahan ferdemg Undang-Undong Bonk Indonesia,
op.¢it., Pasal 34,

197 Zuseno; Piter Abdulizh, op.cif, him, 52
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lembaga sektor jasa keuangan lainnya,

Kedua pemikiran terscbut, yaltu smemberikan independenst kepada
lembaga yang telab ada atau membuat Jembaga baru yang independen untuk
mengatur dan mengawasi selurvh industrl keuangan, hingga saat ini masih

menyisakan perdebatan panjang mengerai otoritas mana yang lebih tepat.

Untuk mengurai permasalahan tersebut maka dapat dilakukan melalui
pendekatan teoritis, pendekatan sistem perbankan dan pendekatan empiris. Dari
sudut teor terdapat 2 aliran fschool of thought) dalam hal pengawasan lembaga
kevangan. Pada satu pihak terdapat aliran yang berpendapat bahwa pengawasan
industri keuangan sebaiknya dilakukan oleh lembaga tunggal seperti konsep GIK.
Pada pihak Jain terdapat aliran yang berpendapat bahwa pengawasan industri
keuangan sebaiknya dilakukan oleh beberapa lembaga. Di Inggris misalnya
industri kevangan dilakukan oleh lembaga tunggal yaite Financial Supervisory
Authority {FSA). Sedangkan di Amertka industri kevangan diawasi oleh beberapa
lembaga yaitu oleh The Fed, Federal Deposii Insurance Corporation { FDICY dan
The Office of the Comptroller of the Cwrrency (OCC). Hal yang dipergunakan
sebagai dasar untuk menentukan bentuk pengawasan adalah kesesupaian dengan
sistem perbackan yang dianut oleh masing-masing negara dan juga seberapa

dalam telah terjadi konvergensi diantara lembaga keuangan yang ada.

Pari suduwt sistem terdapat comercial banking system dan uwniversal
banking system. Pada comercial bonking system seperit berlaku di Amerika dan
Indonesis, bank dilarang melakukan kegintan usaba di luar kegiatan usaha
perbankan. Sebaliknya pada wniversal banking system seperti yang berlaku di
Inggris, bank dapat melakukan kegiatan usaha di luar kegiatan usaha perbankan
seperti  asuransi. Konvergens: yang dalam antar kegiatan usaha  akan
menimbulkan permasalshan mengenai kewenangan regulasi. Hal inl terjadi
karena produk hibrida yang dihasilkan seringkali sedemikian menyatu sehingga
sulit menentukan apakah suatu produk merapakan produk perbankan atau produk
1. ¥BB.1%8 Dj Indonesia produk hibrida yang berkembang masih bersifat

188 1 gatem indust perbankan konvergensi {penyatuan) produk antara produk perbankan
dengan produk LKBB, misalnys sntera tabungan dengen aswransi dikemal dengan istileh produk
“hitwida”, Libat Zulkamain Sitompui, Probiematika Perbankan, op.eir., him, 146,
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sederhana. Sebagai contoh adalah produk bancassurance di Indonesia yang pada
dasarnya adalah merupakan produk murni asuransi tetapi dipaserkan dengan
menggunakan jaringan perbankan, Boncasswrance di Indonesia dikembangkan
berdasar pengertian “a french ierm referving 1o the sefling of insurance through o

bank's established distribution channel” 199

Darl sudut empiris, survey yang dilakukan oleh Cemtal Banking
Publication (1999) menyebutkan bahwa dari 123 negara yang diteliti, 92
diantaranya memberikan wewenang pengawasan industri perbankan kepada bank
seniral. Hasil penelitian lersebut semakin menonjol umuk negara-negara
berkembang. Pada negara berkembang wewenang pengawasan bank cenderung
diberikan kepada bank seniral dengan pertimbangan bahwa bank sentral pada

umumnya dinilai memiliki sumber daya yang lebih memadai 200

Terkait dengan peran bank seniral, pada pertemuan anggota Bamk for
International Settlement (BIS) di Basel Swiss pada tanggal 13 September
2004,7%} menyimpulkan perlunya inlegrasi pengawasan techadap bank dan LKRBB
ke dalam back sentral. Presentasi diawali oleh Manue!l Aquilera-Verduzco Ketua
Komist Eksekuiif fnternational Asseciation of Internutional Supervision (JAIS).
Manuel memaparkan perlunya standarisasi pengaturan dan pengawasan terhadap
perusahaan asuransi yang berlaku seragam sccara internasional seperti halnya
beriake  pada  perbarkan. Apabiln hal tersebut  tidak dilakukan  maka
dikhawatirkan akan membahayakan indusiri asvranst dan dapat memicu

mstabilitas industri kevangan secara kesehuruhan.

Di Belanda, untok menghindart resiko sebagatmana dipresentasikan oleh
Manuel dilakukan dengan melakukan integrasi pengawasan LEBB ke dalam bank
sentral sehingga regulasi dapat disesvaikan dengan yang diterapkan di perbankan.
Beberaps negara Eropa lain seperti Spanyol juga ielabh melakukan integrasi
pengawasan industri asuransi ke dalam baek sentral. Di Irlandie pengawasan

selurub industri LKBB bahkan telah diinicgrasikan ke dalam bank sentral 202

192 Zulkamain Sitompud, Problematika Perbankan, op.cir., bim. 146-147.

200 ppjg

201 s ndalzh semacam baok untuk henk sentral Lihat Wimboh Santose, <htp:ilwew?,
kompas.comikompas-cetak/04 10/02/ckongmi/ 1 3002846.himy>, 2 Ckober 2004,

262 “acana Barn Pengintegrasian Pengawasen LKBEB di Bask Senwal”, <hupfwww?,
kompas comikompas-celak/04 16/62/ckonomi/ [ 3002846 him>, 2 Okiober 2004,
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€. Kendala dalam Pembentukan Otoritas Jass Keuangan

Pembentukan QJK vang scsual ketentuan diharapkan sclesai pada akhir
2010 terancam batal, hal lersebui dapat terjadi apabila DPR berubah pikiran.
Gagasan pembentukan OJX terkait erat dengan krisis tabun 1997, pada waktu itu
efektititas Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawast bank dipertanyakan
sehingga timbul pemikiran untuk mengalihkan tugas Bank Indonesia di bidang
perbankan kepada lembaga independen baru, Saat ind kemungkinan DPR telah
mempunyai  informasi dan  pertimbangan yang cukup mengemai  urgenst
penibentukan OJK. Faktor independensi, kapabilitas, transparansi dan good
goverrance merupakan eclemen yang lebih penting dibandingkan sekedar
membuat lembaga baru. RUU QJK wlah diajukan oleh Pemerintah kepada DPR
sejak tahun 2003, tetapi dengan memperhatikan proses pembabasan vang berjalan
alot, sepertinya akan sulit pembabasan RUU tersebut selesal pada akhir 2010,
Dalam penelitian ini setidaknya terdapat 2 hal utama yang menjadi kendala dalam
proses pembentukan OJK, yaua

1} Rencana pembeniukan OJK okan menimbulkan dualisme khususnya terkait
dengan wewenang pengaturan perbankan. Dualisme tercermin pada potensi
timbulnya konflik norma sebagal beriko? -

Untnk melaksanakan tujuan mencapal dan memeliharan kestabilan nilai
Rupiah, Bank Indonesia mempanyvai tugas sebagai berikut

a) menetapkan dan melaksanakan kebijaken moneter;

b) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;

¢) mengatur dan mengawasi bank 203

Dengan demikian wewenang Bank Indonesia di bidang perbankan pada
dasamnya terdui dan wewenang pengaturan dan wewerang pengawasan,
Hanya wewenapg pengawasan perbankan yang akan diserabkan kepada
iembaga lembaga independen baru, sesvai dengsn ketentvan sebagai berikut

(1) Tugas mengawasi bank skan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor
jasa kenangan vang indeperxlen, dan dibentuk dengan Undang-undang,

{23 Pemnbentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
akan dilaksanakan selambat-lambamya 31 Desember 2010.204

203 1ndonesia, Unilang-Unciang Buwk Indonesic, ap.cir, Pasal 8.
204 ihid, Pasal 34.
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Meskipun demikian di dalam RUU OJK terdapat konsep wewenang yang akan
bersinggungan dengan wewenang Bank Indonesia, vaitu ¢

a) Membuat dan menetapkan peraturan sebagai pelaksanaan peraturan
perundang-undangan di bidang jasa kevangan;

b} Memberi dan mencabul izin untuk melakuken kegiatan di bidang josa
keuangan;

¢} Melakukan pengawasan terhadap pengelolzan dan kegiatan sekior jasa
keuangan;

d} Melakukan tindakan tertentn untuk mengurang) pelanggaran terhadap

peraturan pernndang-undangan di bidang jasa kepangan dan tingkat
kejahatan keuangan;

¢} Melakukan wewenang lain vang diamanatkan oleh peraturan perundang-
undangan di bidang jasa keuangan;

f} Mengenakan sanksi atas pelanggaran terhadap peraturan perundang-
undangan di bidang jasa kevangan.203

Demikian juga apabila merujuk pada Undang-Undang Perubahan atas Undang
Undang Perbankan, maka wewenang pencabutan izin usaha perbankan adalah
merupakan wewenang Bank Indonesia, sebagai berikut

Apabila menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat
membahayakan sistem perbankan, Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut
izin uwsaha bank dan memerintabkan  direksi bank untuk  sggera
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guns membubarken badan
hukum bank dan membeatuk tim likuidasi 206

Menurut anggota Komisi X1 DPR, Harry Azbar Aziz rencana Pemerintah
memrbentuk QJK sebagai lembaga otoritas bagi bank dan LKBB akan sulit
direalisasikan pada tahun 2010. Hamry menyatakan apabils Pemerintah
bermaksud mengajukan RUU OJK kepada DPR maka hares didahului dengan

mangajukan amendemen terhadap Undang-Undang Bank Indonesia. 207

<) Sesuai dengan Undang-Umndang Bank Indonesia pada awalnya lembaga yang
akan dibentuk adalah lembaga dengan wewenang sehatas pada wewenang
pengawasan yang kemudian dikenal dengan nama LPJK.  Dengan
pertimbangan bshwa industn kenangan berkembang dengan pesat sedangkan
Pemerintah mempunyai berbagai keterbatasan, maka organisasi LPJK

203 U OJK, Pasal 52

206 jodonesis, Uindang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Perbankan, ep.cit., Pasal
37 ayat (2) hurufb.

207 Bank Indonesie Cyber Library, Pembentukan CQJK Terganjol UL/ BE, 20 Juli 2006,
“hitp#library foyburlib/detiiberiia aspx Nidberia=4 706 1>, 20 Juli 2066,
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Meskipun demikian di dalam RUU OIJK terdapat konsep wewenang vang akan
bersinggungan dengan wewenang Bank Indonesia, yaitu :

a} Membuat dan menctapkan peraturan sebagai pelaksansan  peraturan
perundang-undangan di bidang jasa kevangan;

b} Memberi dan mencabul izin untuk melakukan kegistan di bidang jasa
keuangan,

¢} Melakukan pengawasan terhadap pengelolean dan kegiatan sektor jasa
keuangan;

d) Melakukan tindakan terientu untuk mengurangi pelanggaran terhadap
peraturan perundang-undangan di Dbidang jasa keuangan dan tingkat
kejahatan keuangan;

e} Melakukan wewenang lain yang diamanatkan oleh peraturan perondang-
undangan di bidang jasa keuangan;

£} Mengenakan sanksi atas pelangearan ferhadap peraturan perundang-
undangan di bidang jasa keuangan 265

Demikian juga apabila meruuk pada Undang-Undang Perubahan atas Undang
Undang Perbankan, maka wewenang pencabutan izin usaha perbankan adalah
merupakan wewenang Bank Indonesia, sebagai berikut

Apabila meparut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat
membahayakan sistem perbankan, Pimpinan Bank [adonesia dapat mencabut
jzin  wusaha bank dan memerintalkan  direksi bank uontuk  segera
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan
hukutn bank dan membentuk tim 1ikuidas;. 206

Menuwrut anggota Komisi XI DPR, Harry Azhar Aziz rencana Pemerintah
membentuk OJK sebagai lembaga otoritas bagi bank dan LXBB akan sulit
direalisasikan pada tahun 2010, Harry menyatakan apabila Pemerintab
bermaksud mengajukan RUU OJK kepada DPR maka harus didahului dengan
mangajukan amendemen terhadap Undang-Undang Bank Indonesia. 207

2} Sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia pada awalnya lembaga yang
akan dibentuk adalah lembaga dengan wewenang sehatas pada wewenang
pengawasan  yang  kemmudian  dikenal dengan pama LPIK. Dengan
pertimbangan bahwa industn keuangan berkembang dengan pesat sedangkan
Pemerintah mempunyai berbagai keterbatasan, maka organisasi LPJK

203 RUU OJK, Pasal 52

206 pndanesis, Undung-Undang Perubohan Atas Undang-tindang Perbavkan., op.ch., Pasal
37 avat (2 huruf b,

207 Bank Indomesia Cyber Library, Pembenmuken OIK Tergomjed UU BI, 20 Juli 2006,
<hitpsAlibrary fovberlib/detitberita aspx Yidberita=4 706 1>, 20 Juli 2006,
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dipersiapkan agar supaya Pemerimtah dapat mengurangi perannya secara
langsung pada induswri keuangan. Dengan denukian dana yang semula
dipergunakan untuk mengawasi indusiri keuangan dapat dimanfaatkan untuk
prioritas pembangunan lainnya. LPIK dipersiapkan sebagai lembaga nirlaba
dan diharapkan dapat dibiayai dari industri keuangan yang menjadi ebyek

pengawasannya,

Meskipun demikian konsep LPIK kemudien ditinggalkan dan berkembang
menjadi konsep OQJX dengan wewenang vang lebih luas. Berbeda dengan
L.PJK yang mengandalkan sumber pembiayaan dari lembaga keuangan yang
diawasi, di dalam RUU OQIJK terdapat skenario sumber pembiayaan yang
berasal darl pinjaman Pemerintah serta penerimaan negara bukan pajak.
Dengan wewenang yang sedemikian luas OJK diyakini memerlukan biaya
hesar, konsep pembiayaan OIK menimbulkan kekhawatiran bahwa OIK
kemungkinan tidak akan sepenuhoya mandirt dalam bal pembiayaan,

Dengan  kondist tersebut cukup beralasan apabila beberapa kalangan
mempertanyakan urgensi pembentukan OJK sebagal suatu kegiatan privritas
mengingat kondist perbankan dan perekonomian di Indonesia pada akhir tahun
2002 ehum sepenchnya pulih. Selain te dengan berkembangnya trend global
vang justru menunjukkan perlunya integrasi pengawasan LKBB ke dalam
bank sentral maka faktor biaya menjadi suatu pertanyaan yang sangat relevan
terkail deppan efektivitas pembentukan OJK.

Sebagai lembaga yang telah mempunyal pengalaman dalam melaksanakan
tugas pengaturan dan pengawasan bank, Bank Indonesia memperkirakan biaya
yang diperlukan untuk membentuk OJK sama seperti membangun sebuah
departemen baru. Untuk proses pembentukan OJK, Asia Development Bank
{ADB) telah menyampatkan komitmen untuk menyediakan dapa sebesar 150
juta Dollar Amerika 2% Meskipun demikian Gubernur Bank Indonesia

Burhanuddin Abdulah menyatakan bahwa dana fersebut merupakan pinjaman

208 "ADB Akan Kuocurkan USS 150 Jula Untk Pembentukan OJK”, <hitpdlwww,
fempointerakifcony™, 28 Mei 2003,
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sehingga akan memberalkan kcuangan negara. Selanjutnya Burhanuddin
meminta kearifan dari Pemerintah untuk memikirkan kembali mengenai

tawaran ADB tersebut. 299

20% “Jika Dipaksakan, Pembentukan OJK Beratkan Masyarakat ", <httprf/www lmlipost.co.id
BafiPoscetak/2003/573 e hir>, 31 Mei 2003,
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BAB 1LY
PEMBAHASAN DAN ANALISA

A. Anszlisa mengenai Dasar Hukum Pembeatukan Oloritas Jass Keuangan

Untuk mengetahui dasar hukum OJK, maka hal tersebid harus ditinjau dari aws!
serta haros dikaji secara utuh, Keberadaan gagasan untuk membentuk GJK adalah tidak
terfepas dari rangkaian upaya vang ditempuh Pemeriniah untuk keluar dari krisis tabun
1997, Dalam keadaan perekonomian moneter yang Kacau dan nilai tukar Ruplah yang
semakin merosot, Pemeriniah akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan kepada JMF
dan World Bark Permintaan Pemerintah lersebut disetujui dengan paket /MK dalam
bentuk bantuan teknis dan bantuan dana sebagaimana tercanium di dalam Zof-1 tanggal

31 Oktober 1997, yang di dalamnya termasuk rencana penutupan 16 bank,

Implementasi Lo/-1 terkait dengan peoutupan 16 bank pada 1 November 1997
tidak berjalan sesusi harapan. Penutupan bank pada saat krisis yang dimaksudkan aatuk
memperbaiki keadaan ternyata justen menghasilkan dampak vang scbaliknya dan keadaan
semakin bertambah kacau. Dalam 16 bank vang dituiup terdapat bank Andromeda dan
bank Jakarta yang pemiliknya memiliki kedekatan dengan isiana21? Sistem perbankan
yang belum dilengkapi dengan mekanisme penfaminan simpanan, tuntuten pernilik bank
Andromeda dan bank Jakaria kepada Menten Kesangan dan Gubemur Bank Indonesia di
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) serta selebaran gelap veng banyak beredar
meagenat isu fikuidasi fanjutan turut mempengaruhi opint masyarakal, Kepercayaan
masyarakat terhadap perbarkan meniadi runtuly dan selanjutnya terjadi penarikan serta
pemindahan dana secars besar-besaran dari suatw bank ke bank lain yang dinilai lebib

aman atau terjadi konversi dari Rupiah menjudi valuta asing.

Sehagai bagian dari evaluasi terbadap hasil Lo#-1,2} Pemerintah dan 2447

2103 Suedradjad Dijsvandene, er.ol., Sejarah Bonk Indonesia Periode V, 1997-1598, op, cit. Wim, §

211 Keriasama Pemeriniah dengan JMF dalamn dalans upaya keluar dari keisis tahun 1997 tercantum
di dalare 11 Lo, yaiw @ Lof-1 31 Ckiober 1997, Lol 15 Januari 1998, Lol-d11 18 April 1998, LofiY 24
huni 3998, Lol-V 29 Jult (998, LpiVE 1! September 1998, LoAVH 19 Oktober 1998, LolVIH 13
Noversber 1998, Lol-IX 11 Mare 1999, Lof-X 14 Mei 1999 dan LoA-X1 22 Juli 1999, Lihat ! Scedradind
Ejiwandono, ez.qf., Sejorah Bunk Indonesia Periode §7. 1997 1999, Ibid bles. 719-926.
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selanjutnya menandatangani Lo/-11 pada tanggal 15 Januari 1998, Di dalam paket LoZ& 1]
terdapat kesepakatan antara lain mengenai independensi Bank Indonssia. Untuk
menjamin independensi, hal tersebut zkan dicantumkan di dalam undang-undang yang
akan diajukan kepada DPR selambat-lambatnya pada akhir tahus 1998, Selain masealah
independensi, di dalam Lo+l juga terdapat rencana untuk memperkuat aspek hukum dan
kerangka pengawasan perbankan sebagai berikut :

“..The central bank's capacity for risk based supervision will be further strengthened
with technical assistence from the IMF and the World Banic Beginning of March 1998,
infernativnaly recognized specialist are o provide active support in on and off site
supervision. Moreover, 1o efiminate the conflict interest inhere! centrai bonk ownership

of banks, Bank Indonesia has vstabilished a program for divestiture of its interest in
private bank, and has already mads substansial progress towards this goal”,

Sebagai tindak lanjut ZsZil mengenai independensi Bank Indonesia, Presiden
Soeharto menerbitkan Inpres Nomor 14 Talun 1998 tanggal 22 April 1998 vang berisi
perintall kepads Menteri Keuangan selaku Ketua Dewan Moneter untuk menyiapkan
RUU Bank Indonesia. Dengan pengunduran dirt Presiden Socharto, kebijokan tersebut
dilanjutkan oleh Presiden B3.J. Habibie. Dalam proses pencarian bentuk independensi bagi
Bank Indonesia, Pemerinteh menunjok Helmt Schlesinger wmantan Gubernor
Bundesbank sebagal konsultan?!2 Konsep mdependensi yang disampaikan olzh
Schlesinger adalah merujuk pada bentok independensi yang diterapkan pada Bundesbank
yang tidsk mengawasi bank. Konsep Schiesinger moengenai bentuk independensi diterima
oleh Pemerintah dan selanjulnya diajukan kepada DPPR melalui surat Presiden B.L
Habibie Nomor ROT/PUXKIIZIE tanggal 31 Desember 1998, Sesuai kensep
Schlesinger, di dalam RUU Bank Indouesia tercantum bahwa tugas mengatur dan
mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan indcpenden yang akan
dibentuk dengan undang-undang selambal-tambatnya pada pertengaban tahun 2000.213

Dalam rangks membentuk lembaga independen boru yang zkan menerima
pengaliban fugas pengaturan dan pengawasan bank dari Bank Indonesia, di dalam RUU
Bank Indonesia tercantum bahwa Bank Tndonesia wajib memberikan bantuan berupa

212 7ulamaen Sitompul, Problematika Perbankas, opeit. hlm. 145,
213 pusu Bank Indonesia, Pasal 24.
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i. informasi vang berkaitan dengan kegiatan Bank di pasar vang yang membahayakan
kelangsunpan kegiatan usaha bank;

2. informasi penting yang dianggap perly,

Sefain ity, Bank Indonesia juga mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan antara

fain berupa :

pengembangan sumber daya manusia;

teknologi informasi;

jaringan kantor;

bantuan teknis lainnya.214

o W3 DD

sul Pemerintah untuk mengalihkan tugas pengaturan dan pengawasan bank
kepada lembaga di luar Bank Indonesia mendapat banyak tentangan dari DPR. Penjeiasan
Menteri Kevangan bahwa pengalthan tugas pengaturan dan pengawasan bank dari Bank
Indonesia dimaksudkan untuk menghindari conflict of inferest dengan lugas di bidang
moneter tidak dapat diterima oleh DPR. Perdebatan berlangsung alot saat dilakukan
pembahasan mengenal kapzbilitag, pengalaman, kredibilitas, dan infegritas lembaga
pengaturan dan pengawsasan yang akan dibentuk. Keterbatasan lembaga independen baru
yang akan dibentuk sebeparnya juga disadari oleh Pemerintah sebagaimana tercermin
dari berbagai bentok bantuan teknis yang masih banyak tergantung kepada Bank
Indonesia. Mengingat pembahasan secara ferbuka menemui jalan  buntu, mzka
Pemerintah dan DPR pada tanggal 16 Maret 1999 akhirnya memilih untuk menyelesaikan

permasalahan tersebut reclalui kompromi yaits melefui forum lobby,

Hasil kompromi antara Pemerintah dan DPR  menyepakati bahwa tugas
pengaturan tetap merupakan tugas Bapk Indonesia, sedangkan tugas pengawasan
perbankan akan dilaksanakan oleh icmbaga independen yang akan dibentok selambat-
fambatnya akhir Desember 2002, Untuk menghindari kesan pemangkasan tugas Bank
Indomnesia, maka kepada lembaga independen baru yanpg akan dibentuk sekalipus
mendapat tugas untuk mengawasi lembagz keuangan lainnya?13 Hal tersebut dapat
diteliti dari paskah awal RUU Baok Indonesia yang pada dasarnya berisi tentang konsep
independensi Bank Indonesia dalam kaitannya dengan tgas pengaturan dan pengawasan
bank dan sama sekali tidak terdapat konsep mengenai lembaga keuangan lainnya. Bahkan

214 1hid, penjelasan Pasal 24 ayat (4).
213 Zulkarnaen Sitompul, Problematika Perbankan, op.cit. him. 143,
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apabila ditinfau dari sudut Zed, justru lercantum bahwa kapasitas bank sentral dalam
rangka pengawssan perbankan berbasis resiko yang akan diperkuat dengan bantuan
teknis dari IMF maupun World Bank Rencana Pemeriniah yang akan mengalihkan tugas
pengaturan dan pengawasan bank dari Bank Indonesia kepada lembaga independen baru
bukan merupakan bagian dari Lol

Untuk mememenuhi ketentuan undang-undang mengenai pembentukan lembaga
pengawasan sektor jasa kevanpan, maka Menteri Kevangan membentuk Tim Penyusun
RUU tentang lembaga pengawasan sektor jasa keuangan?!® Sesuai dengan amanat
undang-undang maka pada rapat pertama “17 tanggal 31 Agustas 2000 Tim Penyusun
RUL! mulai mempersiapkan pembentukan lembaga pengawasan dengan konsep LPJK. Di
dalam Naskah Akademik LPIK disebutkan bahwa LPJK dipersiapkan  untuk
melzksanakan tupas pengawasan bank dan LKBB yang meliputi perwsahaan asuransi,
dana pensiun, perusahaan modai venturs, perusahaan pembiayaan, perusahaan sekuritas
dan lembaga-lembaga lain yang mengelola dana masyarakat.

Kerangka scvan yang dipergunakan oleh Tim Perumus RUU  dalam
mespersiapkan LPIK adalah amanat Undang-Undang Bank Indonesia, sebagai berikut :

{1) Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa
keuangan yang independen, dan dibenuk dengan undang-undang.

{2} Pembertukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada avat (1), akan
dilaksanakan selambat-lambatnye 31 Desember 2002,217

dengan penjelasan, sebagai bertkut :

iembaga pengawasan jasa keuangan vang akap dibenfuk melakukan pengawasan
terhadap bank dan perusahaan-perusabazn sektor jasa keuangan lainnya yang meliputi
agurans, dana pensiun, sekuritas, modal ventwira dan perusahaan pembiayaan serta badan-
badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat,

Lembaga ini bersifat independen dan menizlankan tugasnys berada di lusr Pemerintah
dan berkewajiban menyampaikan laperan kepada Badan Pemerikya Keuangan dan
Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya, lembaga int {supervisory

216 pembentukan  Tim Penyusun RUU  dilakokan melahd  Sorat  Keputusan  No.
181 EMK 0172000 danggal 2% Mei 2000 yang kemudian dinbah dengas Surat Keputusan Ne.
341/KMK.817/2000 tanggal 18 Agustus 2000.

AT ndonesia, Undang-Undang Bank Indonesia, op.cif, Paszl 4.
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board) melakukan koordines: dan kerjasama dengan Bank Indonesia sebagat bank sentrad
vang akan diatur dalamn undang-ondang pembentukan lembaga dimaksud,

Lembaga pengawasan ini dapal mengeluarkan ketentuan yang berkaitan  dengan
pelaksanaan tugas pengawasan bank dengan koordinasi dengan Bank Indonesia dan
meminta penjelasan dari Bank Indonesia, keterangan dan data makro yang diperhukan.

Adapun tugas mengatur skan tetap dilakukan oleh Bank Indonesia 218

Mengacu pada Undang-Undang Bank Indonesia, maka terdapat pernisahan
wewenang pengaturan dan pengawsasan bank, hal tersebut dapat ditinjav dari keteniuan
yang menyatakan bahwa untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilal Rupiab, Bank
Indonesia mempunyal tugas :

1. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
2. mengatur dan meniaga kelancaran sistem pembayaran;

3. mengatur dan mengawasi bank.#1%

Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank, Bank Indonesia
berwenang menectapkan kefentuan-kKetestuan perbankan yang memuat prinsip kehati-
hatian yang akan ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. Berbagai ketentuan yang
akan ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia antara lain mengenai !

perizinan bank;

kelembagaan bank, termasuk kepeapurusan dan kepemilikan;
kegiatan usaha bank pada umumnya:

kegiaian usaha bank berdasarkan prinsip syariah;

merger, konsolidasi dan zkeisisi bank;

sistem informasi antar bank;

tata cara nengawasan bank,

sistem pelaporan bank kepada Bank indonesia;

penychatan perbankan,

iE} pencabutan izin usaha, hikuidas) dan pembubaran bentuk hukum bank;
11. lembaga-lembaga pendukung sistem perbankzn.220

10 90N L R N

Sedangkan wewenang pengawasan yang zkan diserahkan kepada LPIK terdiri dari

wewenang pengawasan langsung dan pergawasan tidak langsung. Pengertian

218 pid., penjelasan Pasal 34,
219 hid | Pasal 8.
220 jpid., penjetasan Pasal 25.
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pengawasan lsngsung adalah dalam benluk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan -
tindakan perbaikan, adapun pengertian pengawasan ldak langsung terutama dalam

bentuk pengawasan dini melalu) penelitian, analisis, dan evaluagi laporan bank. 221

Secara konsep, pemisahan antara wewenang pengawasan oleh LPIK dengan

wewsenang pengaturan bank oleh Bank Indonesia adalah tidak tepat dan lemah karena
akan menimbulkan masalah koordinasi. Hal tersebut disadari oleh Tim Penyusun RUYU
saat melakukan pembahasan mengenai ruang lngkup wewenang LPIK schagaimana
tertuang di dalam Naskah Akademik LPIK, sebagai berikat :
“..agar efektil, fungsi pengaturan dan fungsi pengawasan penyelenggaraan lemb&ga»
lembaga keuangan seyogyanya dijalankan oleh satu lembaga. Penyatuan fungsi-fungsi
ini tampaknya tidak akan sulit dildkoukan untak lembaga-lembaga kevangan bukan bank.
Namun tidek demikian hainva untuvk pongaturan dan pengawasan bank mengingat
penjelasan Pasal 34 Undang-Undang tectang Bank Indonesia menegaskan bahwa
wewenang pengaturan bank tetap berada pada Bank Indonesia”.

Dengan kondisi tersebut Tim Penyusun RUTU selanjutnya mengajukan 2 aliernatif
pemikiran fungsi LPJK. Pertama, LPJK berfungsi sebagai pengatur dan pengawas untuk
LKBB, teclapi hanya berfungsi sebagai pengawas uniuk bank dan lembaga-lembaga
pengelola dana masyarakat. Alematif kedus, LPJK berfimgsi sebagai pengatur dan
nengawas lembaga kevangan bank dan LKBB. Pada aliernatif kedua, LPIK hanya akan
mengatur masalah yang berkaitan desgan prudential regudation dan fungsi bank sebagai
lembaga keuangan. Sedangken pengawran yang berkaitan dengan fungsi bank sebagai
permain di pasar uang dalam kalannya dengan kebijakan moneter akan berada di Bank
Indonesia.

Apabila dicermati pada alternatil kedua fungsi LPIK yang diajukan dengan
konsep wewenang pengaluran prudestiol  regulation bank, hal tersebut akan
menimbulkan dualisme dalam  pengaturan perbankan. Potensi dualisme muncul!
mengingat di dalam Undang-Undang Bank Indonesia secara tegas telah ditetapkan bahwa
dalam rangka pengatoran bank, Bank Indomesia berwenang menctapkan ketentuan-
ketentuan perbankae yang memuat prinsip Xehali-hatian. Sebagai catatan perlu diketahui
bahwa sampai dengan akhir batas wakiu 31 Desember 2002 pembentukan lembaga

221 thid.. penjelasan Pasal 27.

Liniversitas Indonesin

Urgensi Pembentukan..., Sigit Maryuwanto, FH Ul, 2009



82

pengawasan sekitor jasa kewangan sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia

tidak dapat terwujud.

Pada sisi fain, Undang-Undang Bank Indonesia yang secara resmi disahkan oleh
Presiden BJ. Habibie pada langgal 17 Mei 1999, ternyata pada tanggal 17 November
2000 telah digiring kembali untuk dilakukan amandemen. Beberapa kalangan menilat
proses amandemen sebenarnya lebih dimaksudkan Presiden Abdurrahman Wahid sebagai
upayz uniuk menggusur Gubernur Bank Indonesia wakiu itu Syahril Sabirin. Dalam
perkembangannya ketika pemeriotahan bergenti darl Presiden Abdurrahman Wahid
kepada Presiden Megawati pada akhir Juli 2001, proses amandemen belum juga tuntas
bahkan materi yang dibahas semakin berkembang dan bertambah, 222

Proses amandemen Undang-Undang Bank Indonesia merumuskan fima materi
utama, yaitu penclapan target inflasi, pembentukan Badan Supervisi pencalonan Deputi
Gubernur, penyediaan kredit likuiditas darurat dan pengalihan Rungsi pengawasan
bank 223 Terkait dengan materi pengalihan fungsi pengawasan bank, Pemerintah tidak
lagi mengajukan konsep lembaga pengawasan sektor fasa Kevangan dengan bentuk LPJK
tetapi Pemerintah mengajukan dengan bentuk OJK,

BRerbeda dengan konsep LPJK yang masih mengpunakan pendekatan pemisshan
wewenang pengaluran dan pengawasan bank sesuai amanat Undang-Undang Bank
Indonesia, OJK tidak lagi menggunakan Lindang-Undang Bank Indonesia sebagai acuan
dengan konsep scbagaimana tabel berikut ;

bank Tukan bank. ienshaga lain
Pengawwran 0K Ok 7
Powmberian izin GIK OIK OJK
Pengaveasas QK QK GIK
Pencabutis kon Gk QIK €K

222 "Memetakan Kemboli Amancamen Undang-Undang Bank Indonesia”, <http:/fwerw kompas-
071 Hopini/628828 hum> , 17 Okiober 2003,

223"Bl Pasca Amandemen Undang-Undang”, <http:/#/srww2.kompas cor/Kompas-cetak/0402
103! finnnsia¥R33902.him>, 3 Februari 2004,
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1. Lembaga bukan bank meliputi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang usaha
asurans], perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pasar medal dan
perdagangan berjangka, dana pensivn, perusshaan pembiayassn, pegadaian, modal
veptura, badan penyelenggara program jaminan sosial tepags kerja, badan
penyelenggara program pensiun atay program jaminan atau sanfunan lain untuk
pegawai negert sipil dan anggota TNIPOLRI, koperasi simpan pinjamy;

2. Lembaga lain adalah lembaga kevangan lain dan badan-badan lain yang mengelcia
dana masyarakat;

3. Pengaturan kegiatan bank vang terkait dengan kewenangan Bank Indonesia sebagai
otoritas moneter, tetap berada di langan Bank Indonesia 224

Pemerintah melthat bahwa konsep OJK ielah bergeser dari amanat Undang-
Undang Bank Indonesia. Menyadari hal tersebut Pemerinizh selanjutnya mengupayakan
agar proses amandemen Undang-Undang Bank hidonesia dapat menyetujui pengaturan
dan pengawasan bank dilaksanakan oleh lembaga pengawasan sekior jasa ketuangan yang
akan dibentuk.225 Secara paralel RUU OJK diajukan melalui Presiden Megawati kepada
DPR dengan surat Nomor R-Q6/PUMNV/03 tanggal 26 Mei 2003 untuk dilakukan
pembabasan. Upaya tersebut ditempuh oleh Pemerintah dengan maksud agar proses
amandemen terhadap Undang-Undang Bank Indonesia dapat imenghasilkan dasar hukem
bagi perbentukan OJK.

Setelah melalui proses seluma lebih dari 3 tabun, amandemen terhadap Undang-
Undang Bank Indonesia akhirnya dapat diselesaikan. Ketentuan Pasal 34 Undang-
Lindang Bank Indonesia yang menjadi dasar hukum pembentukan ierabaga pengawasan
sektor jasa kevangan mengalami proses amandemen, sebagai berikut ;

{1} Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa
keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang,

{2} Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (13, akan
dilaksanakan selambat-lambataya 31 Desember 2010.226

20 ihat Nzskah Akademik Pembentukan OJK, koasep 13 Febrasi 2002, him. 20-21.

223 Risalah Rapat Panitia Kerja RUL Amandemen Atas UU Nomor 23 Tabun 1959 tentang Bank
Indonesia, 2 Marex 2002,

226 \ndonesia, Undang-{indang Perubohan Atas Undang-Undang Bank Indonesia, op.cit., Pasal 34.
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dengan penjelasan, sebagai berikut

{1} Lembaga pengawasan jasa kevangan yang akan dibentuk mefakukan pengawasan
terhadap bank dan perusahaan-perusahasn sekior jasa keuangan lainnya yang
meliput] asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan
pembiayaan serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolsan dana
masyarakat.

Lembaga ini bersifat independen dan menjalankan tugasnya berada di fuar
Pemerintah dan berwajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa
Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam melaksanakan tugasaya, lembaga
ini {supervisory boardy melakukan keordinasi dan kerjasama dengan Bank
Indonesia scbagai bank sentral yang akan distur dalam  undang-undang
pembentukan lembaga dimaksud.

Lembaga pengawasan ini dapat mengeluarkan ketentuan vang berkaitan dengan
pelaksanaan tugas pengawasan bank dengan koordinast dengan Bank Indonesia dan
meminta peniglasan dari Bank Indonesis, keterangan dan data makio yang
diperiukan.

{2} Pengalithan fungsi pengawasan bank dari Dank Indonesia kepada lembaga
pengawasan sektor jasa keuangan dilakukan secara bertahap setelah dipenuhinya
syaral-syarat vang meliputi nfratruktur, angparan, personalia, struktur organisasi,
sigtemn informasi, sistem dokumentast, dan berbagai peraturan pelaksanaan berupa

perangkat hukum serta dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat 227

Adapun wewenang Bank Indonesia yang terksit dempan kelentvan pengaturan
perbankan tidak mengalami perubaban. Bank Indoresia tetap mempunyal wewenang
untuk menstapkan ketentuan perbankan. Dengan memperhatikan hasil amandemen, maka
usul Pemeriniah agar supaya wewenang pengaturan dan pengawasan bank dilakukan oleh
lembaga pengawasan sekior jasa keuangan yang akan dibentuk dapat disimpulkan telah
gagal. DPR hanya menyetujui perpanjangan pembentukan lembapa pengawasan sekilor
jasa kevangan sampai dengan 31 Desember 2010, Pada sisi lain RUU OIK vang 1elah
diajukan kepada DPR sejak tahun 2003 hingga saat ini belum juga mendapat persetujuan.

Dengan memperhatikan proses pembentukan OJK seria dengan memperhatikan
fakta-fakia yang menyertainya, maks dapat disimpulkan bahwa OJK tidak dapat dibentuk
dengan menggunakan Undang-Undang Perubshan Atas Undang-Undang Bank Indonesia
sebagai dasar hukum. Lembaga yang dapai dibentuk dengan menggunakan Undang-

227 1pid. penjelasan Pasal 34.
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Undang Perubahan Atas Undang-Undang Bank Indonesia sebagai dasar hukum adalah
fembaga dengan wewenang sehalus pada pengawasan perbankan dan perusahaan-
perusahaan sckror jasa keuangan lainnya. Adapon yang dimaksnd dengan perusahaan
sektor jasa kevangan lainnya adalah asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan
porosabaan pembiayaan serta badap-badan Bin yang menyelengparakan pengelolaan
dana masyarakat,

Meskipun demikian, membentuk lembaga yang akan memisabkan pengaturan
dengan pengawasan perbankan dengan mengedepankan “kepastian bekum® an-sich,
menurtt Satjipto akan mengubah makna hukum, hukum udak lagi untuk manusia
mehinkan manusia untuk hukem. Saat kita menyadari bahwa pemisahan wewenang
pengawasan dan wewenang pengaturan perbankan justru akan menghasiikan mekanisme
kecja yang lemah, maka Kita harus secara progresif memperianyakan makna pemisahan
terscbut.

Kelemahan dalam konsep pemisahan wewenang pengaluran dan pengawasan
perbankan dapat dipahami mengingat pada saat penyusunan Undang-lindang Bank
Indonesia, kondisi bangsa dan negara sedang mencari bentuk umuk memenuhi tuntutan
reformasi4® Pembahasan secars terbuka antara Pemerinizh dengan DPR  untuk
mengmukan rumusan yang terbaik menemui jalan buntu sedangkon pada sisi lain
Pemerintah masih mempunyai cukup bapyak agenda tindak lanjnt Lo/ dengan JA4F,
Untuk menghindari jalan bunte Pereerintah dan DPR selanjutnys menempuh kesepakatan
untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui forum fobby. Hal int menunjukkan
bahwa produk yang dihasilkan tidak disusun dalam ruang hampa tetapi sangat
dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik  yang subvektif. Menurut Satjipto
tragedi hukum dimulai dari kondisi seperti #y, sejak hukom dituliskan, crang terpakn
pada pembacaan peraturan sehingga mempunyai resiko meminggirkan keadilan dan

thwal masuk akal. 22%

228 tihat Cyber Library Rank Indonesia, Baharuddin Aritomang @ Penyempurngan UV Ne. 23
Toahun F 999 tentang Bank Indeneggiu, 22 Agustus 2003,

229 Satiipto Rahardjo, Biarken Huknm Mengalir, op.cir, blm, §3,
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B. Analisa mengenai Urgensi Pembentukan Oforitas Jasa Kenangan

Dalan: proses fir and proper tesi sebagat calon Deputi Gubernur Senior (1XGS)
Bank Indoresia, Darmin Nasution mengataken kesis keuangan di Indonesia teriadi
karenz Bank Indonesia terlambat mengantisipasi dan tidak bisa mengimbangi inovasi
produk di sektor kevangan. Indonesia harus bergerak mencegah krisis terulang, karena
ongkos krisis yang terjadi tahun 1997 sangat mabal dibandingkan dengan skala
perekonomian Indonesia itu sendiri. Krisis fbarat nyeri yang dalam merasuki tubuh, hal
tersebut menunjukkan ada sesuste yang salah atau bekerja kurang tepat dalam sistem
perekonomian Indonesia. Darmin menambahkan adalah sangat tidak masuk akal dan
badoh apabila kita tidak mengambil pelajaran dari permasaiahan masa lalu, seperti
pepatah hanya keledal yang jatuh ke lobang yang sama dua kal 230

Semua pihak tentu setuiu dengan pendapat Darmin bahwa krisis tahun 1997 terasa
sangat nyeri dan Indonesia harus bergerak melakukan pencegahan, Meskipun demikian
untuk menyusun formula pencegah krisis, sesuatu yang menurui Darmin “salah” atau
“bekerjs kurang tepat” dalam sistem perekonomian Indonesia terlebih dahule harus
dipahasni dengaen balk dan benar. Pada sektor perbankan, krisis tahnn 1997 telah
mendorong wpaya untek melakukan resirukturisasi yang antara lain dilekukan depgan
meninjau kembali efektivitas pengaturan dan pengawasan bank, Langkah tersebut sangat
strategis mengingat lebih dari 90 % industri kevangen di Indonesia dikelola oleh
perbankan. Beberapa studi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa krisis perbankan
pada berbagai negara terjadi karena lembaga yang bertugas melakukan pengateran dan
pengawasan  perbankan  lidsk  memiliki  independensi.  Hal terscbut  mendorong
menguatnya argumen bahwa pengaturan dan pengawasan perbankan sebatknya memiliki

independensi untuk menjaga dan memelihara stabilitas sektor kevangan,23!

Pada saat krisis terjadi shun 1597, tugas pengaturan dan pengawasan bank

230 Dygeenin © Krisis 1998 Karena Bl Terlambc: Mengantisipasi, <hitpsfwww.detikfinance.com
Jread/2009/05/) 171 54824/1 129304/ Sidarminskrisis-1990>, 1] Mei 2000,
231 Suseno; Piter Abduailah, op.oit., hio. 51
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dilalcsanakan oleh Bank Indonesia. Meskipun demikian tugas tersebut belum diseriai
dengan independensi sebagaimana dapat ditinjau pada 2 ketentuan pokok di bidang
perbankan, vaitu di dalam Undang-Undang Perbankan sebagai berikut :

Apabila menurut penilaian Bank Indonesia .

{1} keadaan suatu bank membahayakan sistem perbankan; ataus

{2} tindakan sebagaimana dipnaksud dalam ayat (2) belum cukup untuk mengatasi
kesulitan yang dihadapi bank;

Rark Indonesia mengusulkan kepada Menteri (Keoangan) uniuk mencabut izin usaha

bank tersebut 232

serta dapat pula ditinjau di dalars Undang-Undang Bank Sentral bahwa dalam rangka
pembinaan perbankan, tugas tersebut dilaksanakan oleh Bank Indonesia berdasackan
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Dalam merumuskan kebijaksanean
Pemerintah dibantu oich Dewan Moneter yang diketuai oleh Menteri Keuangan, adapun
Gubernur Bank Indonesia berkedudukan sebagat anpgota. 233 '

Dengan rackanisme tersebut efcktivitas pelaksanaan tugas Bank Indonesia di
bidang perbankan sangat ditentuken oleh arab kebijaksanaan Dewan Moneter. Dalam
praktek di lapangan peran Diewan Mongter seringkali melumpaul  batos-batas
wewenangnya, termasuk melakukan intervensi kebijakan-kebijakan tekais di bidang
perbankan. Scbagal pembina dan pengawas perbankan, Bank Indonesia justru tidak dapat
berbuat banyak dan sangat terbatas pada tindakan-tindakan yang bersifat rutin dan teknis.
Penolakan usul Bank Indonesia untuk menutup bank bermasalah karena Pemerintah
menilai hal ersebut akan menganpgpy pemilu tahun 1998, menunjukkan befum terdapat

independensi dalam pengaturan dan pengawasan perbankan.

Pade waktu krisis tahun 1997, mekanisme pengaturan dan pengawasan perbankan
Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia dengan menggunakan Basel Principles
sebagai kerangka acuan, Selain di Indonesia, Base! Principles juga telah dipergunakan
sebagai acuan bagi pengaturan dan pengawssan perbankan pada lebih dari 100 negara di
dunia. Adapun Baszel Principles adalah pokok-pokek pengawasan bank vyang
dirckomendasikan sleh BIS berdasarkan best practises pada bank sentral dan otoritas

pengawasan bank yang tergbung dalam Basel Commitie. Konsep dasar yang

232 mdonesia, {ndang-Undang Perbarkan, op-cil., Pasal 37 ayat (3).
23} Indonesia, Lindang- Unidang Bank Seniral, opci., Pasall.

Universitas Indonesia

Urgensi Pembentukan..., Sigit Maryuwanto, FH Ul, 2009



88

dipergunakan  dalam  mengembangkan  Basel Principles sebagai suatn formulas
pengaturan dan pengawasan yang efekiif edalab perlonya otoritas perbankan mempunyai

independerist unluk mengambil suatu Keputusaa.

Pemikiran mengenal independensi bagl pengaturan dan pengawasan bank
akhirpya tervujud setelsh melalui proses restruklupisasi perbankan pasca krisis tahon
1997. Sebagai langkah awal pada 10 November 1999 dilakuken penghapusan duslisme
wewenang pengaturan dan pengawasan perbankan yang semula berada diantara
Departemen Keuangan dan Bank Indonesm, sebagai berikus :

Apabila menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan
sistemn perbankan, Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan

memerintahkan direkst bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemepgang
Saham guna membubarkan badan hukum dan membentuk tim likuidasi 234

5 bulan kemudian Bank Indonesia memperoleh independensi, bebas dari campur tangan
Pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecvali untuk hal-bal yang secara tegas diatur
dalam Undang-Undang Bank Indonesia 235

Meskipun demikian krisis tahun 1997 juga mendorong pemikiran dengan arah
pendekatan berbeda, yaitn munculnys pemikiran seperit pendapat Darmin yang lebil
menckankan bahwa Krisis vang terjadi sdalab karena kepagslen Bank Indonesia dalam
melaksanakan pengaturan dan pengawasan bank. Atas kegagalan tersebui perlu dibentuk
lembaga barv yang akan melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap bank dan
lembaga sektor jasa kenangan lainnyva yang kemudian dikenal dengan konsep QIK.

Beberapa pendekatan yang diperpunakan sebagai dasar pemikiran dalam
menyusun urgensi pembentukan OJK, meliputi bal-hal sebagai berikut
. Terdapat 4 perubahan dalam indusiri keuangan
Pertama, produk jasa keuangan semakin bervariasi dan kompleks. Produk mumi
perbankan dan LKBB mulai ditingpalkan dan semakin berkembang perpaduan antara
produk perbankan dan produk LKBB.

234 yndonesia, Undang-Undang Perubohan Atas {Indang-Undang Perbankon, op.cit, Pasa] 37
avat {2} huraf'b,

233 ndonesia, Uindong-Undang Bank indonesia, op.cit, Passt 4 avar (2) dan Pasal §.
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Kedua, lembaga-lembaga keuangan cenderung melakukan konglomerasi, perusahaan
yang sermula hanya bergerak pada subsekior jasa keuangan tertentu melebarkan usaha
dengan membentuk anak perusaheen vang bergerak pada subsekior jasa kewangan
yang berbeda.

Ketiga, globalisasi perdagangan jase vang meningkatkan arus transaksi keluar atan
masuk Indonesia. Produk jusa kenangan asing masuk ke Indonesia atau perusahaan
jasa keuangan Indonesia melengkah keluar Indonesia tanpa kehadinan fisik.

Keempat, dengan perkembangan teknologi transaksi bisnis dapat dilakukan melalui
internet {¢ commerce), sehingga perlindungan kepada konsumen harus semakin jelas.

. Pembenahan dalam industri kevangan

Indonesia merupskan negara yang banking centrie, industri perbankan memegang
peranan penting dalam industri keusngan karena lebih dari 80 % aset ée;nbaga
keuangan dikuasal oleh perbankan. Koandist tersebut akan menempatkan Indonesia
pada resiko sistemik schingga perfu ditempuh upaya uniuk mengurangi dampak
negatif dari dominasi sekior perbankan dengan mengembangkan sektor LKBB.

. Pemurnian otoritas fiskal dan moneter

Dalam sister perekonomian Indonesia dikenal 2 fungsi penjaga stabilitas ekonoms
yaitu fungsi fiskal dan fungs: moneter, fungst fiskal dilaksanakan oleh Departemen
Kevangan sedangkan fungsi moneter dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Dalam
melaksanakan fungsi fiskal Departemen Keuvangan bertugas menggali potensi-potensi
penerimaan negara untuk membizyar penyelenggaraan pembangunan, selain i
Departemen Keusngan juga haros bertugas untuk membina LKBB. Adapun fungsi
rmoneter ditaksanakan Bank fndonesia untuk menjaga kestabilan moneter dan nilai
tukar Rupiah, selain #u Bank Indonesia juga bertugas sebagai pembina perbankan.
Beban kerja yang tinggi serta keterbatasan sarana dan sumberdaya pengawasan yang
dimiliki menyebablan pelaksanaan tugas Bank Indonesia menjadi tidak efektif.

. Perubaban paradigma untuk membina industei kevangan

Pada mase lalu Pemerintah terlibat terals jauh dalam mengelola sektor jasa
kevangan, peran Pemerimtah dalam membina sering berubab menjadi sekedar
melindungi dan menjaga eksistensi perusahaan jasa kevangan meskipun dalam

kondisi yang tidak sehatl. Dalam beberapa hal kondisi buruk perusahasn keuangan
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tidak muangkin lagi dituwpl, meskipun demikian pada ssat itu biaya untuk
penyelamatan kemungkinan sudah tidak fagi terjangkan, Dengan adanya desakan
demokratisasi ekonomi, maka Pemerintab dibarapkan dapat bertindak scbagai
fasilitator yang adil terbadap pelaku kepiatan ekonomi, pertukaran informasi secara
akurat dan terbuka harus diciptakan,
5. Efisiensi peranan Pemerintah

Dengan suomber dana yang terbatas, Pemerintah harus membuat prioritas terhadap
kegiatan-kegiatan yang mendorong twnbuhnys perskonomian, dan biaya yang
minimun harus menjadi pilihan utama. industri yang dewasa dapat mengatur dirinya
sendiri sehingga Pemerintah tidak lagi harus terus menerus menjadi  polisi
selanjutnys Pemerintah dapat melakokan efisiensi sebagian atan seluruh dana yang

sebelumnya dipergunakan untuk pengawasan terhadap industsi keuangan 230

Kedua pemikiran tersebut, yaitu melakukan restrukiurisasi efektivitas pelaksanaan tugas
pengaturan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia atau membentuk OJK vang akan
menjadi repulator torhadap seluruh mdustri kevangan, hingga saat ini masib menyisakan

perdebatan paniang.

Untuk menemukan jawasban ates dua bentuk pemikiran fersebut maka dapat
dilakukan melalni pendekatan teoritls, pendekatan sistemn dan pendekatan empiris 237
Dari sudut tcort terdapat 2 alivan (school of thought) dalam pengawasan industei
keuangan. Teorl pertama menempatkan pepgawasan schireh industri kesangan pada |
lembaga tunggal sepenti konsep QIJK, adapun teori kedun menempatkan pengawasan
industri keuangan pada beberapa lembaga. Ingeris adalah negars pelopor teori
pengawasan industri kevangan oleh lembaga winpggal, sedangkan Amerika dan Indonesia
menggunakan teori pengawasan industri Keuangan oleh beberapa lembaga. Pemilihan
teor untuk melaksanakan pengawasan dan pengaturan terhadap industri keuangan sangat

ditentukan oleh sistem perbankan yang dianut oleh masing-masing negaca.

Dari sudut sistem terdapal comerciad banking system dan wniversal banking

2¥ Bentuk otoriws jasa kevangan yang menjedi rujukan bagi pembentukan OJK diantaranys
adalely 754 dan APRA. Lilist Naskah Akademik Perberinkarn OFK, kovsep 13 Februari 2002, blmd - 12,

237 zuikernain Siomypal, Prablematika Ferbankan, op.oit. him. 146-147.
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sysiem. Pada comercial banking system seperti diterapkan di Amerika dan Indonesia bank
dilarang melakukan kegiatan usaha ¢i lvar kegiatan vsaha perbankan sebaliknya pada
universal banking system seperti diterapkan di Inggris, bank dapat melakukan kegiatan
usaha di luar kegiatan usaha perbankan seperti asuransi. Konvergensi yang dalam antar
kegiatan usaha pada comercial banking system gkan menimbulkan permasalahan

mengenal kewepangan regulasi.

Dari sudut empiris, survey yang dilakukan oleh Cental Bonking Pubfication tahun
{999 menyebutkan bahwa dari 123 negara yaang ditehiti, 92 diantamanya memberikan
wewenang pengawasan industri perbankan kepada bank sentsal. Hasil penelitian tersebut
semakin menonjo! uniuk negara-negara yang sedang berkembang. Pada nepara vang
sedang berkembang wewenang pengawasan bank cenderung diberikan kepada bank

sentral 238

Berdasarkan keliga pendekatan tersebut, keputusan untuk memilih bentuk
pengawasan lembaga keuangan unluk diterapkan di Indonesia pads akhirnya akan
menjadi keputusan bersama antara Pemerintah dan DPR. Sebagai catatan perlu ki
kelahui bshwa kehendak Pemgcrintah untuk membentuk OJK pernah ditolak oleh DPR

sebagaimana tereermin pada hasil amandemen Undang-Usndang Bank Indonesia.

Untuk mendalami keputusan yang akan diiempuh Pemerintah dan DPR mengenai
pembentukan OJK, maka menurut Pownd hal tersebut harus diteliti dari sudut
kepentingan dengan sedapat mungkin menghindarkan persengketaan dan pemborosan.
Beberapa perkembangan terakhir yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan untuk
meneliti derajat kepentingan dengan menggunakan pemikiran Pound, antara lain meliputi
hai-hal sebapai berikut :

1. Pelajaran Gari krigis Subprime Morigage dan Northren Rock
Krisis Subprime yang teriadi di Amerika yang menganut sistem pengawasan lembaga
keuangan olch beberapa lembaga menghasilkan kebijakan baru mengenai perlunya
bank sentral mempunyai akses pengawasan bukan hanya pada perbankan, 23 Melalui

238 15iq
239 Kampas, “Akhiroya AS Bersedia Ta Lembaga Keuangan", 1 April 2008, hind
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cetak birit Kebijakan baruy mengenai sistem keuvangan Amerika, The Fed akan menjadi
regulalor stabilisator pasar schingga akan mendorong The Fed menjadi reguiator
keuangan yang sangat haii-hati.240

Dalam krisis Northren sisiem pengawasan oleh lemmbaga tunggal temyata juga
mempunyal kelemahan serta tidak menjamin koerdinast antar institust dapat berjaian
dengan baik. Dalam perkembangan selanjutnya FS4 dan APRA yang menjadi
lembaga tujukan dalam rencanz pembentukan OJK, pada akhirnya justru
mengembalikan fungsi pengawasan bank kepada bank sentral 24! Dengan demikian
belum terdapat contoh yang sukses mengenai fungsi dan peran lembaga pengawasan
tunggal sebagaimana konsep OIJK, dan saat ini eRktivitas OJK sedang banyak
dipertanyakan di seluruh duniz 242

2. Wacanz baru integrasi pengawasan LKBB dalam pengawasan bank sentral

Dalam pertemuan di Besel Swiss pada 13 September 2004, para Guberaur bank
sentral angpota BI85 membahas berbagal isue yang berkaitan dengan perkembangan
usaha asuransi. Dalam presentasi Manuel dgquilera-Verduzeo, diuraikan mengenai
perlunya standarisast pengaturan dan pengawasan terhadap perusabaan asurans) yang
berlaku seragam secsra internasional seperti halnya beriaku pada perbankan. Apabila
hal tersebut tidak dilakuken mska dikhewatickan akan membahayakan industri

asuransi dan dapat memicu instabilitas industri kenangan secara keseluruhan.

Pada belwrapa negara di Eropa seperti Belanda dan Spanye! umtuk menghbindari
resika sebagaimana dipresentasikan oleh Manwel ditempub dengan melakukan
integrasi pengawasan LKBB ke dalam bank sentral schingga regulasi dapal
disesuaikan dengan vang diterapkan di perbankan. D¥ Irlandia pengawasan seluruh
industri LKBB bahkan telah diintegrasikan ke dalam bank sentral sejak tahun 2002.
Berdasarkan hasil pembszhasan BIS selanjutnya menyimpulkan bahwa sebaiknya

240 Republika, “AS Akan Keluarkan Ksbijakan Finansisl Baru™, 1 April 2008, him. 16.

243 ° Ef‘ekuvuas Pembenmikan OJK Harus Dikajt Lagi”, <hup:Zanssip id/hukemon finefdetail
25p 2 3= B8 tz>, 17 Seplember 2003,

24z Me:nagih Labxnya QK. amindivnsw hukumoniine comvdetail asp 1id=19432 8¢ l=Beritg™>
6 Juni 2008,
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dilzkukan integrasi pengawasan LKBB ke dalam pengawasan bank sentral 243

3. Rekomendast Basel Principles mengenat penvatuan wewenang pengaturan dan
pengawasan bank
Naskah Akademik OIK yang memuat dasar pemikiran perlunya penggabungan antara
wewenang  pengaturan  dan  pengawasan  perbankan adalah  disusunm  dengan
menggunakan Basel Principles sebagai acuan. Basel Principles sebagai suatu standar
internasional bagl pengaturan dan pengawasan perbankan merekomendasikan
penggabungan fungsi pengaturan (regwlation), pemberian izin (Hicensing), pencabutan

izin (delicensing) dan pengawasan (supervision) berada dalam 1 lembaga. 2%

Dengan demikian pengaturan dan pengawasan perbankan oleh OJK akan mempunyal
banyak persamaan dengan pengateran dan pengawasan perbankan oleh Bank
Indonesia, karena Base! Principles scbagai acuan telab dipergunakan oleh Bank
Indonesia sebelumnya. Mengingat teknis pengaturan dan pengawasan bank akan
mempunysl banyak persamaan. maka fungsi baru yang lerdapat dalam konsep OJK
adalah terkait dengan sinkronisasi kebijakan antara sekior perbankan dan LKBB.
Suatu fungsi yang juga telab ada pada FSSK yang dibeatuk untuk mengantisipasi
krisis tanpa menghilangkan independensi mstansi terkaie i dalamnya.
4. Independensi dalam pengaturan dan pengawasan bank

Berbagai hasil studi menunjukkan perlunya independensi dalam pengaturan dan
pengawasan bank untuk menjage stabilias sekior kevangun. Syarat independensi
merupakans konsep dasar Basel FPrinciples agar supaya otoritas perbankan mampu
menghasilkan formulasi pengawasan bank yang efektifl Mersjuk pada RUU OJK
tercantum rumusan bahwa OJK adalah lembaga independen dalam melaksanakan
tugas dan wewenangnya, tetapi juga disebutkan tahwa OJK akan bartanggungjawab
kepzda Presiden. Secara khusus RUU OJK menyusun rumusan mengenai arahan

Presiden sebagai berikut :

com/kompas-cerake/0410/02/ekonomif1 302846 ho>, 2 Oktober 2064,

244 Pim Penyusun RUU tentang OJK dan Persiapan Pembentkan OJK, Naskah Akedenik
Pembentnkan OJK, op.cit, him_ 16.
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{1) Dalam hal untuk kepentingan nasional, Presiden dapat memberikarn arahan
kepada OGJK mengenai kehijakan yang sedang ataw direncanakan untuk
dilaksanakan, atau prioritas yang sedang mau direncanakan untuk dilaksanakan
oleh OJK dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

(2} Arahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Presiden setelah
terlebih dahuiv berkonsultasi dengan DPR.

{3} Arahan sebagaimana dimnaksud dalam ayat {1}, wajib diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja seteluh
penyampaian arahan tertulis kepada QJK 245

Lebih lanjut ditegaskan bahwa meskipun QJK merepakan lembaga di luar Pemerintah
letapi OJK akan tetap menjadi bagian dari pemerintahan.246

Apabila kita cermati mekanisme tanggung jawab OJK kepada Presiden memiliki
persamaan dengan mekanisme pembinaan perbankan sebelum krisis tahun 1997 vang
ditaksanakan oleh Bank Indonesia berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh
Pemerintah. 247 Efektivitas konstruksi independensi OJi sangat menarik untuk dikaji
apakah hal tersebut berarti pengaturan perbankan akan kembali pada konsep sebelum
krisis 1997, Perlu diketahui bahwa untuk menjaga independensi Bank Indonesia
dalam melaksanakan tugas, Presiden B.J. Habibie saat itu menempuh kebijaksanaan

untuk (idak menempatkan Gubernur Bank Indonesiz dalam jajaran Kabinet, 248

Menjelang akhir batas wakiu pembentukan 2010, kondisi perbankan dan kandisi
perckonomian Indonesia telah jauh lebih baik dibandingkan dengan kondist tahun
2002 saal pembentukan lembaga pengawasan jesa keuvangan dituada. Meskipun
demikian dengan memperhatikan arah trend global yang justiw memberikan
wewenang lebih kepada bank sentral untuk mempunyai akses kepada bank dan
LKBB, maka efisiensi gagasan pembentukan lembaga OJK sangat menarik untuk
dipertanyakan.

243 RuL OIK, Pasal 40.
246 Tim Penyusun RUU tentang (JK dan Persizpan Pembentukan OJK, Nasaah Ahademik

Pembentukan QIK, opcit, Bim, |15

247 \adonesia, Undang-Undauny Bunk Sewral, opucil. Pasal §ayat (1)
248 Didik J. Rachbini, .4/, opoit. him, 14,
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BABY
PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Lembaga OJK tidak dapat dibentuk dengan menggunakan Undang-Undang
Perubahan Atas Undang-Undang Bank Indonesia sebagai dasar hukum. Lembaga
yang dapat dibentuk dengan menggunakan Undang-Undang Perubahan Atas
Undang-Undang Bank indonesia sebagal dasar hukum adalah lembaga dengan
wewenang scbatas pada wewenang pengawasan terbadap perbankan dan
perusahaan-perusahaan sckior jasa keuangan lainnya. Berdasarkan Lndang-
Undang Perubahan Atas Undang-Undang Bank Indonesia maka pengawasan
perbankan dan perusabaan sekior jasa kevangan lainnya yang melipub) asuransi,
dana pensiun, sekuriias, modal ventura dan perusahaan pembiayaan serta badan-
badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dara masyarakst skan dilakukan
oleh lembaga di luar Bank Indonesia

Pembentukan OJK haros mempunyal dasar hukum, dan hal tersebut dapat
dilakukan dengan cara terlebih dahuiu melakukan amandemen terbadap Undang-

Undang Perubahan Atas Undang-Undang Bank Indonesia.

Gagasan OJK adalah gagasan mengenai pembentukan lembaga wnggal di luar
bank sentral dan Depariemen Keuangan uatuk melaksanakan tugas pengaturan
dan pengawasan ferhadap seivruh industri kevangan, Salah satu referensi bagi
pembentukan OJK adalah FS4 lngperis yang merapakan pelopor konsep fembaga
tunggal sebagai repulator bagi industri keuvangan. Meskipun demikian dengan
memperhatikan bahwa Inggris telah meninggalkan konsep tersebut dan Basel
Prinsiples yang merekomendasikan pentingnya inlegrasi pengawasan LKBB ke
dalam bank sentral maka gagasan mengenal urgensi OJK adalah perlu ditinjau
ulang. Gagasan untuk membeniuk OJK pada dasarnya adalah gagasan yang
berkembang karena proses pencarian bentuk lembaga pengawasan sekior jasa
keusngan berdasarkan Undang-Undang Bark Indonesia mengalami kendala.

Apabila dirunut denpan lebih mendalam fagi yaitu dari konsep awal R1JU Bank
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‘ndonesia, maka gagasan mengenal GIK sebapal sesuatu lembaga yang urgen

bagi industri kevangan sebeparnya tidak pernah ada.

. Saran

. Perlu disadari bahwa kepulusan untuk membentvk QJK pada akhirnya akan
menjadi keputusan bersama antara Pemertntah dan DPR. Meskipun demikian
keputusan yang akan diternpuh hendaknya bukan berups keputusan politik sesaat
serta harus sedapat mungkin menghindarkan persengketaan dan pemborosan.
Keputusan yang akan diambil hendaknya mempertimbangkan keberadaan
Undang-Undang Pesubaban Atas Undang-Usdang Bank Indonesia, akar peayebab
krisis tabun 1997, bentuk kebijakan perbankan Indonesfa sebelum krisis tahun
1997, best practise yang memberikan wewenang lebib kepada bank sentral dalam
pengaturan dan pengawasan industr keuangan serts dengan mempertimbangkan
babwa bentuk pengaturan dan pengawasan industri keuangan oleh lembaga
iunggal adalah mulai ditinggalkan,

. Apabila proses amandemen tidak diteropuh dan pembentukan lembaga sektor jasa
keuangan dilanjutkan sesuai denpsn amanat Undang-Undang Perubahan Atas
‘Undang-Undang Bank Indonesia, maka hal tersebut juga harus dipertimbangkan
dengan bijak. Pengaturan dan pepgawasan adalabh proses dinamis vang
berkesinambungan, Pengaturan diakukan setelabh dilakukan pengamatan terhadap
geiala dan pratiic di lapangan. Peraturan yang dihasilkan harus ditegakkan dan
untuk tu pelaksanaan di lapangan hares diawasi. Hasil pengawasan akan
menghasilkan pemikiran-pemikiran ustuk menghasitkan peraturan baru yang
lebth sempurna. Pemisahan fungsi pengaturan dan pengawasan bank akan
menghasilkan mekanisme Kega yang lemah dan hal tersebut (elyh disadari

sepenuhnya olch Pemeriniah,

Amanat pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa kevangan berdasarkan
Undang-Undang Perubahan Atss Undang-Updang Bank Indonesia bendaknya
tidak dipandang dengan mengedepankan positivisme on-sich. Harus sccara
progresif dipertanyzkan makna pemisahan Hungsi pengaturan dan pengawasan

bank apabila hal tersebut hanya akan menghasilkan mekanisme keria vang lemah.
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Harus secara progresif diperanyakan makna pemisahan fungsi pengaturan dan
pengawssan bank yang schenarnya, selain banya karena merupakan hasil
kompromi semata. Bersikuksh menjalankan hukum  begitu  saja  adalah

mempertghankan status que, yang lazim berlindung di belakang konsep kepastian
fivkum,
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RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  TAHUN 1998
TENTANG
BANK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA £SA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk memelihara kestnambungan pelaksanaan pemba-
ngunan nagional gzma‘ mewujudkan masyarakat Indonesia yang
adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan ﬁndaﬁg«»i}n&ng
Dasar 1945, pelaksanaan pembangunan ekonomi diarahkan

pada terwujudnya pevekonomian nastonal yang mandiri dan

andal serta mampu bersaing di kancah perskonomiin

internasional;
bahwa sejalan dengan fantangan pembangunan ckonomi yang
semakin kompleks, sistem Reuangan yang semakin niaju serta

perekanomian intepnasional yang semakin kowmpelitif dan

terintegrasi, raka kebijakan moneter periu dititikberatkan pada

upays memelihara stabilitas nilai rupialy

bahwa untuk pelaksanaan kebijakan moneter, diperlukan
k3

sistem’ keuangan yang sehat dan sistem pembayaran yang

w

efisien, cepat dan aman;
bshwa dengan pertimbangan-pertfmbangan tersebut di am',
maka unfuk dapst melakukan tugas dan wewenang Bank
Indonesia dengan baik, kepada Bank Indonesia harus di’iﬁ&ri.kah
kedudukan yang independen dalam Undang-undang bary

terdang Bank Ind 14,
g BA %rggnsi e%%}en?ukan..., Sigit Maryuwanto, FH Ul, 2009 ¢
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<‘“§3§§ggingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 23 Undang-tndang
: Dasar 1948; ' '

Dengan persetujuan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN ;

E

—
kan : UNDANG-UNDANG TENTANG BANK INDONESIA. t
|
BABI
- KETENTUAN UMUM |
Pasal 1 . :

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1. Dewan Gubernur adalah pimpinan Bank Indonesia; .

2. QGubernur adalah pemimpin merangkap anggota Dewsn
Gubernuy; ) o
3. }Bc;;uti Gubernur Senior adaigh wakii peuimpin mcrangk.ap
anggota Dewsan Gubernur; ‘

4., Deputi Gubernur adalah anggdfa.‘i}cwan Gubernur; -

Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagai-
mans dimaksud dalam Undang-undang tentang Perbankan

yang berlaku;
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Pasgal 21

Bank Indonesia herwenang mengatur sistem Kliring antar bank
dalam mata uang Rupiah dan atau valuta asing.

Pasal 22
(1) - Penvelenggaraan kegiatan kiiring antar bank Vdaiam mata usm;g
Rupiah dan atau valuta asing dapat dilakukan oleh Bank
Indonesia atau pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia. .
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalem ayat (1)

ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 23

" {1} Bank Indonesia menyelengzarakan penyelesaian akhir transaksi
» pembayaran aniar bank dalam mata uang Rupiah dan atau
valuta asing. '

- {Z) Penyelenggaraan kegiatan penyelesaian akhir transaksi pem-
' baysran antar bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dapat dilakukan oleh pihak lain dengan persetujuan Bank

indonesia. .

(3) Pelaksangan kelentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dan ayat (2) ditetapka}z dengan Peraturan Bank Indonesia.

\ | BAB VII .
- TUGAS MENGATUR DAN MENGAWASI BANK

Pasal 24 -

L3
N

{

(2} Pembeniukan ..

Urgensi Pembentukan..., Sigit Maryuwanto, FH Ul, 2009 ’
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{2} Pernbentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksod

(8

{4)

dalam  ayat (1) akan dilaksanakan selambat-lambainya
pertengahan izhun 2000,

Lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
waiib ‘ '
a. mengupayakan kesepakatan dengan Bank Indonesia dalam

mengeluarkan peraturan-peraturan  {entang pengawasan
perbankan, '

b. memberikan informasi penting kepada Bank Indonesia
mengenal data perbankan,

Bank Indonesia wajib membantu lembaga pengawasan

perbankan sebagaimana  dimaksud dalam ayat {1} dalam

melaksanakan tugasnya dan memberiken informasi penting

mengenal keadaan bank,

Pasal 25

‘Bank indonesia mengatur dan mengembangkan sistem

informasi kredit atas nama lembaga pang&v«&é&n perbanian.

Sistem informasi kradit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
~dapat dilaksanakan oleh Bank Indonesia sendiri atau pihak lain

dengan perseiujuan Bank Indonesia.

L LE]

Pasal 2¢

éﬁg@q;'ang lembaga pengawasan. perbankan sebagaimana dimaksud
";\_ci_&_i&m Pasal 24 ayat (1) belum dibentuk, pengaturan dan

Urgensi Pembentukan..., Sigit Maryuwanto, FH U_I1 2099
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BAB VI
HUBUNGAN KEUANGAN DENGAN PEMERINTAH
Pazal 27

Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas Pemerintah.

. - Pasal 28

Bank Indoresia uniuk dan atas nama Pemerintah dapat menerima
pinjaman  luar nezeri, menatausahakan, serlz menyelesaikan
tagihan dan kewajiban keuangan Pemevintah zcr%;aéap pihak luar
niegert,

Fasal 29

(1) Dalam hal Pemerintah akan menerbitkan surat-surat hutang

Bank Indonesia, A

(2} Bank Indonesia dapat membantu penerbilan suvat-surat hutang
negars yang diterbitkan Pemeriniah sebagaimana @ dimaksud
dalam ayat (1).

¥
"

{3} .Bankindonesia dilarang membeli antuk diri sendivi surat-surat
hutang negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kecuali di
pasar sekunder.

Yasal 30
%; nk Indonesia dilarang memberikan kredit kepada Pemerintah,

Ur_gensi Pembentukan..., Sigit Maryuwanto, FH Ul, 2009
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" tata cara pemberian persetujuan terhadap pihak lain yang akan me-
5 nyelenggavakan kKliring,

. Pokok-pokok ketentuan yang akan éitctapkan- dalam Peraturan Bank

Indonesia memuat anfara lain :

a. persyaratan  dan  bentuk  hukum  pihak  Jain yang  dapal
menyelenggarakan peayelesaian akhur transaksi perubayaran antar
hank;

b tata carg pemberian persetujuan tevhadap pihak lain yang akan

menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar

bank;

¢. mekanisme uniuk meminimalkan risiko kegagalan pemenuhan
kewajiban bank dalam penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar
pank.

Ayat (1) ‘
" Lembaga pengawasan perbankan yang akan mengambil alih tugas Bank
Indonesia dalem mengatur dan mengawasi bank harus independen dan

dibentuk dengan Undang-undang.

Ayat (2} ...

Urgensi Pembentukan..., Sigit Maryuwanto, FH Ul, 2009
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2 \daza pinjaman luar neger: B&nk;
- data iransaksi off balance sheet,

lgh yang wajib diberikan oleh Bank Indonesia kepada lembaga

| “itu, Bank Indonesia Juga wajib memberikan bantuar& antara lain

_gizzgan kantor;
bantuan teknis lainnya.

Pasal 25 ...
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Ez;ugas pengaturan dan pengawasan belum diserahkan kepada lembaga
ssan perbankan, yang bertindal sebagai otoritas pengawasan Bank
ink Indonesia. Pelaksanaan pengawasan Bank tersebut dilakukan

Arkan Undang-undang tentang Perbankan.

3 Ri&h atas beban rekening Pe:mz::rm{&h pada Bank Indonesia.

i?‘,_
e

Pasal 25 ...

Urgensi Pembentukan..., Sigit Maryuwanto, FH Ul, 2009
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Sndah dikoreksi

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT
PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG |

TENTANG

BANK INDONESIA
Tahun Sidang : 1998-1999
Masa Persidangan @ i
Rapat : ke _ -
Jenis Rapat : Rapat Kerja Komist Vilf ke-9 T
Dengan ;.  Menteri Keuangan Republik Indonesia
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Selass, 16 Maret 19988 _
Ketua Rapat : Tayo Tarmadi, 5. S0, -
Sekretaria Rapat : H. Anvear Sjarwan, SE -
Acara : Pembahasan Daftar Inventarisasi Masaiah {DIM} RU

tentang Bank indonesia
Hadir 44 dari 64 Anggota Komisi Vi

KESIMPLILAN/KEPUTLISAN RAPAT
[, PENDAHULUAN : _ e

1. Skors Rapat dicabut-dan Ketua Rapat membuka kemball rapat pada pukul
09.35 WIB setelah kuorum dan keempat fraksi terpenuhi, serta diayatalcan
tarbuka uniuk umum,

2. Koreksi Laporan Singkat disampaikan oleh FKP. e
3. Rapat diskors pada pukul 17.15 WIB untuk dilanjutkan hari Rabu, 17 Maret
- 1999 pukul 13.00 WIB setelah rapat kerja pembahasan RUU tentang
Perubahan atas APBN Tahun Anggaran 1998/1599.
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(. KEPUTUSAN RAPAT

1.

DIM No. 55, mengenai Pasal 16 disepakati pembahasannya diserahkan
kepada Tim Perumus/Tim Sinkronisasi.

Catatan : Usulan FPP disepakati dibahas pada saat membicarakan pasal-pasal
mengenai pengawasan.

. DiMt No. 56, mengenai Pasal 17 disetujui tidak ada perubshan dan tetap

sesual dengan naskah RIJU dengan rumusan sebagai berikut,

“Pasal 17
Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dibebaskan dari bea materas

. DM No. 57, mengenai Pasal 18 disepakati pembahasannya ézaﬁrahkan‘

kepada Timus/Timsin,

. DIM No. 58, mengenai Pasal 19 disetujui tidak ada perubshan dan tetap

sesual dengan naskah RUU dengan rumusan sebagai berikut.

“Pasal 19
Bark Indonesia tidak memberikan penggant:arz kerugian atas uang yang hilang
atau musnah karena sebab apapun.”

. DIM No. 59, mengenat Pasal 2& ayat (1} tidak ada perubahan dan tetap sesua

dengan naskah RULI dengan rumusan sebagai berikut.
“(1) ‘Bank Indonesia dapat mencabut dan menark uang Rupiah dac
peredaran dengan memberikan penggantian dengan nilai yang sama.”

» DIM No. 60, mengenai Pasal 20 ayat (2) disetujui dengan rumusan sebagai

berikut.

“(2) Apabila 5 {lima} tehun sesudah tanggal pencabulan sebagaimana
dirnaksud pada ayat (1), masih terdapat uang vang belum ditukarkan,
nilai uang tersebut diperhitungkan sebagal penerimaan thun anggaran
berjalan.” :

. DIM No. 61, mengenai Pasal 20 ayat (3) disetujui dengan rumusan sebagai

berikut.

“(3) Uang yang ditukarkan sesudah berakhirnya jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (A, diperhitungkan sabagaz pengeluaran tahur‘a
anggaran berjalan.”

- DIM No. 62, mengenai Pasal 20 ayat (4} disetujui tidak ada pewb&?zan dan
. tetap sesuai dengan naskah RUU dengan rumusan sebagai berikut.

“{4) Hak untuk menuntut penukaran uang yang sudah dicabut, tidak berlaku
lagi setelah 10 {sepuluh) tahun sejak tanggal pencabutan.”

£
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2. DIM No. 63, mengenai Pasal 20 ayat (5} disetujui dengan cumusan sebagai
barikut.
“{5) Pelaksanaan pencabutan dan penarikan  uang dari  peredaran
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} ditetapkan dengan Peraturan Bank
Indenesia.”

10. DIM No. &4, mengenai nomor Pasal 21 disetujut tetap.

T1. DiM No. 65, mengenal Fasal 21 disetujui tidak ada perubshan dan tetap
sesual dengan naskah RUL dengan rumusan sebagai berikut.

*Pasal 21
Bank Indonesia berwenang mengatur sistem kiiring antar bank dalam uang
Rupiah dan/atau valula asing.” -

12. DIM MNo. 68, mengenal nomor Pasal 22 disetujui tetap. \

13. DIM No, 67, mengenai Pasal 22 ayat {1} disetujui dengan per}yampumaan
rumusan sebagai berikut
“01} Penyelanggaraan kegiatan kliring antar bank dalam mata uang Rupxah
danfatau vahsta asing dialakukan oleh Bank Indonesia atau dapat
dilakukan oleh pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia.”

14. DIM No. 88, mengenai Pasal 22 ayat (2) disetujui dengan rumusan sebagai
berilut,
“{(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Pearaturan Bank Indonesia.”

15, DIM No. 69, mengenal nomor Pasal 23 disetujui tetap.

16. DIM No. 70, mengenal Pasal 23 ayat (1} disetujui tidak ada perubshan dan
tetap sesuai dengan naskah RUU dengan rumusan sebagai berikut.
“(1) Bank Indonesia menyelenggarakan penyelesajan akhir transaksi
pembayaran antar bank dalam mata uang Rupiah da/atau valuta
asing,” oo

17, DIM No. 71, mengenai Pasal 23 ayat (2) dzsetujul dengan wmusan sebaga;
_berikut.
“(2} Penvelenggaraan kegiatan penyeiesa;an akhir transaksi pambayaran
antar bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapaz di[akakarz oleh
pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia.” «

18. DIM No. 72, mengez*zaz Pasal 23 ayat 3 dzsetu;w dengam rumusan sebagal
barikut,
“{3} Pelaksanaan ketentuan 5ebagalm;ana dimaksud pada ayat {1) dan ayat
{2} ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.”

’
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19. DIM No. 73, meangenai BAB VI TUGAS MENCGATUR DAMN MENGAWASE

20,

21.

22.

23.

24,

25.

26, D

27,

28.

29,

BANK disetujui fudul BAB sedangkan angka BAE VI akan dibahas bersama-
sama dengan sistematika RUU.

DiM No. 74 sampai dengan DIM No. 82 A mengenal Pasal 24, Pasal 25 dan
Pasal 25 dipending dan disetujul pembahasannya dalam forum lobi.

DiM No. 83, mengenal BAB VI HUBUNCAN KEUANGAN DENCAN
PEMERINTAH disetujui judul BAB sedangkan angka BAB VIl akan dibahas
hersama-sama dengan sistematika RUU.

DIM No. 84, mengenai nomor Pasal 27 disetujui tetap,

DinM No. 85, mengenai Pasal 27 disetujui tidak ada perubahan dan tetap
sesuai dengan naskah RUU dengan rumusan sebagai berikul,

“Pasal 27
Bank Indonesia bertindak sebagai kas Pemerintah.”

I3k No. 86, mengenai nomor Pasal 28 disetujui tetap.

DiM No. 87, mengenai Pasal 28 disetujui tidak ada perubahan dan tetap
sesuai dengan naskah RUU dengan rumusan sebagai bertkut.

: “Pasal 28
Bank indonesia untuk dan atas nama Pemerintah dapat menerima pinjaman
luar negeri, menafausahakan sera menyelesaikan tagihan dan Rewajiban
keuvangan Pemerintah terhadap pihak luar negeri”

M No. 88, mengenai nomor Pasal 29 disetujui tetap.

DiM No. 89, mengenat Pasal 29 ayat (1) disetujui tidak ada perubahan dan

tetap sesuai dengan naskah RUU dengan rumusan sebagai berikut, '

“{1) 'Dalam hal Pemerintah akan menerbitkan surat-surat hutang negara,
Pemerintah  wajib terlebih dahulu  berkonsuiltasi dengan  Bank
Indonesia.” ‘ -

DIM No. 30, usulan FKP mengenal tambahan ayat (2} baru dzsepaicatz
pembahasannya diserahkan kepada Timus.

DIM No. 91, mengenat Pasal 29 ayat (2} disetujul dengan rumusan sebagai

berikut.

“{2} Bank indonesza dapat membanty penerbitan “surat-surat hutang neégara
yang diterbitkan Pemerintah sebagaimana dirmaksud pada ayat (1).”

Urgensi Pembentukan..., Sigit Maryuwanto, FH Ul, 2009

@/




12

95. DIM No. 157 mengenal Pasal 44 disetujui ditunda pembahasannya untuk
dilanjutkan pada tanggal 17 Maret 1999,

Jakarta, 16 Maret 1999
a.n KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

"

H. Anwar Siarwan, SE
NIP, 210000408

¢
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Konzep langgal 10712400

Naskah A!{ader;:zik

LEMBAGA PENGAWAS JASA KEUANGAN (LPJK)
Financial Services Supervisory Institution (FSSI)

TIM PENYUSUN RUU LEMBAGA PENGAWAS JASA KEUANGAN
JAKARTA

DESEMBER 2000




Konsep tanggal 10/12/00

-

perundang-undangan tidak dapat dibebankan pada pelabal alau karyaswan LPJK.
Alternatif dari status badan hukum adalah LPJK sebagai suatu badan khusus
dengan lingkup hak, kewajiban, tugas dan wewenang yang juga dinyatakan
secara iegas dalam ketentuan p&mndangan

aupun ?:zﬁz%zzfaz independen, &?’JK tetap perfu berhubungan kerja dengan
departemen, lembaga pemerintah nondepariemen atau lembaga negara yang
lain, Walaupun pembagian fungsi pembinaan moneter, fiskal, serta pasar modal
dan lembaga keuangan di antara Bank Indonesia, pemerintah dan LPJK nantinya
akan lengkap dlatur dalam ketentuan. perundangan, dalam praktik akan tetap ada
situasi dan area kebijakan yang harus ditangani bersama-sama.

Dalarm bidang-bidang yang menyangkut kepentirzéan masyarakat, LPJK maﬁgkifz
juga harus berhubungan kerja dengan DPR, lembaga-lembaga periindungan hak
konsumen atau Iembaga—!embaga peradllan

"LPJK juga akan pwiu berkeordinasi dengan lembaga-lembaga lain yang saat ini
 belum ferbentuk. Sebagal conioh, apabila pemeriniah membentuk lembaga
penjaminan simpanan (deposit insurence institution), %.._?3%{ ‘akan harus
melakukan kerja sama yang erat dengan lembaga inl untuk manghiﬁdéﬁ
penyalahgunaan program penjaminan simpanan oleh pemilik atau pengelola
bank atau pihak-pihak lain.

V.2 Fungsi

Berdasarkan ketentuan pasal 34 Undang-undang nomor 23 tahun 1699 fentang
Bank Indonesia beserta pen}elasannya'dapat disimpulkan bahwa LPJK akan

bertugas mengawasl bank, lembaga-Jembaga usaha perasuransian, lembaga-

lembaga usaha pasar modal, dana ‘pensiun, lembaga-lembaga usaha

pembiayaan, modal ventura, dan lembaga-lembaga lain yang mengelola dana-

masyarakat, Dengan demikian LPJK akan mengambil alth.sebagian fugas dan
wewenang Bank Indonesia, Direktorat Jenderal L.embaga Keuangan, Badan
Pengawas Pasar Modal, dan. institusi-institusi pemerintah lain yang selama ini

mengawasi iembaga pengelola dana masyarakatl. '

Agar lebih efektf, fungsi pengaturan dan fungs] pengawasan penyslenggaraan
lembaga-lembaga keuangan seyogyanya dijalankan _eteh' salu lembaga.

Hal.13
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Kousep tanggal 19/1 200

Penyatuan fungsi-fungsi ini tampaknya tidak akan sulit dilakukan untuk lembaga-
lembaga keuangan bukan bank. Namun tidak dernikian halnya untuk pangatwah
dan pengawasan bank mengingat penjelasan pasal 34 Undang-undang tentang
Bank Indonesia menegaskan bahwa wewenang pengaturan bank tetap berada
pada Bank Indonesia. Masalah penyaluan fungsi juga harus dikaji lebih dalam
uniuk lembaga-lembaga lain yang mengelola dana masﬁfarakat.

Seiiéaknya terdapat dua alternatif pemikiran fungsi W&;& Partama, LPJK
berfungsi sebagai pengatur dan pengawas untuk lembaga keuangan yang bukan
bank, tetapi hanya beffungsi sebagai péngawas_untuk bank dan lembaga-
lembaga pengelola dana masyarakat. Alternatif kedua, LPJK berfungs! seba§3§
pengatur dan gﬁ&ngawas untuk lembaga 'keaangah\bank dan bukan bank. Pada
alternatif kedua, LPJK hanya akan mengatur masalah yang berkaitan dengan
- prudential r&é;zzfafim dan fungs! bank sebagai iembaga keuangan. Sementara
pengaturan yang_berkaitan dengan fungsi bank sebagai pemain di pasar uang
dan kaitannyda dengan kebijakan moneter akan tetap ada pada Bani Indonesla,

Lembaga atau perusahaan yang menjadi objek pengawasan LPJK juga masih
perlu dibicarakan. lebil jauh. Daftar objek pengawasan LPJK yang fercantum
dalam penjelasan pasal 34 Undang-undang tentang Bank Indonesia merupakan
daftar terbuka karena adanya ftem “badan-badan ain yang menyelenggarakan
;Sengeio%aan dana masyarakat®. Karena adanya jfem tersebut, iembaga-&embéga
yang secara konvensicnal tidak dikategorikan sebagai lembaga keuangan namun
mengselola dana masyarakal, juga menjadi objek pengawasén LPJK. Termasuk
dalam kelompok ini antara lain adalah badan penyelenggara program jaminan
sosial tenaga kerja, badan penyelenggara program pensiun atau program-

program santunanfaminan lain untuk pegawal negert sipil dan aﬁggnia'

TNYPOLRI, dan koperasi simpan pinjam.

%

Di masa yvang akan datang, jenis lembaga keuangan yang muncul dan
berkembang di Indonssia akan semakin bervariasi. Oleh karena itu, daftar objek
pengawasan LPJK harus tetap terbuka. Sementara ini, obiek pengawasan ii‘»’d?ﬁ
adatah sebagal berikut:

1. bank; c !

2. perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang usaha perasuransian:
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* 24, Mardiono

95e-DesSudiian OB, MSi.

26 H.M.8. Kaban, SE, MSL.
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27. Hamka Yandhu, YR.

28. Drs. H. Ali Masykur Musa, M.
29. Drs. H. Abdullah Alwahdi
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11. Ikhsanudin : *11. Syarsul Azifin
12. Baridjussalam Hadi

KETUA RAPAT (Ir. DARYATMO MARDIYANTO) |

Assalamu’alaikum warahmatuilahi wabarakaatuh;

Bapak dan Ibu sekalian Anggota Panja yang kami hormati;

: - Skorsing rapat Panitia Kerja Panitia Khusus RUU Perubahan Undang-undang. No. 23
&hun 1999 saya cabut, dan rapat kami buka kembali,
Selamat pagi dan salam sejahtera,

- Pertama, terima kasik Pak Affand] hadir bersazzza—sama kami 4 depazz selaku Pimpinan

s tmateri-materi yang menjadi tugas Panitia Kerja. Oleh sebab itu pada pagi yang segar
akan melangiz&an k:embah pembahasan yang sudah Kitg jalani pada sessi maiam hari pada

'

gi Pemerintah dalam hjal ini ?emeumab bersama BI untik mencari Jaian keluar dari
temaﬁf yang dimuﬁcuikan kemarin termasuk kamzzéian fzaemunctﬂkau alfernatif baru.

}eiasazz yang menyangkut tentazzg subyek yang menetapkan sasaran iagu mﬂaﬁ serta
', menetapkan sasaran: laju mﬂasa ‘I:e,*sebut dmmuskan didalam penjelasan, dcngzm

se%ungga mendadi alternatif Ja}z’m keluarnya adalah * sasarzm laju inflasi

3 Eeh‘ Pemerintah”, ‘Dalam menetapkan sasaran lgiu inflasi, Pemérintah wajiby
i pendapat Bank Indonesia, Itu saya kira mmusan jalan keluar dag gleh sebab itu
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Sonja,-hari ini Sabtu tanggal 2 Maret kita harapken Panifia Kerja bisa lebih efektif unfuk
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{ RAPAT : SETUIU}
{ RAPAT : SETUIU )
{RAPAT : SETUJD)
{RAPAT : SETUIU )
( R&P&’i": SETUJU )
{RAPAT: S}?f}l’{i}”{} )
(RAPAT : SETUJU )
_( RAPAT : SETUJO
(RAPAT: S@UJU )
(RAPAT : SETUJU )
{RAPAT : SETUNU )
‘izraca vang sebelah km maaf ya jadi dalant catatan kami tetap hasil

$2001 tetapi kemudian masuk uwsulan vang berkaitan dengan usul

ik Pemerintah untuk memberikan penjelasan karena kita sudah
Zga.xtan dengan usul-usul kepada pemerintah silahkan,

ge_nsi Pembentukan..., Sigit Maryuwanto, FH Ul, 2009

ampai akan memasuki DIM 182 barangkali untuk memulai ind ya



gy_"_“‘*%gijarz yang sudah bekerja sejak 1,5 tahun yang lalu. Tim i strukturnya adalah
#E{%’Q ang anggotanya adalah Menko Perekonomian , Menteri Keuangan , Menteri
fundaagnaﬁdangan Gaizamzzr i’idm{ Iﬁé{}ﬁeala }:emudzazz 8ek,tctans Ncgara Ii)l

ulai mfgups Sei}égai akibatnya negara memikul beban terlalu mahal
-teriadi beberapa tahun terakhir ini itu harus ditinggalkan, Sehingga di

yaﬁg terkait dengan kebijalcan moneter itu fetap di Bank Indonesia
dukung pelaksanaan tugas-tugss Bank Indonesia mencapai kestabilan
‘haka dengan latar belakang seperti itu pemerintalh mengusylkan Pasal
r:_é_z'nen dengan sehingga menjadi tugas mengatur dan mengawasi bank

ifelasan pada Pasal 34 ayat (1) ini UU No 23 schemarnya lembaga
fildtakan selain independent berada diluar pemerintah. Seperti Bank
Aisi.yang berlangsung sudah cukup panjang pemerintah bersama sama
‘bahwa berada diluar pemerintah itu menimbulkan persoalan-persoalan
ibutkan kerancuan-kerancuan dengan ketata negaraan kita. Sehingga
Tiva memutuskan  lembaga ind independent fetapi dia tidak diluar
ukan mesuk di dalam kabinet dalam arti pemerintah pehari-hard,

spemerintahan negara begitu bunyinya itu dalam bahasa asingsya
#Mah schingga hal-hal fain yang terkait dengan ini dia independent
7‘* dia di dalam pemerintahan hanya dia bukan termasuk di dalam

wlembaga ;}%gawasan jasa icwangan ini diwdis hurof besar

i:‘.ﬁ;:ilm fugasnya dan berkewajiban menyampaikan laporan

.gmbentukan S|g|t Maryuwanto, FH ul, 2009

ga pengawasan sektor jasa keuangan yang independent dan dibentuk .

O



Dalam melaksanakan tugasaya lembaga int melakukan  koordinasi dan kerjasama
Zir Bank indomua Seb&gal tank sentral yaog akan diatur datam UU izezzzbenmkan iem’aaga

bsiga:mana dimaksud ayat (1) di undangkan paling lambat 31 Desember 2002.
ditetapkan pada 31 Desember 2002 karena proses pembantukan dari lembaga
ckarang akan memakan waktu yang cukup panjang. Sehingga walaupun

_;ang fembaga pengawasan sebagazmazza dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1)
dan pengawasan bank diaksanakan oleh Bank Indonesia. Pasal int
begltu pembentukan pembentukkan lembaga il sudah dxiaimkan selurah
ah ‘harus pmdaiz Padahal s&bagalmana kami sampmkan tadi proses

bapak sekalian jadi usul-usul yang menyangkut perubahan pasal ini
Pasai 34 UU yang No 23 tahun 1999 yang pac‘ia ayat (2) memang

2 disampaikan pemerintah kemarin yaitu DIM utama darl
f‘zu ‘membicargkan LPJK. Nah sekarang kami berikan kesempatan

OLRI (DRS. SUDIRMAN, SE, MSi)
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selesaikan dulu pak jadi ayat (1) dudu kalau sudah ayat (2} /j.'/ oy
*





